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Tahun 2008 menandai maturitas demokratisasi di Indonesia. 
Gelombang pertama pemilihan kepala daerah secara langsung telah 
selesai. Seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia (kecuali 
Jawa Timur) telah melaksanakan pemilihan langsung. Praktek 
pemilihan langsung di tingkat daerah ini memiliki implikasi besar 
dalam jangka menengah dan panjang. ��������������������������   Janji dan kontrak politik 
sangat mudah dipantau dan dievaluasi oleh publik. Jarak antara 
penguasa dan rakyat jauh lebih dekat. Ini merupakan pengalaman 
berdemokrasi yang luar biasa.

Dengan selesainya gelombang pertama pemilihan kepala daerah, 
publik pemilih Indonesia memasuki tahun 2009 dengan pengalaman 
yang sangat berbeda. Publik pemilih berpengalaman menghadapi 
pilkada yang dipenuhi dengan agenda berorientasi praktis dan lokal. 
Meskipun faktor ideologis dan politis masih tetap hidup, tetapi faktor 
kebijakan/policy sudah mulai memasuki ranah pemilu. 

Janji-janji praktis seperti pelayanan kesehatan dan pendidikan murah 
(bahkan gratis), perbaikan infrastruktur, lapangan kerja dan lain-lain 
menandakan unsur policy sudah memasuki ranah pemilu. Pemilu 
tidak semata-mata mengenai politik ideologi, money-politics, atau 
fanatisme kultural, tetapi pemilu sudah mulai dijadikan arena untuk 
menggolkan gagasan-gagasan tentang policy. 

Partai politik, politisi, dan calon presiden berhadapan dengan 
publik pemilih yang mulai berubah. Perubahan yang terjadi tentu 
masih parsial, tetapi ini sudah cukup untuk membuat partai politik 
dan politisi terasangsang untuk merubah pendekatannya. Publik 
pemilih yang baru saja melewati pilkada dengan agenda praktis, 
dengan mudah menuntut partai politik dan politisi nasional untuk 
memperhatikan agenda praktis dan juga grass-root oriented. Hal ini 
berpotensi untuk meningkatkan kualitas pemilu 2009.

Kata Pengantar
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Tantangan tetap besar, tetapi tanda-tanda kemajuan demokrasi sudah 
mulai terasa. Dalam konteks itulah, penerbitan “Indonesia 2008” 
ini banyak memberikan perhatian pada masalah politik. Komponen 
politik seperti sistem multi-partai, institusionalisasi partai politik, 
perkembangan politik Islam, dan isu perempuan dalam politik menjadi 
kajian yang diperbincangkan disini. 

Bersamaan dengan dinamika politik domestik yang cukup tinggi ini, 
kontraksi ekonomi dunia terjadi. Setelah krisis menghempaskan 
berbagai pelaku ekonomi raksasa di Amerika Serikat, Indonesia 
mulai merasakan efeknya. Dibandingkan dengan beberapa negara 
Asia Tenggara lain, Indonesia mengalami efek yang relatif lebih kecil. 
Meski begitu, tantangan untuk bisa melewati krisis global ini tetap 
besar. Dari sinilah maka kajian tentang kondisi dan prospek sektor 
finansial dan makro ekonomi Indonesia menjadi salah satu bagian  
dari “Indonesia 2008” ini.

Di sektor sosial, Indonesia 2008 mengkaji masalah pendidikan dan 
cash-transfer yang dijalankan oleh Pemerintah. Program bidang 
sosial ini memiliki eksposure yang sangat tinggi di masyarakat. 
Secara politispun, program-program di bidang pendidikan dan 
penguatan sosial ekonomi masyarakat memiliki nilai elektoral yang 
sangat besar. Persepsi publik terhadap kinerja pemerintahan banyak 
dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan program-program pemerintah  
yang bernuansa dukungan sosial.

Semoga Indonesia 2008 bisa menjadi landasan untuk mereview 
perkembangan sosial, ekonomi dan politik Indonesia. Laporan ini juga 
diharapkan bisa menjadi salah satu landasan dalam memproyeksikan 
tren utama di tahun 2009.  ���������������� Selamat membaca.

Anies Baswedan

Direktur Eksekutif & Riset 
The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research
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TINJAUAN SEKTOR KEUANGAN

— Nawa Thalo —

“I can calculate the motion of heavenly bodies,  
   but not the madness of people”  
  ­  — Fisikawan Inggris Sir Isaac Newton (1643-1727) —

Kepanikan. Demikianlah gambaran kondisi sektor keuangan dunia 
–yang sangat mempengaruhi Indonesia– terutama sejak pada 
paruh kedua tahun 2008. Perhatian seluruh dunia tertuju pada  
Amerika Serikat (AS), sebagai episentrum gempa finansial 
terdahsyat sejak era depresi hebat (great depression) 1929.

Berkali-kali Presiden AS George W.Bush mengadakan konferensi 
pers untuk menenangkan para agen ekonomi dan menyatakan 
bahwa Pemerintah AS akan sekuat tenaga mengupayakan agar 
apa yang terjadi di di Wall Street (bursa saham) tidak melebar ke 
“Main Street” (kemampuan ekonomi pemerintah). Paman Sam 
siap menggelontorkan dana talangan (bail-out) sebesar 700 miliar 
dolar untuk menolong para keponakannya yang tengah terjerat 
krisis surat utang kredit perumahan (subprime mortgage).

Namun tetap saja, indeks saham terus meleleh. Para pemilik 
modal semakin dihantui kepanikan. Tanpa berpikir panjang, mereka 
melakukan penyelamatan dengan melarikan dana yang mereka miliki 
(flight for safety). Mereka berekspektasi bahwa kondisi ekonomi 
akan memburuk dan menarik dana secara masif. Akibatnya, 
kondisi benar-benar memburuk. Inilah fenomena yang disebut oleh 
Robert Merton sebagai “takdir yang memenuhi dirinya sendiri”  
(self-fulfilling propechy). 

Bagian Satu
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Sudah menjadi hal lumrah bahwa investor memiliki perilaku 
kawanan (herd behavior). Kelakuan segerombol investor akan 
diikuti oleh gerombolan investor lainnya, sebagaimana terungkap 
dari hasil riset pemenang Nobel ekonomi Daniel Kahneman dan 
Amos Tversky, bahwa investor memiliki rasionalitas yang terbatas  
(bounded rationality).

Badai berita buruk terus-menerus mengguncang pasar 
keuangan. Satu kepanikan menyulut api bagi kepanikan lainnya 
dan menghilangkan rasa saling tidak percaya di antara lembaga 
keuangan. Korban pun berjatuhan seperti kartu domino. Lehman 
Brothers, raksasa bank investasi yang dengan setia mengiringi 
perekonomian AS melalui perang dunia dan berbagai kemelut 
ekonomi politik internasional, kini menyerah. Bertekuk lutut 
menyatakan diri bangkrut.

Sebagaimana terlihat pada Grafik 1.1 berikut, indeks saham gabungan 
AS –yang diwakili oleh indeks Dow Jones Average (DJA) dari Bursa 
Efek New York (NYSE)– ambruk ke titik terendah 2670 pada 20 
November 2008 lalu. Padahal pada 2 Januari 2008, indeks tersebut 
masih dengan gagah bertengger pada level 4231. Sedangkan 
IHSG-yang pada 2 Januari 2008 masih berada pada level 2732- 
terjerembab, menjadi hanya 1111 pada 28 Oktober 2008.�

Jika kita hitung dengan formula koefisien korelasi, dimana: 

maka akan kita dapati bahwa kedua indeks memiliki keterkaitan yang 
sangat tinggi, yakni sebesar 90 persen. Maka tidak heran, seperti 
terlihat pada grafik, pergerakan kedua indeks terlihat seirama. 
Bedanya, kejatuhan IHSG lebih dalam ketimbang kejatuhan DJA. 
Selama rentang waktu awal Januari 2008 hingga pertengahan 
Desember tahun yang sama, DJA hanya rontok sebesar 29 persen. 
Sedangkan IHSG sebesar 51 persen.  Kejatuhan IHSG jauh lebih 
dalam dari kejatuhan DJA, dimana sumber krisis berada.

�	 Untuk menyelematkan pasar saham dari kehancuran yang berlarut-larut, pemerintah ketika 
itu merencanakan program pembelian kembali (buy back) saham-saham Badan Usaha Milik 
Negara (BUMN) karena saham BUMN memiliki tingkat kapitalisasi yang besar. Buy back 
diharapkan dapat menolong agar indeks tidak jatuh lebih dalam. Langkah buy back ini ternyata 
juga diikuti oleh perusahaan swasta. 
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Grafik 1.1 Indeks Saham
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Penyebabnya ialah IHSG merupakan indeks saham di pasar 
negara berkembang (emerging market) yang pemerintahnya 
mengimplementasikan rejim devisa bebas. Di satu sisi, investasi di 
pasar negara berkembang seperti Indonesia cenderung menghasilkan 
tingkat imbal hasil yang lebih ketinggi (abnormal return) ketimbang 
berinvestasi di pasar saham negara maju seperti di AS. 

Inilah alasan mengapa meskipun tingkat resikonya lebih tinggi, 
berinvestasi di pasar saham negara berkembang cenderung lebih 
menarik ketimbang di pasar saham negara maju. Ini terbukti dengan 
sering tampilnya Bursa Saham Indonesia sebagai salah satu bursa 
saham dengan kinerja terbaik di dunia. 

Ini dimungkinkan karena diterapkannya rejim devisa bebas di tanah 
air. Namun konsekuensinya, Indonesia juga harus pula merasa 
siap jika terjadi arus pembalikan modal (capital reverse) yang 
disebabkan oleh turbulensi keuangan seperti akhir-akhir ini. Sebab, 
pengimplementasian rejim devisa bebas tanpa adanya perbaikan 
institusional yang fundamental hanya akan mengundang masuk 
uang panas (hot money) yang dapat keluar-masuk kapan saja.

Pertanyaan yang muncul kemudian ialah: jika terdapat untung-
ruginya, apakah penerapan rejim devisa bebas selama ini 
menguntungkan ekonomi Indonesia? Jawabannya ialah: ya.
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Rejim devisa bebas menjamin para pemilik dana untuk bebas 
menggunakan –menanamkan dan menarik– dananya kapan 
saja sesuai kemauan mereka. Hal ini mendorong mereka 
untuk berbong-bondong menanamkan uangnya pada berbagai 
instrumen keuangan yang ditawarkan di Indonesia, baik saham 
maupun obligasi, baik obligasi pemerintah (sovereign bonds)  
maupun obligasi perusahaan swasta (corporate bonds). 

Dengan kata lain, rejim devisa bebas merupakan upaya pemerintah 
untuk membuat pasar modal Indonesia menarik di mata investor 
asing. Upaya ini mendatangkan hasil. Bursa saham dan obligasi 
Indonesia semakin semarak. Berbagai indikator pasar modal 
menunjukan angka yang indah. Likuiditas berlimpah, tingkat bunga 
pun rendah.

Maraknya pasar modal mendorong perusahaan untuk  
menerbitkan surat berharga dengan tujuan menggalang dana 
masyarakat –dalam hal ini investor– yang ditujukan untuk baik 
untuk membayar utang yang jatuh tempo, mendanai keperluan 
operasional, maupun ekspansi bisnisnya, sehingga perusahaan 
mampu bertumbuh dan menciptakan lapangan kerja. 

Di sisi lain, perusahaan tidak perlu lagi mengganggap perbankan 
sebagai satu-satunya tempat untuk mencari pinjaman.  Namun, 
perlu dicatat bahwa penerapan rejim devisa bebas itu sendiri tidak 
serta-merta menjamin tingginya emisi surat berharga. Sentimen 
penerbitan surat berharga oleh dunia usaha dipengaruhi oleh 
berbagai indikator ekonomi makro-mikro. Salah satunya ialah suku 
bunga-yang sangat ditentukan oleh tingkat inflasi. 

Artinya, meskipun suatu negara menerapkan rejim devisa bebas 
tapi suku bunganya cenderung tinggi, maka hal tersebut tetap saja 
tidak kondusif bagi penerbitan surat berharga, terutama obligasi. 
Sebagai contoh, dengan banjirnya likuiditas suku bunga akan 
cenderung rendah. Namun, jika inflasi meroket yang disebabkan 
oleh terganggunya jaringan distribusi makanan (supply shock), maka 
suku bunga juga akan ikut melompat. 

Sepanjang tahun 2008, penerbitan (emisi) surat berharga mengalami 
pertumbuhan dari waktu ke waktu. Untuk saham, selama tahun 
2008 pertumbuhan year-on-year (yoy) terjadi setiap tahun (Grafik 
1.2). Jika pada bulan Januari pertumbuhannya sebesar 17,1 
persen, pada bulan September pertumbuhannya sudah mencapai  
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34 persen. Hal ini tentu menggembirakan di tengah melesunya 
kinerja indeks saham jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 
Perkembangan positif ini tidak terlepas dari upaya pihak Bursa Efek 
Indonesia (BEI) yang mendorong perusahaan untuk melakukan 
penawaran perdana di pasar saham.

Grafik 1.2 Emisi
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Saham Obligasi

Jika emisi saham menunjukkan perkembangan yang menggembi-
rakan, sayang tidak demikian dengan emisi obligasi. Bahkan, apa 
yang terjadi dengan emisi obligasi justru terbalik dengan yang dialami 
saham. Pada bulan Januari, emisi obligasi masih bertumbuh sebesar 
30 persen. Namun, angka pertumbuhan terus merosot hingga pada 
bulan September hanya tersisa sebesar 12 persen.

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, penerbitan surat berharga  
–terutama obligasi–  sangat dipengaruhi oleh tingkat suku bunga, 
yang dipengaruhi oleh tingkat inflasi. Sejak akhir tahun 2007 hingga 
akhir tahun 2008 angka inflasi terus terkerek naik. 

Kecenderungan meningkatnya harga komoditas dan BBM 
merupakan sebab utama memanasnya angka inflasi. Bahkan 
menjelang triwulan IV 2008 angka inflasi domestik oleh inflasi yang 
berasal dari barang-barang impor karena nilai tukar rupiah terhadap 
dolar AS yang cenderung melemah.

Menjawab tantangan inflasi, Bank Indonesia (BI) mau tidak mau 
menjalankan kebijakan moneter yang kontraktif dengan menaikkan 
suku bunga acuan (“BI Rate”). Menaiknya BI rate mengisyaratkan 
tingginya imbal hasil (yield) atas surat utang perusahaan yang 
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diminta oleh investor. Hal ini tentu mengurungkan niat dunia usaha 
untuk menggalang dana melalui penjualan obligasi. Akibatnya, emisi 
obligasi pada tahun 2008 tidak menunjukkan perkembangan yang 
menggembirakan. 

Pada tahun 2009, tingkat inflasi diperkirakan akan melemah seiring 
dengan turunnya harga minyak di pasar dunia dan harga BBM 
domestik. Melemahnya konsumsi masyarakat akibat kenaikan upah 
yang tertunda juga diperkirakan akan memperlemah laju inflasi dari 
sisi tarikan permintaan (demand pull). Dengan demikian, kita akan 
menyaksikan penurunan BI rate yang pada akhirnya kondusif bagi 
pelaksanaan emisi obligasi. 

Kondisi pasar sendiri diperkirakan akan pulih sering dengan kembali 
masuknya modal asing ke berbagai instrumen investasi, terutama 
instrumen investasi yang memiliki resiko paling rendah di pasar 
modal, yakni surat utang pemerintah. Grafik 1.3 di bawah ini 
mengindikasikan hal tersebut. 

Pada 27 Oktober 2008, imbal hasil obligasi pemerintah Indonesia 
(INDO-14) melonjak ke level 15,758 persen. Ini menggambarkan 
adanya pelepasan obligasi tersebut oleh para investor. Namun, 
meskipun sempat mengalami lompatan lagi, pada akhir November 
imbal hasil sudah menunjukkan kecenderungan yang menurun. Ini 
menunjukkan minat investor yang pulih terhadap obligasi tersebut. 

Grafik 1.3 Imbal Hasil Obligasi Pemerintah (%)
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Turunnya imbal hasil obligasi pemerintah tentu berdampak kondusif 
bagi penerbitan obligasi sektor swasta karena dengan demikian biaya 
emisi obligasi bagi pihak swasta menjadi lebih murah. 
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Bahkan, iklim pasar surat utang yang kondusif tidak hanya terjadi 
di pasar domestik. Sebagaimana terlihat pada Grafik, berdasarkan 
data Depatemen Keuangan AS (US Department of Treasury) imbal 
hasil obligasi AS terus melorot. Ini memberikan gambaran bahwa 
obligasi pemerintah AS tengah diburu para investor. 

Tentu saja, hal tersebut merupakan kabar gembira bagi para penerbit. 
Situasi seperti ini tentu menguntungkan pemerintah Indonesia yang 
dalam waktu mendatang bermaksud menerbitkan surat utang di 
pasar internasional.

Kondisi Perbankan

Di Indonesia, pemerintah dari masa ke masa terlihat memanjakan 
sektor perbankan. Hal ini dapat dimengerti, mengingat Indonesia 
merupakan perekonomian berbasis bank (bank-based economy), 
seperti halnya Jepang, Jerman dan sebagian besar negara di dunia 
lainnya. Berbeda dengan AS maupun Inggris yang merupakan 
perekonomian berbasis pasar finansial (financial market-based 
economy). 

Dengan kata lain, bagi Indonesia, bank merupakan sumber utama 
bagi pembiayaan aktivitas ekonomi. Rusaknya sistem perbankan 
akan mengakibatkan hancurnya perekonomian nasional.

Secara umum, perbankan nasional aman dari krisis keuangan 
keuangan AS, karena memang tidak ada bank di Indonesia yang 
terlibat dalam kepemilikan subprime mortgage di AS. Namun, tidak 
dapat dipungkiri bahwa kecemasan akan keringnya likuiditas tetap 
melanda kalangan perbankan dan dunia usaha. 

Kasus Bank Century misalnya, perlu mendapat perhatian khusus, 
meskipun kondisi bank tersebut tidak mencerminkan industri 
perbankan secara keseluruhan. Patut disyukuri pula bahwa 
kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional masih tinggi.

Sebagaimana terlihat pada Grafik 1.4 berikut, sepanjang tahun 2008 
dana pihak ketiga (DPK) terus mengalami pertumbuhan. Bahkan 
pada bulan September DPK mengalami lonjakan dibanding bulan 
sebelumnya. Namun jika kita melihat pertumbuhan tahunan (yoy), 
pertumbuhan tertinggi terjadi pada bulan Oktober. 
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Terus meningkatnya suku bunga bank di satu sisi dan tidak 
menentunya pasar keuangan di sisi lain telah memicu pertumbuhan 
dana masyarakat di dalam sistem perbankan nasional. Bahkan, jika 
dilihat pada grafik, pertumbuhan DPK tidak hanya dalam mata uang 
rupiah, tapi juga mata uang dolar AS. 

Lonjakan simpanan dalam dolar AS terutama terjadi pada bulan 
Oktober, yakni sebesar 28 persen. Lompatan ini jauh melebihi angka 
pertumbuhan DPK itu sendiri sebesar 18 persen. Melemahnya nilai 
rupiah vis-à-vis dolar AS dapat menjelaskan fenomena lonjakan 
tersebut.

Namun, hal yang masih perlu mendapat perhatian ialah buruknya 
komposisi jangka waktu simpanan masyarakat di bank. 92 persen 
dana masayarakat yang ada di bank ditanam dalam deposito bertenor 
satu hingga enam bulan. Sedangkan yang ditanam dalam deposito 
bertenor lebih dari 12 bulan hanya sebesar 0,8 persen. 

Inilah yang menyebabkan mengapa sektor perbankan sangat 
sulit mendanai proyek berjangka panjang seperti infrastruktur. 
Mereka khawatir pendanaan infrastruktur dapt mengakibatkan 
ketidaksesuaian jatuh tempo (maturity mismatch).

Buruknya komposisi jangka waktu simpanan masyarakat di bank 
sudah terjadi sejak sektor perbankan dilanda krisis sekitar 10 tahun 
lalu. Mungkin penyebabnya saja yang berbeda. 

Pada masa krisis, masyarakat menyimpan uangnya dalam deposito 
bertenor sangat pendek karena kehilangan kepercayaan pada sektor 
perbankan. Kini, alasannya ialah karena masyarakat sudah mulai 
beralih dari saving society (masyarakat menabung) menjadi investing 
society (masyarakat berinvestasi). 

Hal tersebut sangat mungkin. Semakin tingginya kesadaran 
asuransi masyarakat, edukasi terhadap wadah berinvestasi yang 
semakin baik, dan banyaknya instrumen keuangan yang ditawarkan 
secara ritel telah menggeser dana masyarakat dari bank ke lembaga 
keuangan non-bank (LKNB), seperti perusahaan asuransi, pasar 
modal, dan dana pensiun.
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Grafik 1.4 Sumber Dana
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Lalu, bagaimana dengan penyaluran dana tersebut? Di tengah 
meningkatnya tekanan inflasi sejak awal tahun, hingga Oktober 
2008 kinerja perbankan nasional mengalami peningkatan. Kredit 
terus bertumbuh (Grafik 1.5). Rata-rata pertumbuhan tahunan 
paling tinggi dinikmati oleh sektor pengangkutan-pergudangan-
komunikasi, pertambangan, serta sektor listrik-gas-air. 

Hal ini dapat dimengerti. Tingginya harga produk-produk 
pertambangan selama tahun 2008, tingginya konsumsi 
masyarakat, serta penggalakan proyek infrastruktur yang 
semakin giat mendorong sektor perbankan untuk terus mendanai 
sektor-sektor tersebut. Namun, kita dapat memperkirakan 
bahwa sektor-sektor tersebut kemungkinan besar tidak lagi  
mendapat prioritas pendanaan lagi dari perbankan. 

Anjloknya harga produk-produk pertambangan serta melemahnya 
konsumsi masyarakat merupakan penyebab utama kondisi 
tersebut. Di sisi lain, meningkatnya penyaluran kredit dibarengi 
dengan menurunnya penempatan di BI. Ini merupakan 
perkembangan yang menggembirakan. Fungsi intermediasi  
yang dijalankan kalangan perbankan semakin dapat dirasakan. 
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Grafik 1.5 Penyaluran Dana
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Hal menarik yang perlu diperhatikan ialah menurunnya 
penempatan dana pada surat-surat berharga. Sejak awal Februari 
2007 hingga sampai puncaknya pada bulan Maret 2008, perbankan 
sangat bergairah untuk menanamkan dananya pada surat-surat 
berharga. Namun, sejak bulan April hal tersebut tidak lagi terjadi. 
Ini merupakan langkah tepat, mengingat selang beberapa bulan 
kemudian harga surat berharga anjlok. 

Fenomena semakin menarik kita temukan ketika mengetahui bahwa 
dari seluruh kredit yang dikucurkan, kredit investasi bertumbuh 
paling kencang pada tahun 2008, seperti terlihat pada Grafik 1.6. 
Sebagai gambaran, pada tahun 2004-2005 kredit konsumsi tumbuh 
paling tinggi. 

Sedangkan pada tahun 2006-2007, kredit modal kerjalah yang 
menikmati pertumbuhan paling tinggi. Dengan demikian, 
keberpihakan sektor perbankan terhadap kredit investasi terealisasi 
pada tahun 2008.  

Dari sisi dunia usaha, bertumbuhan kredit investasi yang tinggi 
menunjukkan bahwa gairah penanaman modal baru maupun 
ekspansi usaha sudah bangkit. Namun, apakah pertumbuhan kredit 
investasi yang tinggi akan terus berlanjut hingga tahun 2009? 
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Krisis ekonomi membuat dunia usaha pesimis akan hal tersebut. 
Dari sisi perbankan pun, resiko kredit akan mengalami peningkatan, 
terutama bagi sektor-sektor yang berorientasi ekspor ke AS, Eropa 
maupun Jepang. Dari sisi perbankan sendiri, hal yang kini perlu 
diwaspadai ialah naiknya angka kredit bermasalah (Non-Performing 
Loan/NPL).

Grafik 1.6 Pertumbuhan Kredit Menurut Penggunaan
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Patut disyukuri bahwa rasio NPL menurun dari waktu ke waktu. 
Kalaupun selama tahun 2008 NPL sempat mengalami kenaikan, 
namun secara umum kecenderungannya memperlihatkan 
penurunan (Grafik 1.7), meskipun tahun 2008 merupakan tahun 
dimana angka inflasi merangkak naik. 

Hal yang menggembirakan ialah bahwa selama tahun 2008 
NPL justru berbanding terbalik dengan rasio pinjaman terhadap 
deposito(loan to deposit ratio/LDR). Padahal, merupakan hal logis 
apabila bertumbuhnya LDR diikuti oleh kenaikan NPL. Salah satu 
faktor yang menjadi penyebabnya ialah semakin baiknya manajemen 
resiko perbankan.

Rendahnya NPL menjadi cerminan kuatnya fundamental industri 
perbankan nasional. NPL netto kini hanya sekitar 1,4 persen. Angka 
ini jauh di bawah batas maksimum sebesar lima persen.

Dari sisi permodalan, rasio kecukupan modal (Capital Adequacy 
Ratio/CAR) mesih mencapai 17 persen. Angka ini jauh di atas 
angka minimum yang ditetapkan sebesar delapan persen. Dengan 
demikian, perbankan nasional masih sangat mampu untuk 
melanjutkan fungsi intermediasinya.
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Grafik 1.7  LDR Vs NPL
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Cerahnya kinerja penyaluran kredit perbankan ternyata tidak 
seindah profitabilitasnya. Berbeda dengan tahun 2007 lalu. Tingkat 
efisiensi yang semakin baik dan kemampuannya dalam menekan 
biaya dana membuat perbankan memperoleh laba yang signifikan. 

Ternyata pada tahun 2008 kondisinya berbeda. Seperti terlihat 
pada Grafik 1.8 dan 1.9 berikut, meskipun pendapatan operasional 
industri perbankan mengalami kenaikan, pada saat yang sama  beban 
operasional juga meningkat. Akibatnya, pertumbuhan laba anjlok. 
Selain menghadapi peningkatan beban operasional, perbankan juga 
harus meningkatkan cadangan provisinya. Sedikitnya laba yang 
diperoleh menyebabkan tingkat pengembalian atas aset (return on 
assets/ROA) relatif tidak berubah, meskipun nilai aset perbankan 
terus bertumbuh. (Grafik 1.10)
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Grafik 1.8 Laba Rugi
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Grafik 1.9 Pertumbuhan Laba Rugi (%)
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Grafik 1.10 Pertumbuhan Aset Vs ROA

0

5

10

15

20

25

2004 2005 2006 2007 2008
S umber: B I

Pertumbuhan Aset ROA

Ina08 01 Tinj SetrKeuang-Nawa.in14   14 3/19/09   7:26:04 PM



15

Indonesia 2008

Bagian Dua
TINJAUAN EKONOMI MAKRO

— Nawa Thalo —

Ketika memasuki tahun 2008, ekonomi Indonesia sudah 
menghadapai tantangan berupa meningkatnya tekanan inflasi. 
Sebagaimana terlihat pada Grafik 2.1 di bawah ini, angka inflasi  
menunjukkan kecenderungan (trend) menguat sejak akhir 2007. 

Penguatan terus berlanjut pada tahun 2008. Terus meningkatnya 
harga minyak di pasar internasional memicu ekspektasi inflasi dan 
pada akhirnya inflasi aktualnya. Angka inflasi bahkan melonjak 
ketika pada 24 Mei 2008 pemerintah menaikkan harga BBM rata-
rata sebesar 29 persen hingga mencapai puncaknya pada bulan 
September sebesar 12,14 persen. 

Menguatnya inflasi pada akhir tahun 2007 hingga pertengahan 
2008 disebabkan oleh beragam faktor mulai dari hari besar 
keagamaan, bencana alam yang menyebabkan ketidakpastian 
stok pangan nasional, perubahan iklim yang membuat siklus 
pertanian menjadi bergeser, hingga semaraknya penggunaan 
biofuel yang membuat harga komoditas pertanian di 
pasar dunia meningkat. Dengan demikian, tekanan inflasi  
tidak hanya dirasakan Indonesia, tapi juga ekonomi global.
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Grafik 2.1 Perkembangan Inflasi
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Namun, sejak paruh kedua tahun 2008 mata dunia tertuju pada 
kondisi sektor  keuangan Amerika Serikat (AS) yang terus-menerus 
mengeluarkan beragam berita mencemaskan. Beberapa ekonom 
menyebutkan bahwa perekonomian terbesar di dunia tersebut 
menuju jurang kebangkrutan. 

Sebagaimana terlihat pada Grafik 2.2 di bawah ini, ekonomi AS 
mengalami pertumbuhan negatif seiring dengan merosotnya belanja 
masyarakat dan meningkatnya angka pengangguran.

Grafik 2.2 Indikator Utama AS
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Dalam kejatuhannya, AS tidak menderita sendiri. Negara-negara 
selain AS yang terpukul telak dalam krisis global ini tentu saja 
merupakan negara-negara yang memiliki eksposure sangat tinggi 
terhadap AS, seperti zona Eropa (UE) dan Jepang. Negara-negara 
tersebut diperkirakan akan mengalami defisit anggaran pemerintah  
yang dalam, bahkan akan semakin mendalam hingga tahun 2010 
(Grafik 2.3)

Grafik 2.3 Defisit Fiskal (% dari PDB)
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Dalamnya defisit anggaran dikhawatirkan akan memacu negara-
negara maju untuk mencari dana di pasar surat utang internasional. 
Jika hal ini terjadi, maka akan terjadi perebutan dana antara 
pemerintah negara maju dengan pemerintah negara berkembang 
seperti Indonesia.

Krisis ini juga tentu berdampak serius terhadap pertumbuhan 
ekonomi. Pada tahun 2009, UE dan Jepang diperkirakan akan 
mengalami pertumbuhan negatif. Selain itu, sebagai perkonomian 
besar yang terbuka (big open economy), AS menyeret perekonomian 
kecil yang tebuka (small open economy) seperti Indonesia.

Grafik 2.4 memperlihatkan bahwa AS, Zona Eropa dan Jepang akan 
mengalami pertumbuhan ekonomi negatif. Demikian pula dengan 
negara-negara berkembang seperti Indonesia akan mengalami 
pelambatan ekonomi meskipun pertumbuhan masih dalam teritori 
positif. 
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Grafik 2.4 Pertumbuhan Ekonomi (%)
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Salah satu pemicu melambatnya pertumbuhan ekonomi global ialah 
menurunnya aktivitas perdagangan dunia sebesar dua persen. Hal 
ini terjadi akibat banyak negara yang akan mengimplementasikan 
kebijakan proteksionisme ekonomi domestik. 

Bagi Indonesia sendiri, pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) 
telah mengalami pelemahan pada triwulan III 2008. Jika pada 
triwulan II PDB mampu tumbuh sebesar 6,4 persen, pada triwulan 
berikutnya PDB hanya tumbuh 6,1 persen. Pelambatan terutama 
dipicu oleh melemahnya ekspor (Grafik 2.5 )

Grafik 2.5 PDB Indonesia
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Di lain pihak, melemahnya pertumbuhan ekonomi dunia  menim-
bulkan konsekuensi lainnya. Pada tahun 2002, harga minyak mentah 
naik tajam sekitar 20 dolar per barel. Kenaikan terus berlanjut hingga 
pada 11 Juli 2008 menembus level 147 dolar AS per barel (Grafik 
2.6). Negara-negara pengimpor minyak meminta agar organisasi 
pengekspor minyak (OPEC) meningkatkan kapasitas produksinya 
untuk mengurangi “derita” dunia. 

Namun, krisis global yang berawal di AS tersebut telah 
menyebabkan dinamika yang luar biasa terhadap harga minyak.  
Para agen ekonomi memperkirakan krisis AS akan semakin 
memburuk dan menjalar ke seluruh dunia. Akibatnya, hanya 
berselang beberapa bulan setelah mencapai titik tertingginya, harga 
minyak terhempas menjadi hanya sekitar 40-an dolar per barel. 
Kini, giliran negara-negara OPEC yang akan berupaya memotong 
produksi demi mengembalikan kejayaan emas hitam tersebut. 

Namun, sepertinya hal tersebut tidak banyak berpengaruh. Harga 
minyak terus merosot. Kalaupun pada akhir Desember 2008 harga 
minyak mengalami kenaikan, hal terseut lebih dipicu oleh tingginya 
intensitas serangan pasukan Israel ke jalur Gaza yang berpotensi 
merusak saluran distribusi minyak.

Grafik 2.6 Harga Minyak
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Di sisi lain, menurunnya harga minyak di pasar internasional tentu 
merupakan angin segar bagi negara-negara pengimpor minyak  
seperti Indonesia. Melihat harga minyak yang anjlok, rakyat 
menuntut agar pemerintah segera menurunkan harga jual BBM, 
maskipun secara rata-rata harga minyak masih berada di atas  
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100 dolar per barel.  Akhirnya, pemerintah menuruti tuntutan 
tersebut dengan menurunkan harga BBM jenis Premium dari  
Rp 6000 menjadi Rp 5.500 pada tanggal 1 Desember lalu. 
Penurunan kemudian berlanjut hingga harga Premium menjadi  
Rp 5000 per liter. Dengan adanya penurunan ini, pemerintah 
berharap tekanan inflasi akan mereda.

Krisis keuangan yang melanda dunia tidak hanya mengakibatkan 
anjloknya harga minyak. Melemahnya daya beli masyarakat global 
menjatuhkan harga berbagai komoditas pertanian sebagaimana 
terlihat pada Grafik 2.7. 

Bagi negara pengekspor komoditas pertanian seperti Indonesia, 
hal ini tentu merupakan musibah. Di Indonesia, daerah-daerah 
pertanian merupakan kantong kemiskinan. Menurunnya pendatan 
komoditas pertanian jelas akan berdampak buruk bagi pengentasan 
kemiskinan.

Grafik 2.7 Harga Komoditas Pertanian, 2008
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Di antara berbagai komoditas yang tercakup dalam grafik di 
atas, minyak sawit mengalami penurunan paling parah. Padahal  
persediaan minyak sawit mentah (CPO) di dalam negeri kini sedang 
melimpah. Di sisi lain, Indonesia memiliki ketergantungan yang 
tinggi terhadap pasar dunia. 

Dari 18 juta ton CPO yang diproduksi, pasar domestik hanya 
menyerap sebesar lima juta ton per tahun. Hal ini jelas merisaukan,  
karena setidaknya terdapat lima juta keluarga petani yang 
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menggantungkan hidupnya dari komoditas ini. Untuk menyela-
matkan kondisi ini, pemerintah mengurangi pungutan ekspor CPO 
menjadi nol persen dari 2,5 persen sejak 1 November 2008.

Merosotnya harga komoditas pertanian selanjutnya berdampak 
pada menurunnya investasi pada sektor agroindustri (Grafik 
2.8) baik oleh perusahaan asing (PMA) maupun perusahaan 
domestik (PMDN). Dibandingkan dengan tahun 2007, realisasi 
investasi pada sektor agroindustri pada tahun 2008 diperkirakan  
menurun sebesar 60 persen. 
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Grafik 2.8 Realisasi Investasi Agroindustri (Trilyun Rp)

PMDN PMA

Anjloknya harga komoditas pertanian tidak hanya menyebabkan 
penurunan pendapatan produsennya, tapi juga membuat pihak 
perbankan enggan menyalurkan kredit ke sektor tersebut.  Terlebih 
saat ini perbankan tengah mengalami kelangkaan likuiditas.

Kekahwatirkan akan dampak negatif dari krisis global ini terhadap 
sektor ekonomi rakyat tidak hanya menimpa sektor pertanian, tapi 
juga para eksportir produk-produk yang bersifat pada karya (labor-
intensive), seperti industri tekstil dan produk tekstil (TPT), furnitur, 
alas kaki dan lain-lain.

TPT misalnya. Industri ini merupakan penyerap tenaga kerja 
terbesar kedua setelah industri makanan dan minuman. Selain itu, 
sektor ini menyumbang lebih dari 10 persen produk domestik bruto 
sektor industri. Memburuknya ekonomi global jelas menghantam 
industri TPT domestik, karena 80 persen produk TPT dieskpor. 
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Lebih jauh, sekitar 50 persen dari ekspor tersebut ditujukan ke pasar 
AS. Bahkan, pengusaha TPT mengeluhkan tentang banyaknya 
kontrak ekspor yang dibatalkan.

Maka tidak heran, sebagaimana terlihat pada Grafik 2.9 berikut, 
pada tahun 2008 diperkirakan pertumbuhan penjual TPT mengalami 
penurunan tajam baik di Amerika, Eropa maupun Jepang. Padahal 
di negara-negara tersebut produk TPT nasional harus bersaing 
ketat dengan produk yang berasal dari China, India, Banglades, dan 
Vietnam. 

Dengan demikian, industri TPT nasional menghadapi pasar ekspor 
yang menciut di satu sisi, serta makin tajamnya persaingan dengan 
eksportir TPT dari negara lain di sisi lain.

Grafik 2.9 Pertumbuhan Penjualan TPT (%)
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Sementara itu, pasar domestik pun tidak dapat diharapkan. 
Rendahnya daya saing produk dalam negeri membuat TPT sulit 
menjadi tuan di negeri sendiri. Kondisi tersebut diperparah dengan 
maraknya produk impor ilegal yang membanjiri pasar domestik. 

Parahnya, pemerintah terkesan membiarkan maraknya produk 
impor ilegal. Menurut perhitungan Asosiasi Pertekstilan Indonesia 
(API), penguasaan pasar domestik oleh produsen lokal terus  
menciut dari 74 persen pada 2004 menjadi 22 persen pada 2007. 
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Jika masalah TPT –dan industri padat karya lainnya- tidak ditangani 
sesegera mungkin, angka pemutusan hubungan kerja (PHK) di 
industri tersebut akan meningkat tajam. Sejak krisis berlangsung, 
sudah 17.000 karyawan menjadi korban PHK.

Selain itu, melemahnya harga produk pertanian di pasar  
internasional dan kinerja produk berorientasi ekspor tentu 
derdampak langsung terhadap nilai ekspor secara nasional. Grafik 
2.10 memperlihatkan adanya penurunan nilai ekspor non-migas 
pada bulan Oktober 2008 lalu. 

Permasalahan ekspor-impor juga menjadi pelik ketika adanya 
kewajiban penjaminan sebesar 100 persen oleh para importir 
dalam pembukaan letter of credit. Di saat yang sama, para eksportir 
mengalami keterlambatan pembayaran dari bank atas produk-
produk ekspornya. Hal tersebut disebabkan bank-bank di tanah air 
mengalami kesulitan likuiditas dolar. 

Ancaman pelemahan ekspor tentu tidak hanya dialami oleh Indonesia, 
mengingat AS dan beberapa negara Eropa lain merupakan para 
importir terbesar dunia sebagaimana terlihat pada Grafik 2.11.  
Maka tidak heran, Bank Dunia memperkirakan bahwa laju perdagangan 
internasional akan bertumbuh negatif sebesar -2,1 persen.

Grafik 2.10 Perdagangan Internasional Non-Migas
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Grafik 2.11 Komposisi Importir Dunia (%)
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Dalam situasi yang penuh dengan gejolak, melemahnya nilai ekspor 
merupakan situasi yang sangat tidak diharapkan. Karena justru 
pada saat seperti inilah BI mengharapkan ekspor yang tinggi untuk 
memperkuat cadangan devisa nasional. 

BI memerlukan cadangan devisa yang kuat untuk meredam 
pelemahan nilai tukar rupiah. Gejolak keuangan AS telah memicu 
pelemahan nilai rupiah terhadap dolar. Ini terjadi karena keringnya 
likuiditas dolar di dalam negeri. 

Dolar meninggalkan tanah air karena para investor di pasar keuangan 
merasa perlu untuk mengkalkulasi dampak krisis AS terhadap 
ekonomi Indonesia. Akibatnya, sejak akhir Oktober 2008 nilai tukar 
rupiah terus melemah. Rentang nilai rupiah per dolar yang sejak 
awal 2006 dijaga oleh BI –yakni Rp 8.500 sebagai batas atas dan 
Rp 9.500 sebagai batas bawah- terlepas, bahkan sempat mengalami 
overshoot hingga puncaknya pada 24-26 November 2008 sebesar 
Rp 12.400 (Grafik 2.12). 

Grafik 2.12 Nilai Tukar Rp/USD
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Sebenarnya, pelarian modal (capital flight) oleh para investor 
bukanlah merupakan satu-satunya faktor yang menyebabkan 
melemahnya nilai rupiah. Selain adanya kebutuhan dari dunia usaha 
untuk membayar utang dan mendanai impor, tidak dapat dipungkiri 
bahwa para terdapat spekulan yang mencoba memanfaatkan 
situasi pasar yang tengah dilanda kepanikan. Untuk meredam aksi 
spekulasi inilah BI –untuk pertama kalinya di tengah rejim devisa 
bebas– mengeluarkan kebijakan dengan membatasi pembelian dolar 
AS oleh masyarakat.

Penyebab lain dari melemahnya nilai rupiah ialah karena terbatasnya 
penjaminan dana nasabah yang ditaruh di perbankan nasional. 
Sementara pada saat yang sama pemerintah negara tetangga, 
seperti Malaysia dan Singapura, memberikan penjaminan 100 persen 
(blanket guarantee) terhadap dana nasabah yang berada dalam sistim 
perbankan mereka. 

Perbedaan langkah yang dilakukan antara pemerintah Indonesia 
dan Malaysia-Singapura ini mendorong terjadinya pelarian dana 
nasabah dari perbankan domestik ke perbankan di negara-negara 
tersebut. Hal serupa juga pernah terjadi di Eropa antara perbankan 
di Jerman –dimana dana nasabah tidak sepenuhnya dijamin– dengan 
perbankan di Irlandia, yang menjamin danan nasabah sepenuhnya. 
Hal tersebut telah memicu migrasi dana simpanan di bank secara 
besar-besaran dari Jerman ke Iralndia.

Pelajaran berharga yang perlu dipetik ialah bahwa penangan krisis 
global ini membutuhkan koordinasi yang erat antar negara-negara 
sekawasan. Pelarian dana tidak akan terjadi apabila Indonesia, 
Singapura dan Malaysia mengambil langkah yang seirama.  
Misalnya, jika semuanya melakukan penjaminan menyeluruh, maka 
tidak akan ada peluang bagi pemilik dana untuk melakukan arbitrase. 
Terlebih ketiga negara ini memiliki wadah bernama Asosiasi Negara-
Negara Asia Tenggara (ASEAN). 

Koordinasi perlu ditingkatkan mengingat hampir semua negara 
mengalami situasi yang relatif sama dalam hal nilai tukar mata 
uangnya. Rupiah bukanlah satu-satunya mata uang yang 
mengalami pelemahan. Sebagaimana terlihat pada Grafik 2.13,  
kecuali Yen Jepang, berbagai mata uang kuat (strong currencies) 
mengalami pelemahan terhadap dolar AS.
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Grafik 2.13 Nilai Tukar Terhadap Dolar AS
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Hal ini dapat menunjukkan bahwa sebenarnya nilai rupiah yang 
melemah tidak mencerminkan rapuhnya fundamental perkonomian 
Indonesia. Pelemahan mata uang merupakan fenomena yang 
mengglobal.

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa BI telah sekuat tenaga  
melakukan intervensi di pasar demi menstabilkan nilai rupiah.  
Sebab, pelemahan rupiah akan jelas berpengaruh terhadap aktivitas 
ekonomi riil. Melemahnya rupiah tidak hanya menurunkan penjual-
an barang-barang impor berupa barang jadi, tapi juga barang impor 
berupa bahan baku yang merupakan kebutuhan para eksportir. Jika 
terus berlanjut, proses produksi para eksportir akan menjadi macet.

Upaya serius BI dalam mengawal pergerakan rupiah terlihat 
dari menurunnya posisi cadangan devisa Indonesia pada bulan 
November 2008 dibandingkan dengan bulan yang sama tahun 
sebelumnya menjadi 50,2 miliar dolar AS (Grafik 2.14). Bahkan pada 
bulan Oktober 2008 saja, cadangan devisa nasional sudah tergerus 
sebesar 6,5 milyar dolar. Berbagai langkah berusaha ditempuh oleh 
otoritas. 

Salah satunya ialah dengan mewajibkan kontraktor kontrak 
kerja sama migas untuk menyimpan dana operasional mereka di 
perbankan dalam negeri. Langkah lain yang ditempuh ialah dengan 
menjalin kerjasama antara bank-bank sentral anggota ASEAN + 3 
(China, Jepang, Korsel). 
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Bentuknya ialah berupa kesepakatan untuk mengumpulkan 
cadangan devisa senilai US$80 miliar di bawah kerangka Chiang 
Mai Initiative yang dapat ditarik oleh setiap anggota bila terjadi krisis 
dalam neraca pembayarannya. 

Grafik 2.14 Cadangan Devisa 
(per November)
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Paling tidak ada tiga alasan mengapa kerjasama seperti ini perlu 
ditingkatkan: 

Pertama, untuk mengirim sinyal kepada pasar bahwa bank sentral 
memiliki cadangan devisa yang kuat.

Kedua, dalam situasi yang tidak menentu, mengandalkan pasokan 
dolar dari dunia usaha bukanlah merupakan hal mudah. 

Ketiga, upaya stabilitas mata uang melalui penjualan cadangan 
devisa tidak hanya dilakukan oleh Indonesia, tetapi juga bank 
sentral lainnya. Sebagaimana terlihat pada Grafik 2.15, penurunan 
cadangan devisa juga dialami oleh Malaysia. Selain itu, negara-
negara lain yang juga mengalami penurunan cadangan devisa ialah 
Korea Selatan, Uni Emirat Arab dan India. Dengan demikian, 
penguatan cadangan devisa dapat dikatakan sebagai upaya kolektif 
untuk meningkatkan kredibilitas intervensi bank sentral dalam 
mengawal nilai tukar mata uang suatu negara.
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Grafik 2.15 Cadangan Devisa 
(milyar dolar AS)
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Upaya stabilisasi nilai tukar tidak hanya dilakukan melalui operasi 
pasar dengan melepas cadangan devisa. Tingkat suku bunga acuan 
BI (BI rate) diharapkan mampu menjadi instrumen untuk menjaga 
nilai tukar rupiah, baik terhadap doalr AS maupun terhadap daya 
beli domestik mengingat masih adanya potensi tekanan inflasi.

Grafik 2.16 BI Rate
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Seperti terlihat pada Grafik 2.16, Dewan Gubernur BI memutuskan 
untuk menaikkan BI rate pada bulan Oktober 2008 menjadi 9,5 
persen. Langkah ini menunjukkan bahwa BI bermaksud mengirim 
sinyal kepada para pelaku ekonomi bahwa stabilitas nilai rupiah 
merupakan target utama BI sebagai bank sentral, yakni sambil 
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menjaga tingkat inflasi dalam negeri, BI juga berusaha menjaga 
perbedaan antara suku bunga rupiah dengan suku bunga dolar 
AS sehingga rupiah-dan aset-aset rupiah- tetap menarik di mata 
investor asing. Saat itu banyak kalangan mengkritik langkah BI. 

Alasannya, langkah yang diambil BI bertentangan dengan 
kebijakan yang diambil oleh bank sentral negara-negara maju 
(Grafik 2.17), bahkan negara berkembang lain. Penurunan 
tingkat bunga diperlukan untuk memacu aktivitas ekonomi 
domestik yang tengah lesu. Dengan kata lain, menaikkan suku 
bunga domestik akan mengeringkan likuiditas dan menurunkan  
gairah berinvestasi dunia bisnis.

Grafik 2.17 Tingkat Bunga 
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Karena sebagaimana terlihat pada Grafik 2.18, pada triwulan III 
2008 semua suku bunga pinjaman –baik untuk keperluan modal 
kerja, investasi, maupun konsumsi–  sudah mengalami kenaikan 
dibanding periode sebelumnya seiring dengan meningkatnya biaya 
dana pinjaman (cost of loanable funds).

Namun, ternyata BI lebih memilih untuk menstabilkan nilai rupiah 
terlebih dulu karena guncangan yang cukup hebat terhadap rupiah 
berpotensi meningkatkan tekanan inflasi yang berasal dari barang-
barang impor (imported inflation) ke tanah air.  Alasan ini masuk 
akal, mengingat tanpa stabilitas nilai rupiah, dunia bisnis di tanah 
air juga akan terganggu. Langkah menaikan BI rate kemudian diikuti 
dengan penurunan BI rate pada bulan Desember 2008. 
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Garfik 2.18 Rata-rata Suku Bunga (%) 
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Langkah penurunan tersebut perlu diambil kemudian untuk 
meningkatkan rasa percaya diri para pelaku ekonomi karena 
sebagaimana terlihat pada Grafik 2.19, kondisi keuangan dunia usaha 
selama tiga bulan terakhir menunjukkan gejala yang memburuk. 
Pada saat yang sama, akses kredit selama tiga bulan terakhir juga 
menunjukkan gejala yang sama. Tanpa relaksasi di sektor keuangan, 
kesulitan dunia usaha akan semakin bertubi-tubi. 

Grafik 2.19 Kondisi Keuangan Dunia Usaha
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Hal tersebut semakin terlihat pada Grafik 2.20 di bawah ini. 
Meskipun perkembangan kegiatan usaha mengalami peningkatan 
sejak triwulan I 2008, ekspektasi situasi bisnis pada enam bulan 
mendatang mengalami penurunan dari waktu ke waktu.
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Grafik 2.20 Kondisi Dunia Usaha
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Langkah Pemerintah

Kalau BI berkutat pada stabilitas moneter dan perbankan, maka 
tugas pemerintah ialah memberikan stimulus bagi dunia usaha. Hal 
ini dapat dimaklumi. Ketika sektor swasta melemah, pemerintah 
harus melakukan relaksasi sisi fiskal dengan memberikan stimulus 
agar dunia usaha dapat bangkit kembali. Berikut daftar industri 
penerima stimulus pemerintah.

Daftar 10 Industri Penerima Stimulus

1.   Industri makanan dan minuman
2.   Industri elektronika
3.   Industri komponen elektronika
4.   Industri otomotif dan komponen
5.   Industri telematika
6.   Industri komponen kapal
7.   Industri kimia
8.   Industri baja
9.   Industri alat berat
10. Industri komponen PLTU skala kecil.

Sumber: Kantor Menko Perekonomian, dikutip dari Bisnis Indonesia

Namun sayang, sebagaimana terlihat pada Grafik 2.21 berikut, 
pemerintah juga menargetkan penerimaan pajak yang lebih besar 
dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada 
tahun 2009. Padahal konsumsi domestik sangat diharapkan oleh 
para eksportir yang mengalihkan produknya ke pasar dalam negeri 
akibat menyusutnya pasar luar negeri.
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Grafik 2.21 Pajak
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Sebenarnya yang perlu dilakukan oleh pemerintah ialah mereali-
sasikan pencairan anggaran secara disiplin. Pencairan anggaran yang 
tepat waktu akan mendorong pertumbuhan ke tingkat yang lebih 
tinggi. Sayangnya, pada semester pertama 2008  realisasi belanja 
pemerintah pusat baru 36 persen dari pagu yang dianggarkan. Jika 
hal seperti ini terus terjadi, pemerintah hanya akan menghambat 
percepatan proses distribusi kesejahteraan bagi rakyat.

Selain itu pemerintah seharusnya mengalokasikan anggaran 
yang lebih baik dengan melakukan penghematan. Grafik 2.22 
memperlihatkan adanya pertumbuhan belanja kementerian dan 
lembaga yang jauh melebihi pertumbuhan belanja modal.

Garfik 2.22 Belanja Pemerintah
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Partai Politik Indonesia:  
Dinamika, Karakter, dan Prospek  
Pemilu 2009

— Hanta Yuda AR —

Perkembangan demokrasi dan institusionalisasi partai politik di 
Indonesia mengalami gelombang politik pasang surut. Sejak 1998 
hingga saat ini Indonesia masih berada dalam tahap konsolidasi 
demokrasi. Proses transisi ini nampaknya akan berjalan tersendat 
karena lemahnya komponen-komponen yang dapat menjamin 
terselenggaranya sistem yang demokratis. Salah satu komponen 
tersebut adalah partai politik. 

Partai politik dalam sistem pemerintahan demokratis idealnya 
berfungsi sebagai representasi dari kepentingan warga negara. 
Partai politik juga berfungsi menyalurkan kepentingan-kepentingan 
tersebut melalui anggotanya yang duduk dalam lembaga legislatif 
yang dipilih lewat pemilu. Namun, nampaknya partai politik di 
Indonesia belum menjalankan fungsinya sebagaimana partai politik 
yang telah terlembaga. 

Mayoritas partai politik bahkan hanya berorientasi untuk meraih 
kedudukan kekuasaan tetapi tidak mewakili kepentingan rakyat. 
Kurang berfungsinya partai politik di Indonesia merupakan 
permasalahan umum dalam konsolidasi demokrasi. Permasalahan 
konsolidasi sistem kepartaian itu juga diperparah oleh permasalahan 
internal partai. 
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Permasalahan-permasalahan tersebut mengilustrasikan betapa 
kompleksnya persoalan yang dihadapi partai politik di Indonesia. 
Padahal di sisi lain, euforia partisipasi era reformasi justru melahirkan 
partai-partai yang muncul seperti cendawan di musim hujan. 
Sejarah pemilu-pemilu Indonesia pasca Orde Baru bahkan selalu 
diikuti partai politik dengan jumlah yang sangat banyak. Pemilu 
1999 dan 2004 diikuti 48 dan 24 partai politik. Sementara pemilu 
legislatif yang akan diselenggarakan pada 9 April 2009 mendatang 
akan diikuti 38 partai politik. 

Namun, apakah partai-partai tersebut telah benar-benar 
menjalankan fungsinya dengan baik dan telah terinstitusionalisasi? 
Salah satu masalah serius yang dihadapi partai-partai di Indonesia 
adalah tidak adanya institusionalisasi dalam tubuh partai secara 
menyeluruh. Partai seakan-akan hanya menjalankan aktivitasnya 
menjelang pemilu. Setelah itu, masyarakat tidak mengetahui apa 
yang dilakukan partai. 

Menurut Huntington, pelembagaan atau institusionalisasi 
partai adalah suatu proses pengorganisasian dan prosedur untuk 
mencapai stabilitas dan nilai tertentu.� Karena itu, pelembagaan 
politik adalah suatu proses dimana kepentingan, konflik, tuntutan, 
maupun dukungan warganegara terhadap sistem politik disalurkan 
melalui lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk 
mendistribusikannya. Di negara demokrasi, saluran itu antara lain, 
partai poltik, parlemen, pemilu, atau organisasi kemasyarakatan. 

Lembaga-lembaga inilah yang mendistribusikan kepentingan warga 
negara ke dalam sistem politik untuk diterjemahkan ke dalam bentuk 
kebijakan publik. Tanpa pelembagaan politik, maka sistem politik 
akan mengalami kondisi anarkisme sosial, kondisi di mana masing-
masing membuat peraturan sendiri tanpa ada kesepakatan. 

Sementara jika merujuk pada sistem institusionalisasi partai 
yang dikembangkan Mainwaring dan Scully, ada empat dimensi.� 
Pertama, adanya stabilitas kompetisi partai. Kompetisi partai 
yang tidak disertai institusionalisasi akan mempertinggi angka 
pergerakannya perubahan jumlah partai (volatility) dalam pemilu. 
Peserta pemilu akan terus mengalami perubahan. 

�	  Huntington, Samuel. Political Order in Changing Societies. (New Haven: CT. Yale University 
Press, 1968) dalam Mainwaring, Scott dan Mariano Torcal. Party System Institutionalization 
and Party System Theory After the Third Wave of Democratization. (London: Sage, 2006). 

�	  Mainwaring, Scott dan Mariano Torcal. Party System Institutionalization and Party System 
Theory After the Third Wave of Democratization dalam Katz, Richard. S dan William Crotty 
(editor). Hand Book of Party Politics, (London: Sage, 2006), hal. 206-207. 
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Kedua, kedalaman akar partai dalam masyarakat. Partai politik 
memiliki wilayah pendukung utama yang tidak berubah setiap pemilu 
dan mempunyai ideologi yang mengikat. Lemahnya hubungan 
ideologi antara partai dan pemilih menjadi salah satu komponen 
yang memperlemah pengakaran partai di masyarakat.

Ketiga, adanya legitimasi aktor-aktor politik terhadap partai. Mereka 
melihat partai sebagai bagian yang penting dalam demokrasi.  
Keempat, partai dianggap terlembaga apabila organisasi kepartaian 
bukan merupakan subordinasi dari kepentingan pemimpin-
pemimpinnya. Proses pelembagaan partai akan sangat lamban se-
lama partai masih menjadi instrumen personal dari pemimpinnya. 

Berangkat dari realitas politik dan basis teoritis itulah, tulisan ini 
akan mengupas permasalahan institusionalisasi partai politik di 
Indonesia. Pertanyaannya, apakah partai-partai di Indonesia telah 
melakukan pelembagaan dan pengorganisasian dan dapat dikatakan 
terinstitusionalisasi? 

Atas dasar penalaran seperti itu, dalam tulisan ini akan dianalisis tiga 
hal. Pertama, kilas perjalanan institusionalisasi kepartaian Indonesia 
yang berawal dari multipartai di era demokrasi liberal kembali ke 
multipartai lagi di era reformasi. Kedua, karakteristik pelembagaan 
kepartaian di Indonesia, untuk menunjukkan sejauh mana tingkat 
pelembagaan kepartaian di Indonesia. Ketiga, analisis dan proyeksi 
institusionalisasi kepartaian Indonesia pasca-Pemilu 2009. 

Dinamika intitusionalisasi partai politik Indonesia

Untuk menggambarkan pergeseran perjalanan sistem kepartaian 
di Indonesia, maka perlu mencermati kronologis institusionalisasi 
(pelembagaan) dan praktek politik kepartaian berdasarkan 
periodisasi perkembangannya. Perjalanan kepartaian Indonesia 
adalah dari sistem multipartai pada masa awal kemerdekaan hingga 
kembali ke sistem multipartai di era reformasi. Periodesasi politik 
sistem kepartaian itu dapat dibagi dalam 4 periode pemerintahan, 
yaitu: periode Demokrasi Parlementer (1945-1959), periode 
Demokrasi Terpimpin (1959-1966), periode Orde Baru (1966-1998), 
dan periode Orde Reformasi (1998-sekarang). Demokratisasi dan 
institusionalisasi kepartaian Indonesia ini menghasilkan sistem 
multipartai dengan karakternya tersendiri.
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Era Demokrasi Parlementer

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Soekarno pernah 
mencetuskan konsep partai tunggal, yaitu Partai Nasional Indonesia. 
Konsep yang disampaikan oleh Soekarno ini merupakan kelanjutan 
dari pengembangan pemikiran-pemikirannya tentang kekuatan 
masyarakat sejak tahun 1920-an, dimana partai politik tunggal 
sebagai partai politik revolusioner merupakan pendukung utama 
kekuatan sosial politik. Ide itu untuk mencegah agar kekuatan-
kekuatan politik dalam masyarakat tidak terpecah-pecah karena 
banyaknya partai politik.

Namun, ide Soekarno tentang partai tunggal ini tidak sempat 
terealisasi. Pemerintah melalui Wakil Presiden Mohammad Hatta 
pada 3 November 1945 mengeluarkan Maklumat Pemerintah 
tentang pendirian partai politik. Maklumat ini dikeluarkan atas 
desakan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-
KNIP), agar mendirikan sebanyak-banyaknya partai politik dalam 
rangka menyambut pemilihan umum badan-badan perwakilan yang 
rencananya diselenggarakan pada bulan Januari 1946.

Substansi Maklumat Pemerintah ini sejalan dengan Undang-Undang 
Dasar (UUD) 1945. Konstitusi UUD 1945 menegaskan adanya 
pengakuan terhadap keberadaan partai-partai politik dan kebebasan 
berserikat dan berkumpul termasuk mendirikan partai politik.� 
Kelahiran Maklumat Wakil Presiden No. X pada 3 November 1945 
ini kemudian diikuti oleh tumbuhnya partai politik. Karena itu, sistem 
multipartai di Indonesia diawali sejak dikeluarkannya Maklumat 
Wakil Presiden No. X pada 3 November 1945.

Ketika itu dinamika kepartaian Indonesia diwarnai oleh konflik antar 
partai politik. Adanya konflik antar partai ini tentunya menimbulkan 
dampak negatif terhadap stabilitas pemerintahan. Hal ini 
menunjukkan bahwa tingkat pelembagaan sistem multipartai saat itu 
memang masih rendah. Ketidakstabilan politik pada masa itu terlihat 
dari jatuh bangunnya kabinet. Kabinet seringkali mendapatkan mosi 
tidak percaya dari kelompok oposisi. 

Selain itu, jumlah suara partai politik tidak pernah mencapai 
mayoritas. Ukuran ketidakstabilan ini bisa dilihat dari pergantian  
kabinet parlementer selama itu tidak kurang dari 25 kabinet.� Salah 
satu penyebab rendahnya tingkat pelembagaan kepartaian dan 

�	  lihat Pasal 28 UUD 1945.

�	  Bambang Sunggono, Partai Politik: dalam Kerangka Pembangunan Politik Indonesia. 1992. PT 
Bina Ilmu. hal.75.
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ketidakstabilan politik saat itu kemungkinan besar adalah faktor 
ideologi yang sangat terpolarisasi.

Pascapemilu 1955 pemerintahan dengan struktur politik multipartai 
itu juga belum menunjukkan ke arah stabilitas politik. Hal ini terlihat 
dari masih pendeknya usia kabinet yang tidak mencapai lebih dari 
dua setengan tahun. Kabinet Ali Sastroamidjojo II misalnya, hanya 
berlangsung 1 tahun, yaitu 24 Maret 1956 hingga 8 April 1957. 
Kabinet Djuanda bahkan hanya berlangsung 3 bulan, dari tanggal 9 
April hingga berakhirnya sistem parlementer dengan dikeluarkannya 
Dekrit Presiden 5 Juli 1959.� 

Tabel 3.1	 Hasil Pemilu Anggota DPR 1955

No Nama Peserta Pemilu Persentase Kursi DPR

1 Partai Nasional Indonesia (PNI) 22,32 57
2 Masyumi 20,92 57
3 Nahdlatul Ulama (NU) 18,41 45
4 Partai Komunis Indonesia (PKI) 16,36 39
5 Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) 2,89 8
6 Partai Kristen Indonesia (Parkindo) 2,66 8
7 Partai Katolik 2,04 6
8 Partai Sosialis Indonesia (PSI) 1,99 5
9 Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia 1,43 4

10 Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti) 1,28 4
11 Partai Rakyat Nasional (PRN) 0,64 2
12 Partai Buruh 0,59 2
13 Gerakan Pembela Panca Sila (GPPS) 0,58 2
14 Partai Rakyat Indonesia (PRI) 0,55 2
15 Persatuan Pegawai Polisi RI (P3RI) 0,53 2
16 Murba 0,53 2
17 Baperki 0,47 1
18 Persatuan Indonesia Raya (Wongsonegoro) 0,47 1
19 Grinda 0,41 1
20 Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia 0,40 1
21 Persatuan Daya (PD) 0,39 1
22 Persatuan Indonesia Raya (Hazairin) 0,30 1
23 Partai Politik Tarikat Islam (PPTI) 0,22 1
24 AKUI 0,21 1
25 Persatuan Rakyat Desa (PRD) 0,21 1
26 Partai Republik Indonesis Merdeka 0,19 1
27 Angkatan Comunis Muda (Acoma) 0,17 1
28 R.Soedjono Prawirisoedarso 0,14 1

Jumlah 100,00 257

Sumber: http://www.kpu.go.id

�	  Ibid,  halaman 74-75.
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Era Demokrasi Terpimpin

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 kembali ke UUD 1945 menandai 
dimulainya era Demokrasi Terpimpin� sekaligus berakhirnya 
sistem parlementer. Era Demokrasi Terpimpin menampilkan sosok 
Soekarno sebagai pemimpin nasional yang memiliki pengaruh yang 
sangat besar. Perkembangan selanjutnya melalui Penetapan Presiden 
(Penpres), Soekarno mulai melakukan langkah penyederhanaan 
sistem kepartaian. Langkah ini terekam dengan jelas dengan 
dikeluarkannya Penpres No. 7/1959 tentang Syarat-Syarat dan 
Penyederhanaan Kepartaian.

Penpres No. 7/1959 kemudian diperkuat dengan diterbitkannya 
Penpres No. 13/1960 tentang Pengakuan, Pengawasan dan 
Pembubaran Partai Politik.� Maklumat Pemerintah No. X tertanggal 
3 November 1945 dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Penpres No. 
7/1959. Sejak itu tamatlah riwayat maklumat yang mempunyai 
nilai demokratis dan pondasi pelembagaan kepartaian di Indonesia. 
Setelah Penpres No. 7 dan Penpres No. 13 dikeluarkan, kebijakan 
penyederhanaan sistem kepartaian oleh Soekarno semakin menguat 
melalui Keputusan Presiden tentang Keberadaan Partai Politik.�

Ketika itu partai-partai politik tidak lagi berfungsi sebagai kekuatan 
sosial politik yang berfungsi selayaknya partai politik pada umumnya. 
Partai politik hanya dijadikan sebagai atribut bagi kepemimpinan 
Soekarno yang merupakan figur politik yang mempunyai peran 
dominan. Partai Komunis Indonesia (PKI) saat itu yang paling 
beruntung dan mendapat ruang politik dari Soekarno. PKI mampu 
menempatkan posisinya sebagai tiga besar kekuatan politik dalam 
struktur Demokrasi Terpimpin, disamping Soekarno dan Militer 
(Angkatan Darat). 

Sejarah perkembangan dan pelembagaan sistem kepartaian pada 
periode Demokrasi Terpimpin Soekarno bisa dikatakan masa suram 
bagi partai politik di Indonesia. Pada masa itu tidak terjadi penguatan 
sistem kepartaian, yang terjadi justru pelemahan dan penghancuran 
sistem kepartaian yang sudah ada sebelumnya, yang berkembang 
justru upaya menuju partai tunggal sesuai ide Soekarno sejak masa 
awal kemerdekaan.  

�	  Istilah Demokrasi Terpimpin dalam kajian ini hanya sekedar untuk menyebutkan nama sebuah 
limit waktu pemerintahan, bukan menunjukkan karakter sistem politik atau pemerintahan. 

�	  Bambang Sunggono, Op Cit, hal. 80.

�	  Keppres No. 200/1960 tentang pembubaran Partai Masyumi, Keppres No. 200/1960 tentang 
Pembubaran Partai Sosialis Indonesia (PSI) dan Keppres No. 129/1961 tentang Pembubaran 
Partai Rakyat Nasional (PRN), Partai Rakyat Indonesia (PRI), PRN Djodi Gondokusumo dan 
PSSI Abikusno. lihat Bambang Sunggono, Op Cit, hal. 81.
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Era Orde Baru

Di era Orde Baru, kebijakan pengkerdilan peran dan 
penyederhanaan jumlah partai politik menjadi agenda utama 
Pemerintahan Soeharto diawal Orde Baru. Semangat awal 
berdirinya Orde Baru untuk melaksanakan UUD 1945 secara murni 
dan konsekuen seakan hanya menjadi slogan belaka. Langkah 
penyederhaaan sistem kepartaian oleh Orde Baru juga merupakan 
upaya untuk membangun sistem partai tunggal, yaitu menjadikan  
Golkar sebagai kekuatan politik tunggal yang dominan. 

Ketetapan MPRS No. XXII/MPRS/1966 tentang Kepartaian, 
Keormasan, dan Kekaryaan memerintahkan Pemerintahan Presiden 
Soeharto bersama DPR Gotong Royong segera menyusun undang-
undang tentang kepartaian, keormasan dan kekaryaan menuju pada 
penyederhanaan. Aturan inilah yang menjadi instrumen awal bagi 
Soeharto untuk mengkerdilkan fungsi partai politik. 

Untuk melaksankan Ketetapan MPRS itu, maka dikeluarkanlah 
UU No. 15/1969 tentang Pemilihan Umum. UU Pemilu ini hanya 
mengakui sepuluh partai politik termasuk Golkar sebagai peserta 
pemilu, yaitu, NU, PSII, Parmusi, Perti, Partai Katolik, PNI, IPKI, 
Partai Kristen Indonesia, dan Golongan Karya. Sedangkan Masyumi 
dan PSI yang sebelumnya dibekukan oleh Soekarno tidak ikut dalam 
pemilu pertama Orde Baru.� 

Tabel 3.2	 Hasil Pemilu Anggota DPR 1971

No Partai Politik Persentase Kursi DPR

1  Golongan Karya 62,82 236

2 Nahdatul Ulama 18,68 58

3 Parmusi 5,36 24

4 PNI 6,93 20

5 PSII 2,39 10

6 Parkindo 1,34 7

7 Partai Katolik 1,10 3

8 Perti 0,69 2

9 IPKI 0,61 -

10 Murba 0,08 -

Total 100,00 360

Sumber: diolah dari http://www.kpu.go.id

�	  Bambang Sunggono, Op Cit, hal. 92.
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Jumlah partai politik kemudian disederhanakan lagi dari sepuluh partai 
menjadi tiga partai politik.10 Itu pun jika Golkar digolongkan sebagai 
partai politik. Karena itu, sejak Pemilu 1977 pesertanya jauh lebih 
sedikit, dua parpol dan satu Golkar. Pemerintah Soeharto dengan 
persetuan DPR kemudian menyederhanakan jumlah partai melalui 
UU No. 3/1975 tentang Partai Politik dan Golkar.  Pelaksanaan 5 
kali pemilu di era Orde Baru, yaitu Pemilu 1977, 1982, 1987, 1992, 
dan 1997 pesertanya hanya tiga. Golkar selalu menjadi pemenang 
dan menguasai kursi DPR, sedangkan PPP dan PDI hanya menjadi 
sekedar pelengkap. 

Tabel 3.3	 Perolehan Kursi DPR Hasil Pemilu 1977 – 1997

No Partai Politik 1977 1982 1987 1992 1997

1  Golkar 232 242 299 282 325

2 PPP 99 94 61 62 89

3 PDI 29 24 40 56 11

Total 360 364 400 400 425

Sumber: diolah dari http://www.kpu.go.id

Selama era Orde Baru Golkar menjadi kekuatan hegemonik, 
sementara PPP serta PDI hanya merupakan partai satelit. Partai 
hegemonik Golkar ini dibentuk dan dipelihara oleh negara, bukan 
oleh kelompok atau basis sosial masyarakat. Sentralisasi negara 
merupakan salah satu karakteristik yang menyertai dinamika 
kepartaian di era Orde Baru. Pada masa itu negara juga memiliki 
peran yang sangat sentral dan memiliki program, tujuan dan 
ideologi politiknya sendiri. Sementara partai politik hanya menjadi 
kendaraan politik bagi aktor yang merepresentasikan diri sebagai 
bagian dari negara.

Era Reformasi

Reformasi yang ditandai dengan jatuhnya Soeharto dan 
pengangkatan Wakil Presiden B.J. Habibie sebagai Presiden pada 
21 mei 1998 diikuti dengan perubahan yang mendasar terhadap 

10	  Instrumen awal bagi Soeharto untuk mengkerdilkan fungsi partai politik adalah melalui 
Ketetapan MPRS No. XXII/MPRS/1966 tentang Kepartaian, Keormasan, dan Kekaryaan. 
Ketertapan MPRS ini memerintahkan pemerintah (Soeharto) bersama DPRGR segera 
menyusun undang-undang tentang kepartaian, keormasan dan kekaryaan menuju pada 
penyederhanaan. Hingga akhirnya menjadi tiga partai. Lihat Bambang Sunggono, Op Cit, hal. 
96.
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sistem kepartaian di Indonesia. Sejak bergulirnya reformasi pada 
masa Pemerintahan Habibie jumlah partai politik tidak dibatasi 
dan bebas menentukan asas partai. Kebebasan mendirikan partai 
ini dilembagakan dalam UU No. 2/1999 tentang Partai Politik. 
Perubahan ini sekaligus merupakan awal dari tumbuhnya kembali 
multipartai di Indonesia.

Perkembangan perjalanan sistem multipartai masa reformasi sangat 
dinamis, jumlah partai politik berkembang pesat, meskipun dengan 
jumlah yang berubah-ubah. Sejak dibukanya kebebasan mendirikan 
partai politik 1999 hingga Pemilu 2004, jumlah partai politik yang 
terdaftar di Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia saat itu 
lebih dari 237 parpol. Menjelang Pemilu 1999, 148 parpol terdaftar 
sebagai Badan Hukum di Departemen Kehakiman dan HAM dan 48 
partai politik yang memenuhi syarat dapat mengikuti Pemilu 1999.  

Sedangkan pada Pemilu 2004 yang memenuhi syarat dan dicatat 
sebagai Badan Hukum di Departemen Kehakiman dan HAM 
sebanyak 50 parpol dan dari 50 parpol tersebut yang lolos dapat 
mengikuti pemilu sebanyak 24 parpol.11 Pemilu 2009 juga akan 
diikuti oleh banyak partai. KPU telah meloloskan 18 partai politik 
baru dari 51 partai yang lolos administrasi untuk mengikuti Pemilu 
2009. Ditambah dengan partai-partai politik lama jumlah peserta 
Pemilu 2009 menjadi 38 partai politik. Jumlah peserta Pemilu 2009 
bahkan membengkak dibandingkan dengan Pemilu 2004 yang diikuti 
24 partai politik.

Tabel 3.4	 Jumlah Partai Politik di Indonesia (1973 - 2004)

Periode Lolos Verifikasi 
Administratif Peserta Pemilu

Orde Baru
(1971) - 10

Orde Baru
(1973-1997) - 3

Reformasi
(Pemilu 1999) 148 48

Reformasi
(Pemilu 2004) 50 24

Reformasi
(Pemilu 2009) 51 38

Sumber: http://www.kpu.go.id/partai_partai/jumlah parpol_1999.htm

11	  Ign Ismanto dkk, Pemilihan Presiden Secara Langsung 2004 Dokumen, Analisis dan Kritik. 
Kementerian Riset dan Teknologi dan Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS, 2004, 
hal. 59-60.
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Karakteristik institusionalisasi partai politik Indonesia

Karakteristik institusionalisasi sistem kepartaian Indonesia di 
era Demokrasi Liberal (1945-1965) tidak jauh berbeda dengan 
karakteristik institusionalisasi sistem kepartaian Indonesia di era 
Reformasi (1999-2008). Penerapan sistem multipartai era transisi 
politik di Indonesia - sejak Pemerintahan Habibie pada tahun 1998 
– cenderung melahirkan sistem multipartai yang berkarakter mudah 
retak (fragile) dengan tingkat pelembagaan yang rendah adanya 
oligarki dan personalisasi dalam struktur organisasi partai, dan 
terfragmentasinya kekuatan politik di parlemen. 

Sementara sejak memasuki masa transisi demokrasi yang ditandai 
dengan kebebasan mendirikan partai politik, jumlah partai terus 
mengalami perubahan bahkan cenderung bertambah yang tercatat 
sebagai badan hukum di Departemen Kehakiman dan HAM.  

Konflik dan perpecahan internal

Sistem kepartaian di era Reformasi cenderung mengalami 
konvergensi (penyebaran atau perpecahan). Hal ini terbukti sejak 
1998 telah terjadi banyak peristiwa pecahnya parpol, dari satu 
menjadi banyak, yaitu “amoebaisme politik”. Bahkan ada semacam 
tren bahwa jika terjadi perbedaan pendapat di internal partai, 
solusinya adalah mendirikan partai politik baru. 

Selain itu, muncul gejala ketidakmampuan partai membuat ikatan 
internal partai dan memelihara disiplin anggotanya. Selama era 
reformasi ini, bisa dicermati berapa politisi politisi berpindah partai 
atau mendirikan partai baru.

Gejala perpecahan dan rendahnya tingkat pelembagaan sistem 
kepartaian ini juga didorong oleh faktor lemahnya ideologisasi 
dan rapuhnya sistem kaderisasi partai. Pola kaderisasi yang tidak 
demokratis dan aspiratif seringkali memicu perpecahan di internal 
partai politik, terutama dalam proses kaderisasi dan rekrutmen 
kepemimpinan partai. Suksesi kepengurusan partai rentan menjadi 
pemicu awal perpecahan akibat ketidakpuasan terhadap mekanisme 
organisasi dan keputusan partai. Kondisi ini juga diperparah oleh 
faktor oligarki elit dan personalisasi figur di organisasi partai politik. 
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Ada dua model perilaku kader partai dalam mengekspresikan 
kekecewaan terhadap parpolnya. Pertama, berpindah ke parpol 
lain, kasus ini seperti dialami perpindahan Tamsil Linrung dari Partai 
Amanat Nasional (PAN) ke Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Zainal 
Maarif dari Partai Bintang Reformasi (PBR) menyeberang ke Partai 
Demokrat (PD) dan saat ini menjadi caleg dari PD. 

Kedua, kekecewaan kader partai juga sering diikuti dengan 
pembentukan partai baru sebagai manifestasi dari kekecewaan 
dan protes terhadap partai lama. Hal ini terjadi di banyak partai, 
diantaranya di Partai Demokrasi Indonesia Pejuangan (PDIP) seperti 
yang dialami oleh Dimyati Hartono dan Roy BB Janis yang masing-
masing mendeklarasikan berdirinya partai baru. Hal serupa juga 
terjadi pada Partai Demokrat, Sys NS yang semula Pengurus DPP 
Partai Demokrat juga mendirikan partai baru. Kelompok Zainudin 
MZ yang keluar dari PPP juga mendirikan partai baru.

Karakteristik mudah pecah dan rendahnya tingkat pelembagaan 
sistem multipartai ini boleh jadi didorong oleh faktor sentalisasi 
struktur partai yang didesain melalui UU tentang Partai Politik.12 

Sentralisasi pemimpin partai merupakan salah satu faktor penyebab 
rendahnya tingkat pelembagaan sistem kepartaian. Meskipun gejala 
ini tidak berlaku di semua partai politik, tetapi sudah menjadi gejala 
secara umum di beberapa partai besar. 

Oligarki, personalisasi dan sentralisasi

Oligarki parpol memang telah menjadi ciri khas kehidupan politik 
Indonesia pasca jatuhnya rezim Orde Baru. Parpol tidak benar-
benar menjaring aspirasi dari bawah tentang calon yang diharapkan 
masyarakat, melainkan berdasarkan kepentingan pragmatis 
sekelompok elit saja. Padahal oligarki parpol merupakan salah satu 
masalah yang dapat mencederai konsolidasi demokrasi yang sedang 
dibangun. 

Kesulitan ini bertambah karena kegagalan banyak parpol membangun 
sistem dan mekanisme kerja yang baku, yang menyebabkan 
virus personalisasi institusi (yang biasa ditemui pada fase awal 
perkembangan parpol) tetap ada, bahkan terkesan makin menguat. 
Figur pimpinan partai identik dengan partai itu sendiri, seperti 
kuatnya personalisasi figur Megawati di PDIP. Dengan konstelasi 

12	  UU No. 31/2003 tentang Partai Politik dan UU No. 12/2003 tentang Pemilu. 
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seperti ini, mudah untuk mentransformasikan kehendak personal 
menjadi kehendak institusi. Bahkan pandangan dan harapan 
pribadi figur sentral, akan dimaknai sebagai ideologi bagi aktivis dan 
simpatisan parpol. 

Oligarki elit dalam kehidupan  parpol-parpol Indonesia dewasa ini 
memang menjadi ciri khas kehidupan politik Indonesia. Di mana 
hegemoni otoritas partai masih kental di tangan segelintir orang 
kuat di partai politik. Pola kepemimpinan oligarkis ini sulit untuk 
membuka ruang kebebasan bagi kader di bawah. Kebijakan partai 
politik bertumpuk pada kekekuasaan elit partai, sehingga sulit untuk 
diterapkannya sistem otonomi kepartaian.

Sentralisasi struktur organisasi parpol juga merupakan karakteristik 
yang menyertai pelembagaan sistem multipartai pada era reformasi 
di Indonesia. Otonomi sistem kepartaian tidak terjadi. Sentralisasi 
struktur organisasi parpol tergambar dalam konstruksi undang-
undang yang memberi wewenang sentral kepada pengurus parpol 
untuk menentukan kebijakan partai.13 Struktur organisasi  parpol 
dalam muatan undang-undang partai politik bercorak sentralistis 
dari tingkat pusat sampai dengan desa/kelurahan.14

Konsekuensi struktur yang sentralistik ini, maka kepengurusan 
parpol di tingkat bawah harus tunduk sepenuhnya kepada 
kepengurusan di tingkat yang lebih atas. Apabila pengurusan di 
tingkat bawah berani berbeda dengan pengurus di tingkat yang lebih 
tinggi akan dikenai sanksi, bahkan dapat dipecat dari kepengurusan 
dan keanggotaan partai. 

Hal ini terbukti dengan beberapa kasus yang menimpa kader partai 
yang berani melawan kebijakan pusat. Contoh kasus ini, Tarmidi 
Suhardjo, Ketua DPD PDIP DKI Jakarta yang juga Ketua DPRD 
DKI misalnya, harus terpental dari posisinya sebagai Ketua DPRD 
karena berani berseberangan dengan keputusan DPP PDIP dalam 
soal pencalonan Gubernur DKI Jakarta periode 2002-2007. 

13	  Struktur organisasi parpol di Indonesia mengacu pada UU No. 31/2002 tentang Partai Politik 
dan UU No. 12/2003 tentang Pemilihan Umum.

14	  Sentarlisasi sistem kepartaian itu ditegaskan dalam konstruksi UU Partai Politik, yaitu 
pada Pasal 13 Ayat 1 UU No. 31/2002 yang menyatakan bahwa partai politik mempunyai 
kepengurusan tingkat nasional dan dapat mempunyai kepengurusan sampai tingkat desa/
kelurahan atau dengan sebutan lainnya. Pada ayat selanjutnya, Ayat 2 Pasal 13 UU No. 
31/2002 menegaskan bahwa kepengurusan partai politik tingkat nasional berkedudukan di 
ibukota negara. 
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Kasus serupa juga dialami oleh Ketua DPD PDIP Jawa 
Tengah Mardiyo yang berani berseberangan dengan kebijakan 
DPP PDIP mengenai pencalonan Gubernur Jawa Tengah  
periode 2003-2008 akhirnya harus terpental dari jabatannya 
sebgai Ketua DPD PDIP Jawa Tengah.15 Kasus tentang pemecatan 
terhadap kader partai yang berani melawan kebijakan DPP juga 
terjadi di partai-partai lainnya, seperti kasus penonaktifan kader 
Partai Golkar yang tergabung dalam Forum Pembaharu Partai 
Golkar (FPPG) yang dimotori Fahmi Idris dari kepengurusasn  
DPP Partai Golkar menjelang Pemilihan Presiden 2004. 

Bukti sentralisasi sistem kepartaian pasca Orde Baru ini juga terlihat 
dari ketentuan undang-undang yang memberikan wewenang penuh 
kepada pengurus parpol untuk menentukan nomor urut daftar calon 
anggota DPR dan DPRD dari kader-kadernya.16 Pengurus parpol 
bahkan mempunyai wewenang untuk menetapkan terpilih atau 
tidaknya calon anggota DPR dan DPRD yang perolehan suaranya 
dalam pemilu tidak mencapai Bilangan Pembagi Pemilih (BPP). 
Namun, hal ini sudah mengalami perubahan untuk Pemilu 2009, di 
mana penentuan caleg terpilih dengan sistem suara terbanyak.

Konstruksi perundangan seperti ini menunjukkan bahwa kekuasaan 
dan kontrol parpol terhadap para anggota DPR dan DPRD sangat 
dominan. Sementara peluang rakyat sebagai pemilih dan pemilik 
kedaulatan untuk mengontrol anggota DPR dan DPRD menjadi 
semu karena diambil alih oleh parpol. Oligarki dan sentralistis ini 
merupakan ciri khas institusionalisasi partai politik di Indonesia. 

Fragmentasi kekuatan politik di parlemen

Rendahnya tingkat pelembagaan dan fenomena mudah pecahnya 
partai politik di Indonesia saat ini menyebabkan jumlah partai 
selalu berubah-ubah. Perubahan jumlah partai ini menunjukkan 
lemahnya tingkat pelembagaan (institusionalisasi) sistem 
kepartaian Indonesia. Hal ini juga menyebabkan terpolarisasinya 
kekuatan politik di parlemen. 

15	  Lebih lanjut baca Ign.Ismanto dkk, Op Cit, hal. 64.

16	  Lihat Pasal 60, 61, 62, dan 65 UU No. 12/2003 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan 
DPRD.
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Fragmentasinya kekuatan politik di DPR menjadi karakter ketiga 
sistem multipartai di era reformasi. Karena tidak ada satu pun 
partai yang mampu mencapai suara mayoritas. Partai politik yang 
memiliki kursi di DPR maupun yang tidak memiliki kursi di DPR 
berperan sebagai faksi-faksi yang terus bersaing antara satu dengan 
yang lain untuk memperebutkan kekuasaan baik di DPR maupun di 
eksekutif.  

Hasil Pemilu 1999 dan Pemilu 2004 misalnya, gagal melahirkan 
sebuah partai mayoritas yang cukup kuat untuk memerintah. PDIP 
sebagai pemenang Pemilu 1999 dan Partai Golkar pemenang Pemilu 
2004 tidak menjadi pemenang secara mutlak dan tidak memiliki 
suara mayoritas di DPR. Sulitnya bagi partai untuk memperoleh 
suara secara mayoritas  sudah menjadi gejala umum dalam sistem 
multipartai karena kekuatan politik sudah terpolarisasi hampir 
merata di masyarakat yang memiliki heterogenitas yang tinggi 
seperti Indonesia. 

Pemilu 1999 yang diikuti oleh 48 parpol berhasil mengantarkan 19 
partai politik ke kursi di DPR. Fragmentasi kekuatan partai di DPR 
tentu menyebabkan sulitnya mencapai suara mayoritas di DPR. 
Hasil Pemilu 1999 persentase suara maksimum diperoleh oleh PDIP 
hanya 33,76 persen. Angka ini termasuk angka yang cukup tinggi 
dalam pemilu multipartai. Disusul oleh tujuh partai besar lainnya, 
Partai Golkar 22,46 persen; PKB 12,62 persen; PPP 10,72 persen; 
PAN 7,12 persen; PBB 1,94 persen; dan PK 1,36 persen. 
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Tabel 3.5	 Peringkat Partai Politik yang Memperoleh Kursi di DPR 
Hasil Pemilu 1999

No Partai Politik Kursi DPR Persentase 
DPR

1  PDI Perjuangan 145 32.0

2 Partai Golkar 120 26.5

3 Partai Perasatuan Pembangunan 59 13.0

4 Partai Kebangkitan Bangsa 51 11.3

5 Partai Amanat Nasional 35 7.7

6 Partai Bulan Bintang 13 2.9

7 Partai Keadilan 6 1.3

8 Partai Keadilan dan Persatuan 6 1.3

9 Partai Nahdatul Ummat 3 0.7

10 Partai Demokrasi Kasih Bangsa 3 0.7

11 PBI 3 0.7

12 Partai Demokrasi Indonesia 2 0.5

13 Partai Persatuan 1 0.2

14 Partai Daulat Rakyat 1 0.2

15 PSII 1 0.2

16 PNI Front Marhaenis 1 0.2

17 PNI Massa Marhaen 1 0.2

18 Partai IPKI 1 0.2

19 Partai Kebangkitan Umat 1 0.2

Total 453 100.00

Diolah dari berbagai sumber
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Sementara di Pemilu 2004 yang diikuti oleh 24 parpol telah 
mengantarkan 16 partai politik ke parlemen. DPR diisi oleh kekuatan 
politik yang terfragmentasi dalam 16 partai politik. Perolehan suara 
tertinggi di Pemilu 2004 dicapai oleh Partai Golkar dengan hanya 
21,58 persen suara; disusul PDIP 18,53 persen; PKB 10,57 persen; 
PPP 8,15 persen; Partai Demokrat 7,45 persen; PKS 7,34 persen; 
dan PAN 6,44 persen.17 Sementara partai-partai yang lain dibawah 
angka electoral threshold 3 persen.  

Dari 16 partai politik yang berbagi 550 kursi DPR, tujuh partai 
terbesar menguasai DPR. Ketujuh partai itu adalah Partai Golkar 
(23 persen kursi); Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P, 
19.8 persen); Partai Persatuan Pembangunan (PPP, 10.6 persen), 
Partai Demokrat (10.4 persen); Partai Kebangkitan Bangsa (PKB, 
9,5 persen); Partai Amanat Nasional (PAN, 9.5 persen); dan Partai 
Keadilan Sejahtera (PKS, 8.2 persen). 

Konfigurasi kursi di DPR juga berarti tidak ada partai yang dapat 
mencapai jumlah kursi mayoritas. Komposisi DPR hasil Pemilu 2004 
tertinggi diperoleh Partai Golkar hanya 128 kursi, disusul PDI-P 109; 
PPP 58; Partai Demokrat 55; PAN 53; PKB 52; PKS 45; PBR 14; 
PDS 13; dan PBB 11. Sedangkan partai lain memperoleh di bawah 
10 kursi.

Kekuatan politik hasil Pemilu 2004 yang terpolarisasi ke 16 partai 
politik tersebut membentuk konfigurasi di DPR menjadi 10 fraksi. 
Konfigurasi fraksi di DPR tidak memunculkan kekuatan fraksi yang 
mayoritas. Fraksi Partai Golkar sebagai  fraksi terbesar hanya 
berjumlah 129 kursi dari total 550 kursi di DPR, disusul Fraksi PDIP 
109 kursi; Fraksi PPP 59 kursi; Fraksi Partai Demokrat 46 kursi; 
Fraksi PAN 53 kursi; Fraksi PKB 52 kursi; Fraksi PKS 45 kursi; 
Fraksi  BPD (Fraksi Gabungan) 20 kursi; Fraksi PBR 14 kursi; dan 
Fraksi PDS 13 kursi. Fragmentasi kekuatan politik di parlemen 
merupakan karakteristik ketiga yang menyertai institusionalisasi 
sistem kepartaian Indonesia. 

17	  Surat Keputusan KPU No. 44/2004 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara dan Kursi 
Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
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Tabel 3.6	 Peringkat Partai Politik yang Memperoleh Kursi di DPR 
Hasil Pemilu 2004

No Partai Politik Kursi DPR Persentase DPR

1  Partai Golkar 128 23.0

2 PDI Perjuangan 109 20.0

3 PPP 58 11.0

4 Partai Demokrat 55 10.0

5 PAN 53 10.0

6 PKB 52 10.0

7 PKS 45 8.0

8 PBR 14 2.0

9 PDS 13 2.0

10 PBB 11 2.0

11 PPDK 4 1.0

12 Partai Pelopor 3 1.0

13 PKPB 2 0.5

14 PNI Marhaenisme 1 0.4

15 PKPI 1 0.3

16 PPDI 1 0.3

Total 550 100.00

Diolah dari berbagai sumber 

Padahal sistem multipartai dengan banyaknya kekuatan politik di 
parlemen jika dikombinasikan dengan sistem presidensial cenderung 
menimbulkan instabilitas politik dan kedudukan presiden yang 
lemah. Karena dalam sistem multipartai yang terfragmentasi akan 
sulit melahirkan satu partai yang cukup kuat untuk membentuk satu 
pemerintahan sendiri.

Di tengah ketiadaan kekuatan partai mayoritas itu, kemungkinan 
bagi terjadinya jalan buntu legislatif eksekutif menjadi terbuka 
dan cenderung melahirkan konflik antara lembaga presiden dan 
parlemen serta akan menghadirkan demokrasi yang tidak stabil.18 
Karena konsekuensi dari jumlah partai yang sangat banyak dan 
terfragmentasi akan sulit bagi munculnya satu partai mayoritas yang 
cukup kuat untuk memerintah, kecuali dengan koalisi. 

18	  Juan Linz dan Arturo Velenzuela, The Failure of Presidential Democracy: The Case of Latin 
America, Johns Hopkins University, 1994.
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Karena itu, di tengah ketiadaan kekuatan partai mayoritas itu, 
maka akan berpotensi membuka peluang terjadinya jalan buntu 
hubungan legislatif-eksekutif.19  Tesis ini terbukti dalam implementasi 
kombinasi presidensialisme dan multipartai di era Pemerintahan 
Susilo Bambang Yudhoyono – Jusuf Kalla. Kebijakan pemerintah 
kerap diinterpelasi oleh DPR. Hak angket dan ancaman penarikan 
dukungan selalu menjadi alat bagi partai politik untuk bernegosiasi 
dengan presiden. Inilah salah satu problem politik akibat dari 
lemahnya institusionalisasi sistem kepartaian Indonesia.  

Kesimpulan

Institusionalisasi sistem kepartaian Indonesia di era Demokrasi 
Liberal (1945-1959) dan sistem kepartaian Indonesia di era Reformasi 
(1998-2008) memiliki beberapa persamaan. Institusionalisasi 
sistem kepartaian Indonesia Indonesia di era Reformasi memiliki  
tiga karakteristik. Pertama, rendahnya tingkat pelembagaan 
kepartaian dan konvergensi partai politik yang ditandai dengan 
selalu berubahnya jumlah partai politik dan fenomena perpecahan 
atau konflik internal partai. 

Kedua, suburnya oligarki elit dan personalisasi figur (untuk beberapa 
kasus parpol) dalam organisasi partai politik serta disloyalitas politisi 
dan sentralisasi struktur organisasi parpol. Ketiga, konfigurasi 
kekuatan politik di parlemen terfragmentasi dengan jumlah kekuatan 
politik yang cukup banyak sehingga menyebabkan sulitnya mencapai 
suara mayoritas.

Kembali kepada tesis Huntington bahwa pelembagaan atau 
institusionalisasi partai adalah sebuah proses pengorganisasian 
dan prosedur untuk mencapai stabilitas dan nilai tertentu.20 
dan diukur dari empat dimensi institusionalisasi partai yang 
dikembangkan Mainwaring dan Scully (1995), maka berdasarkan 
ketiga karakteristik di atas, tingkat intitusionalisasi partai politik 
Indonesia masih rendah. 

19	  Scott Mainwaring dan Matthew Soberg Shugart, Presidentialism and Democracy in Latin 
America, Cambridge University Press, 1997.

20	  Huntington, Samuel. Political Order in Changing Societies. (New Haven: CT. Yale University 
Press, 1968) dalam Mainwaring, Scott dan Mariano Torcal. Party System Institutionalization 
and Party System Theory After the Third Wave of Democratization. (London: Sage, 2006). 
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Prospek institusionalisasi parpol pasca-Pemilu 2009

Ada dua desain regulasi electoral di Pemilu 2009 yang merupakan 
tradisi baru di Indonesia yang belum pernah diterapkan di pemilu-
pemilu Indonesia sebelumnya. Pertama, diterapkannya sistem 
ambang batas perolehan kursi di parlemen atau parliamentary 
threshold (PT), yaitu partai politik yang memperoleh minimal 25 
persen suara yang berhak berada di parlemen. Kedua, diterapkannya 
sistem suara terbanyak dalam penentuan caleg terpilih bagi semua 
partai politik. 

Untuk konteks jangka pendek, kedua regulasi electoral baru ini 
memiliki implikasi yang cukup signifikan bagi konfigurasi DPR 
hasil Pemilu 2009 dan dinamika relasi parlemen dan presiden 
(pemerintahan) hasil Pemilu 2009. Sedangkan untuk konteks jangka 
panjang akan menentukan corak institusionalisasi sistem kepartaian 
Indonesia di masa depan. 

Parliamentary Threshold:  
Merampingkan jumlah parpol di DPR 

Pengalaman di Pemilu 2004 dengan memberlakukan ambang batas 
suara pemilu atau electoral threshold (ET) ternyata tidak efektif 
untuk menyederhanakan partai politik karena para pemimpin partai 
yang tidak lolos ET masih bisa mendirikan partai baru untuk ikut 
pemilu berikutnya. 

Dengan demikian, meskipun dengan menaikkan angka persentasi 
ET tetap saja tidak akan mengurangi jumlah partai politik peserta 
pemilu. Selain itu, penerapan ET tidak memiliki implikasi terhadap 
penyederhanaan kekuatan politik di parlemen. 

Dalam logika politik pemerintahan, sebenarnya bukan jumlah parpol 
yang harus dibatasi, tetapi jumlah ideal kekuatan parpol yang perlu 
diberdayakan atau dirampingkan. Karena itu penerapan PT jauh 
lebih efektif ketimbang ET dalam merampingkan jumlah parpol 
di DPR. PT lebih efektif mengurangi jumlah partai politik peserta 
pemilu karena jelas “punishment” nya. 

Partai politik yang tidak mampu mencapai ambang batas yang telah 
ditetapkan (2,5 persen) tidak diperbolehkan untuk mengirimkan 
wakilnya di parlemen. Pengalaman di beberapa negara memiliki 
angka persentase yang berbeda-beda. Di Jerman misalnya, ambang 
batasnya adalah 5 persen, sedangkan di Turki sebesar 10 persen. 
Dengan ambang batas 10 persen, Turki hanya memiliki 3 atau 4 
partai politik yang memiliki wakilnya di parlemen. 
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Karena itu, konfigurasi kekuatan politik di DPR hasil Pemilu 2009 
diprediksikan akan semakin ramping. Jika sebelumnya, konfigurasi 
DPR hasil Pemilu 1999 ada 19 partai politik, dan 16 partai politik di 
DPR hasil Pemilu 2004, maka di Pemilu 2009 kemungkinan besar 
akan hanya ada sekitar 10 partai politik. 

Seandainya persyaratan PT 2,5 persen diberlakukan di Pemilu 1999 
maka yang berhasil masuk ke parlemen hanya 6 partai, yaitu PDIP, 
Partai Golkar, PKB, PPP, dan PAN. Sementara jika telah diterapkan 
di Pemilu 2004 hanya akan mengantarkan 7 partai politik di DPR, 
yaitu Partai Golkar, PDIP, PKB, Partai Demokrat, PPP, PKS dan 
PAN. 

Dibandingkan 19 parpol di DPR hasil Pemilu 1999 dan 16 parpol hasil 
Pemilu 2004, maka pemberlakuan persyaratan PT 2,5 persen jauh 
lebih efektif dalam menyederhanakan kekuatan parpol di parlemen, 
karena dalam politik keseharian, Presiden berhadapan dengan partai 
politik yang berada di parlemen, bukan seluruh partai politik peserta 
pemilu. 

Jika merujuk pada dua temuan survei terakhir Lembaga Survei 
Indonesia (LSI) bulan Oktober dan Desember 2008, hanya 7 dan 8 
partai yang memiliki angka dukungan di atas 2,5 persen. Itu, artinya 
hanya ada 7-8 partai politik yang berhasil menduduki kursi di DPR. 

Hasil survei LSI bulan Oktober misalnya, hanya ada 7 partai yang 
menembus angka 2,5 persen, yaitu PDIP (18,6 persen); Partai Golkar 
(18,5 persen); Partai Demokrat (12,1 persen); PKS (6,3 persen); 
PKB (5,7 persen); Gerindra (3,2 persen); dan PAN (2,7 persen). 
Sementara partai-partai lain persentasenya masih di bawah 2,5 
persen. 

Grafik 3.1	 Hasil Survei LSI (Lembaga Survei Indonesia) Oktober 

2008
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Temuan survei terbaru dilakukan LSI (Desember 2009) juga tidak 
berbeda jauh berbeda, hanya 8 partai politik yang memiliki tingkat 
elektabilitas di atas angka PT 2,5 persen. Hanya urutan partai yang 
mengalami perubahan. 

Kedelapan partai politik itu antara lain Partai Demokrat (23 persen); 
PDIP (17,1 persen); Golkar (13,3 persen); PKB (4,8 persen); PKS 
(4 persen); Gerindra (3,9 persen); PAN (3,4 persen); dan PPP 
(3,1 persen). Di luar delapan partai itu kemungkinan hanya Partai 
Hanura dan PMB yang berpotensi mampu menembus angka PT 
2,5 persen.

Grafik 3.2	 Hasil Survei LSI (Lembaga Survei Indonesia) Desember 
2008

Pemberlakuan PT berpotensi besar merubah jumlah kekuatan 
politik di DPR hasil Pemilu 2009. Jika saat ini 16 partai politik berada 
di DPR, maka DPR ke depan diprediksi hanya sekitar 8 – 12 partai 
politik. Karena itu, meskipun peserta Pemilu 2009 lebih banyak dari 
Pemilu 2004, tetapi jumlah partai politik yang berhasil ke parlemen 
diprediksi lebih sedikit. 

Itu artinya, secara bertahap sistem kepartaian akan mengalami 
penyederhanaan. Untuk jangka pendek, hal ini akan mengurangi 
fragmentasi kekuatan politik di parlemen. Sementara untuk konteks 
jangka panjang, hal ini akan mendorong stabilitas kompetisi sistem 
kepartaian ke arah institusionalisasi partai politik. 
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Tabel 3.7	T ren Penyederhanaan Kekuatan Politik di Parlemen 
(1999 - 2009)

Pemilu
Jumlah Partai Politik Jumlah 

Fraksi  
Parlemen

Desain  
ElektoralLolos 

Administratif
Peserta 
Pemilu Di  Parlemen

Pemilu 1999 148 48 19 11 -

Pemilu 2004 50 24 16 10 Electoral 
Threshold

Pemilu 2009 51 38 8 – 12* 5 – 7 ** Parliamentary 
Threshold

*   Prediksi berdasarkan data survei.

** Prediksi jika ada pengetatan persyaratan pembentukan fraksi di DPR.

Suara Terbanyak: Merubah Konfigurasi Anggota DPR

Jika DPR hasil pemilu-pemilu sebelumnya didominasi oleh para 
politisi senior atau petinggi partai yang memiliki pengaruh dan 
kekuasaan kuat atas institusi partai politik, maka sistem suara 
terbanyak berpotensi merubah konfigurasi keanggotaan DPR ke 
depan. Konfigurasi anggota DPR hasil Pemilu 2009 diprediksi akan 
mengalami pergeseran.  Wajah DPR ke depan sangat mungkin di 
dominasi oleh para tokoh lokal dan selebritas. 

Hanya politisi dan kader partai yang memiliki tingkat popularitas 
dan elektibilitas yang tinggi memiliki peluang besar dipilih. Selain 
itu, mekanisme suara terbanyak dalam penentuan caleg juga akan 
mendorong keterikatan wakil rakyat dengan pemilihnya dan akan 
berdampak positif bagi peningkatan kualitas keterwakilan anggota 
parlemen.  

Sistem suara terbanyak dalam penentuan caleg terpilih berpotensi 
dapat memutus mata rantai oligarki pimpinan parpol dalam 
penentuan caleg. Meskipun tidak serta-merta memberantas 
semuanya. Namun, kewenangan partai politik yang semula cukup 
besar dalam penentuan caleg terpilih, otomatis akan berkurang.  
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Selain itu, suara terbanyak juga akan memotong satu mata rantai 
praktek jual beli nomor urut yang diduga kuat masih menjadi  
tradisi parpol di Indonesia. Untuk konteks jangka panjang, 
keputusan ini akan mendorong pergeseran kekuasaan penentu-
an caleg dari oligarki pimpinan parpol ke kedaulatan suara 
rakyat (pemilih). Hal ini secara bertahap akan mendorong 
institusionalisasi partai politik dan sistem kepartaian. 

Rekomendasi 

Demokratisasi internal

Partai-partai politik perlu menciptakan prosedur internal yang 
demokratis dan memperhatikan faktor meritokrasi dalam seleksi 
internal, baik untuk rekrutmen anggota legislatif maupun jabatan 
publik di eksekutif. Selain itu, diperlukan pengelolaan faksionalisme 
internal parpol. Karena frekuensi konflik internal akan berpengaruh 
terhadap kohesivitas partai di parlemen. 

Untuk itu, diperlukan mekanisme pengelolaan konflik internal yang 
efektif. Agenda demokratisasi internal organisasi kepartaian juga 
perlu didukung dengan sistem kaderisasi yang melembaga. Karena 
keberhasilan parpol dalam mencetak politisi yang berkualitas melalui 
sistem kaderisasi yang melembaga akan meningkatkan kualitas 
parpol. 

Penyederhanaan fraksi 

Jika PT diterapkan secara konsisten, jumlah parpol akan terus 
berkurang secara alamiah, kemungkinan sampai dengan jumlah 
yang ideal sekitar 5 sampai 7 parpol. Langkah selanjutnya, perlu 
penyederhanaan jumlah fraksi melalui pengetatan persyaratan 
pembentukan fraksi. Idealnya hanya sekitar 3 atau 4 fraksi di parlemen 
agar pemerintahan dapat berjalan lebih efektif. Pembentukan fraksi 
misalnya hanya bisa dilakukan jika partai politik minimal memperoleh 
50 atau bahkan 100 kursi di legislatif. 
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Parpol-parpol kecil yang tidak memenuhi ambang batas masih 
bisa menunjukkan keterwakilannya dengan cara bergabung 
dengan partai politik lain dalam suatu fraksi. Dengan regulasi 
ini, jumlah fraksi yang muncul diprediksi tidak lebih dari lima. 
Karena itu, para elite politik di parlemen mestinya menjadikan 
UU Susduk (Susunan dan Kedudukan DPR, DPD, dan DPRD) 
sebagai momentum untuk penyederhanaan jumlah fraksi di 
DPR. Pengkondisian ini untuk jangka panjang akan mendorong  
terinstitusionalisasinya sistem kepartaian di Indonesia. 

Regulasi koalisi permanen 

Koalisi partai politik yang ada saat ini masih sangat cair dan pragmatis. 
Karena itu, ke depan diperlukan sebuah koalisi atas dasar kesamaan 
ide atau platform agar koalisi yang terbentuk bisa lebih kuat dan 
solid. Partai-partai politik perlu didorong untuk melakukan koalisi 
permanen agar terbentuk kekuatan mayoritas yang akan menopang 
pemerintahan yang kuat. 

Koalisi parpol yang kandidatnya menang harus menjadi pendukung 
pemerintah, sebaliknya koalisi parpol yang kalah, mestinya menjadi 
oposisi. Koalisi itu idealnya tidak  bisa dicabut atau bubar di tengah 
jalan. Karena itu, regulasi mengenai koalisi ini perlu dilembagakan 
dalam sebuah undang-undang. 
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KETERWAKILAN PEREMPUAN  
DALAM PEMILU LEGISLATIF 2009

— Adinda Tenriangke Muchtar —

Kajian ini memusatkan perhatian pada keterwakilan perempuan 
dalam Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif 2009. Hal ini tidak 
lepas dari upaya affirmative action untuk mendorong keterwakilan 
perempuan dalam politik akan kembali diuji pada Pemilu 2009. 
Beberapa peraturan perundang-undangan pun telah mengatur 
tentang kuota 30 persen perempuan bagi partai politik (parpol) 
dalam menempatkan calon anggota legislatifnya.

Tulisan ini memberikan analisis pada pemenuhan amanat perundang-
undangan tersebut, terkait dengan keterwakilan perempuan dalam 
kancah Pemilu Legislatif 2009, serta upaya yang dilakukan parpol 
dan kendala yang mereka hadapi dalam memenuhi kuota tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini juga mencoba memberikan 
beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan dan diterapkan 
oleh parpol untuk tidak hanya menjadi institusi politik yang memiliki 
kepekaan gender, namun juga mampu menjadi wadah bagi partisipasi 
perempuan dalam politik lewat proses pendidikan dan rekrutmen 
politik yang sepadan dan mencukupi.

Keterwakilan perempuan dalam politik merupakan hal yang signifikan 
untuk diwujudkan, bukan hanya dari segi jumlah perwakilan 
perempuan di lembaga legislatif itu sendiri, namun juga kualitas dan 
ketersediaan wadah bagi perempuan untuk memberikan kontribusi 
dalam proses kebijakan. 

Bagian Empat
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Kehadiran perempuan dalam politik dan proses kebijakan juga dinilai 
mampu merubah panggung politik yang dominan dengan clash of 
interests dan maskulin, serta cenderung mengabaikan isu-isu low 
politics, terutama terkait dengan isu-isu dan kebijakan-kebijakan 
yang menyangkut masalah yang lekat dengan perempuan, seperti 
kesehatan ibu dan anak; ketenagakerjaan; pendidikan; budaya; hak 
milik; dan sebagainya.

Dasar hukum keterwakilan perempuan dalam politik 
dalam Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang 
Parpol

Keterwakilan dan partisipasi perempuan dalam politik, terutama 
terkait dengan penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2009 telah diatur 
dengan jelas dalam Undang-Undang (UU) Nomor 10/2008 tentang 
Pemilu Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Pemilu 
Legislatif).

Tabel  4.1	 Pasal-pasal dalam UU Pemilu yang mengatur 
keterlibatan perempuan dalam politik

Pasal dan Ayat Ketentuan

Pasal 8 Ayat (1)  
Huruf d 

Menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan 
perempuan pada kepengurusan parpol tingkat pusat.

Pasal 15 Huruf d Surat keterangan dari pengurus pusat parpol tentang 
penyertaan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 
30% sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53 Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 
memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan

Pasal 55 Ayat (1) Di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), setiap 3 orang bakal calon terdapat sekurang-
kurangnya 1 orang perempuan bakal calon.

Pasal 57 Ayat (1) KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan 
kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon 
anggota DPR dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah 
sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan.

Pasal 57 Ayat (2) KPU provinsi melakukan verifikasi terhadap kelengkapan 
dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi 
bakal calon anggota DPRD provinsi dan verifikasi 
terhadap terpenuhinya jumlah sekurang-kurangnya 30% 
keterwakilan perempuan.

Pasal 57 Ayat (3) KPU kabupaten/kota melakukan verifikasi terhadap 
kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan 
administrasi bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota 
dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah sekurang-
kurangnya 30% keterwakilan perempuan.
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Pasal dan Ayat Ketentuan

Pasal 58 Ayat (2) Dalam hal daftar bakal calon tidak memuat sekurang-
kurangnya 30% keterwakilan perempuan, KPU, 
KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota memberikan 
kesempatan kepada parpol untuk memperbaiki daftar 
calon tersebut.

Pasal 61 Ayat (6) KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota 
mengumumkan persentase keterwakilan perempuan 
dalam daftar calon sementara parpol masing-masing pada 
media masa cetak harian nasional dan media massa 
elektronik nasional.

Pasal 66 Ayat (2) KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota 
mengumumkan persentase keterwakilan perempuan 
dalam daftar calon tetap parpol masing-masing pada 
media massa cetak harian nasional dan media massa 
elektronik nasional. 

Selain itu, UU Nomor 2/2008 tentang Partai Politik pun juga 
telah memberikan mandat kepada parpol untuk memenuhi kuota 
30 persen untuk perempuan dalam politik, terutama di lembaga 
perwakilan rakyat. 

Tabel  4.2	 Pasal-pasal dalam UU Parpol yang mengatur 
keterlibatan perempuan dalam politik

Pasal dan Ayat Ketentuan

Pasal 2 Ayat (1) Pendirian dan pembentukan parpol sebagaimana 
dimaksud pada Ayat (1) menyertakan 30% keterwakilan 
perempuan.

Pasal 2 Ayat (5) Kepengurusan parpol tingkat pusat sebagaimana 
dimaksud pada Ayat (3) disusun dengan menyertakan 
paling rendah 30% keterwakilan perempuan.

Pasal 11 Ayat (1) 
Huruf E

Fungsi parpol: rekrutmen politik dalam proses pengisian 
jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan 
memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Pasal 20 Kepengurusan parpol tingkat provinsi dan kabupaten/
kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 Ayat (2) dan 
Ayat (3) disusun dengan memperhatikan keterwakilan 
perempuan paling rendah 30% yang diatur dalam AD dan 
ART parpol masing-masing.

Pasal 31 Ayat (1) Parpol melakukan pendidikan politik bagi masyarakat 
sesuai dengan ruang lingkup tanggung jawabnya dengan 
memperhatikan kesetaraan gender dengan tujuan antara 
lain:...c. meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan 
membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara 
persatuan dan kesatuan bangsa.
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Bahkan, keterwakilan perempuan dalam politik juga diatur dalam 
Qanun Aceh Nomor 3/2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta 
Pemilu. Berikut pasal-pasal yang mengatur ketentuan tersebut.

Tabel  4.3	 Pasal-pasal dalam UU Parpol yang mengatur 
keterlibatan perempuan dalam parpol lokal

Pasal dan Ayat Ketentuan

Pasal 4  Huruf d Parpol lokal dapat menjadi peserta pemilu sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2) setelah memenuhi 
persyaratan:...(d) Kepengurusan parpol lokal dengan 
memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-
kurangnya 30%.

Pasal 6 Huruf d Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5 Ayat (3) tentang Pendaftaran parpol lokal sebagai 
peserta pemilu meliputi:...(d) Surat keterangan dari 
pengurus parpol lokal tingkat Aceh tentang penyertaan 
keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sumber: 		  Dikutip dari Kabar Demos, Edisi IV/2008, Peraturan Perundang-undangan 
yang Mengatur Mengenai Keterlibatan Perempuan dalam Politik, hal. 6.

Berdasarkan landasan hukum tersebut, secara ideal seyogyanya 
upaya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik 
seharusnya menjadi mandat yang wajib dipenuhi oleh tiap parpol. 
Landasan ini menjadi imperatif legal yang memaksa parpol untuk 
memenuhi kuota perempuan dalam politik.

Pemenuhan kuota perwakilan perempuan  
dalam politik di Pemilu Legislatif 2009

Ketetapan kuota 30 persen sendiri sudah diterapkan pertama kali 
pada Pemilu 2004 seiring dengan perjuangan dan tuntutan dari 
para aktifis perempuan. Hasilnya adalah 62 orang perempuan saat 
itu terpilih dari 550 anggota DPR RI (11,3 persen). Sementara itu, 
dalam Pemilu 1999, pemilu pertama di era reformasi, hanya ada 45 
perempuan dari 500 anggota DPR yang terpilih (9 persen).

Untuk Pemilu Legislatif 2009 mendatang, berikut data keterwakilan 
perempuan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) dan kuota keterwakilan 
perempuan yang berhasil dipenuhi oleh parpol peserta pemilu 
tersebut.
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Tabel  4.4  	Parpol peserta Pemilu Legislatif 2009 yang memenuhi 
kuota 30 persen keterwakilan perempuan

Nama 
parpol Caleg Laki-

Laki
Perem-
puan 

Kuota yang 
berhasil dipenuhi 

(persen)
PKPI 315 173 142 45,08
PPPI 279 154 125 44,8
PPNUI 101 56 45 44,55
PBR 314 187 127 44,45
PPD 159 91 68 42,77
PDK 251 148 103 41,94
PDP 402 238 164 40,80
PMB 303 180 123 40,59
PKPB 141 86 55 39,01
PIS 317 194 123 38,80
Barnas 276 172 104 37,68
Pelopor 109 68 41 37,61
Kedaulatan 248 157 91 36,69
PKS 579 367 212 36,61
PPIB 55 35 20 36,36
PDIP 627 405 222 35,41
PDS 323 207 116 35,11
PSI 127 82 45 35,53
Merdeka 89 58 31 34,8
Buruh 221 145 76 34,38
PKP 199 131 68 34,17
PNIM 115 76 39 33,91
PKB 398 264 134 33,67
PBB 395 262 133 33,6
PKNU 294 195 99 33,67
PNBKI 173 115 58 33
Demokrat 671 450 221 32,94
PKDI 146 99 47 32,19
Hanura 605 419 186 30,74
Golkar 641 447 194 30,27
PPDI 50 35 15 30

Sumber: 		  KPU diambil dari Media Indonesia, 31 Oktober 2008, “KPU Akui Ceroboh”.

Menarik untuk dilihat bahwa dari segi pemenuhan kuota, justru 
parpol-parpol besar sebagai pemain lama dari Pemilu 2004 tidak 
mampu menjadi role model untuk hal ini, meskipun mereka mampu 
mengajukan calon anggota legislatif (caleg) dalam jumlah yang 
terbilang besar, seperti diantaranya Partai Demokrat (671 caleg); 
Partai Golkar (641 caleg); dan PDIP (627 caleg).
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Sementara itu, terkait dengan keberadaan perempuan dan kiprahnya 
dalam parpol, berikut data tentang perempuan dalam struktur 
kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) tujuh parpol besar di 
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Tabel  4.5	 Perempuan dalam struktur kepengurusan  
DPP Partai (2005-2010)

Parpol Total Jumlah Perempuan 
dan Persentase

Golongan Karya (Golkar) 108 13 (12%)
Partai Demokrasi Indonesia 
Perjuangan (PDIP) 27 4 (14,8%)

Partai Kebangkitan Bangsa 
(PKB) 50 13 (26%)

Partai Amanat Nasional (PAN) 50 5 (10%)
Partai Persatuan Pembangunan 
(PPP) 22 7 (31%)

Demokrat 77 8 (10%)
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 68 4 (5,8%)

Sumber: 		  Dari website masing-masing parpol, diambil dari presentasi Sri Budi Eko 
Wardani (PUSKAPOL FISIP UI), Representasi Politik Perempuan dan Partai 
Politik, Jakarta, 24 September 2008.

Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa pun dalam internal parpol-
parpol besar tersebut, keterwakilan perempuan dalam politik masih 
dikatakan minim dan terbatas. Padahal, idealnya, parpol besar, 
sebagai pemain lama dapat menjadi pendahulu dalam mendorong 
keterwakilan perempuan dalam politik, termasuk dalam pemenuhan 
kuota perempuan dalam politik.

Terlepas dari masih belum terpenuhinya kuota keterwakilan 
perempuan dalam politik, upaya parpol juga tetap perlu diapresiasi. 
Justru dengan adanya ketentuan dalam peraturan perundang-
undangan, parpol harus terus dimotivasi, didorong, dan dibantu 
untuk mewujudkan affirmative action ini.

Setidaknya amanat kuota telah memaksa parpol lebih jauh untuk 
melakukan sesuatu untuk membenahi institusinya agar tidak lagi bias 
gender dan terbuka untuk partisipasi perempuan dalam berkiprah di 
dunia politik.

Namun, tidak bisa dipungkiri, mandat yang masih terbilang baru ini 
juga menjadi shock therapy bagi parpol yang selama ini didominasi 
oleh pria. Tidak heran jika parpol baik yang lama maupun yang 
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baru menghadapi beberapa kendala dalam upaya pemenuhan kuota 
perempuan dalam politik.

Kendala-kendala yang dihadapi pun tidak hanya dari internal parpol, 
seperti dari yang terlaihat di struktur kepengurusan DPP. Di sisi lain, 
parpol juga menghadapi fakta akan sedikitnya jumlah perempuan 
yang bersedia untuk terlibat dalam politik, terutama di parpol.

Apalagi mengingat budaya politik dan internal parpol yang 
masih didominasi oleh pria, sehingga partisipasi politik (termasuk 
keterampilan dan kepiawaian, serta pendidikan dan kesadaran politik) 
belum menjadi hal yang biasa, jika bukan menarik dan menantang, 
serta dibutuhkan, bagi kiprah perempuan. 

Lobi-lobi yang intensif dengan segala politicking-nya; belum 
terfasilitasinya pendidikan politik untuk perempuan secara optimal 
dan intensif; persaingan di antara perempuan dalam politik; belum 
solidnya dukungan terhadap sesama perempuan untuk terjun dalam 
dunia politik adalah beberapa hal yang turut menjadi kendala dalam 
pemenuhan kuota keterwakilan perempuan dalam politik tersebut. 

Di Pemilu Legislatif 2009 sendiri terdapat enam partai dari total 38 
parpol peserta pemilu yang gagal memenuhi kuota keterwakilan 
perempuan. Berikut parpol-parpol tersebut:

Tabel  4.6	 Parpol peserta Pemilu Legislatif 2009 yang gagal 
memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan

Nama parpol Caleg Laki-
Laki

Perem-
puan 

Kuota yang 
berhasil dipenuhi 

(persen)
Partai Patriot 117 94 23 19,66
Partai Peduli Rakyat 
Nasional (PPRN) 288 213 75 26,04 

Partai Persatuan 
Pembangunan (PPP) 472 345 127 26,91

Partai Gerakan 
Indonesia Raya 
(Gerindra)

396 280 116 29,29

Partai Amanat 
Nasional (PAN) 596 419 177 29,70

Partai Republikan 231 162 69 29,8
Sumber: 		  KPU diambil dari Media Indonesia, 31 Oktober 2008, “KPU Akui Ceroboh”.

Ina08 04 Ktrwakilan Pemilu2009-A65   65 3/23/09   11:06:55 AM



Keterwakilan Perempuan dalam Pemilu Legislatif 200966

Analisis tentang Signifikansi dan Upaya Pemenuhan 
Kuota Perwakilan Perempuan dalam Politik

Dengan demikian, meskipun telah ada peraturan perundangan yang 
memandatkan kuota 30 perempuan dalam parlemen, hal ini tidak 
serta-merta menjamin peningkatan keterwakilan perempuan dalam 
politik. Selain itu, dalam kenyataannya pun, pemenuhan kuota 
tersebut bukanlah suatu hal yang mudah. Meskipun ketentuan yang  
ada sifatnya mensyaratkan, namun  hanya disertai sanksi moral dan 
bukan sanksi yang tegas yang dapat mendesak pemenuhan kuota ini. 

Dalam Pasal 57 dan Pasal 58 UU Pemilu Legislatif misalnya tentang 
verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon, tindak lanjut jika 
kuota keterwakilan perempuan terpenuhi hanya disebutkan bahwa 
KPU, KPU Provinsi, dan KPU kabupaten/kota akan memberikan 
kesempatan pada parpol untuk memperbaiki daftar calon tersebut 
dan memberikan alasan tertulis.

Namun, dalam penerapannya tidak ada sanksi lebih lanjut yang 
memberi konsekuensi signifikan bagi partisipasi parpol dalam pemilu. 
Apalagi setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa 
caleg terpilih didasarkan oleh suara terbanyak. Dengan demikian, 
sistem nomor urut yang diatur dalam Pasal 214 huruf a, b, c, d, e UU 
Pemilu Legislatif telah dihapuskan. 

Keterwakilan perempuan dalam politik, terutama di lembaga 
perwakilan rakyat sendiri bukannya tanpa alasan yang mendasar. 
Ada beberapa hal yang membuat pemenuhan kuota 30 persen 
bagi keterwakilan perempuan dalam politik penting. Beberapa 
diantaranya adalah tanggung jawab dan kepekaan akan isu-isu 
kebijakan publik, terutama yang terkait dengan perempuan dan 
anak, serta lingkungan; moral yang baik; kemampuan perempuan 
melakukan pekerjaan multitasking dan mengelola waktu; serta 
yang tidak kalah penting adalah keterbiasaan dan kenyataan bahwa 
perempuan juga telah menjalankan tugas sebagai pemimpin dalam 
kelompok-kelompok sosial dan dalam kegiatan kemasyarakatan, 
seperti di posyandu; kelompok pemberdayaan perempuan; komite 
sekolah; kelompok pengajian; dan sebagainya.

Argumen tersebut tidak hanya ideal sebagai wujud modal 
dasar kepemimpinan dan pengalaman organisasi perempuan 
dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, argumen tersebut juga 
menunjukkan bahwa perempuan dekat dengan isu-isu kebijakan 
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publik dan relevan untuk memiliki keterwakilan dalam jumlah yang 
signifikan dalam memperjuangkan isu-isu kebijakan publik dalam 
proses kebijakan, terutama di lembaga perwakilan rakyat.

Sayangnya, liberalisasi politik yang terjadi sejak era reformasi tidak 
otomatis diikuti oleh kesiapan lembaga pendidikan dan rekrutmen 
politik, terutama parpol, untuk secara serius dan berkelanjutan 
untuk membuka kesempatan partisipasi perempuan dalam politik, 
terutama menempatkan perempuan dalam posisi dan tanggung 
jawab organisatoris yang signifikan, selain mempersiapkan dan 
menempatkan perempuan sebagai caleg yang handal dengan 
kesempatan yang setara dengan caleg laki-laki.

Selain itu, perempuan juga ditantang untuk mendobrak lobi-
lobi politisi laki-laki yang elitis, misalnya dalam pencalonan dan 
penentuan nomor urut, terlepas dari pertimbangan dan keputusan 
akan suara terbanyak dalam pemilu mendatang. Belum lagi, budaya 
politik parpol yang masih cenderung sentralistis dan patriarkis 
yang membuat caleg perempuan tidak ditempatkan di nomor jadi 
dan dinominasikan hanya sebagai formalitas, tanpa kematangan 
mekanisme pendidikan dan rekrutmen politik yang memadai, 
demi memenuhi kuota 30 persen yang diamanatkan oleh undang-
undang.

Pemenuhan keterwakilan perempuan dalam politik, terutama 
kuota 30 persen di lembaga perwakilan rakyat sendiri juga tidak 
lepas dari tantangan internal dari perempuan sendiri. Budaya politik 
yang kental dengan dominasi laki-laki, konflik kepentingan dalam 
memperebutkan posisi tertentu, lobi-lobi yang menyita waktu dan 
membutuhkan modal besar, terutama dana, untuk menggalang 
dukungan bukan merupakan ajang yang menarik dan menantang 
bagi perempuan. 

Bukannya tidak mungkin bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam 
politik, namun dalam kondisi budaya politik yang masih memerlukan 
kepekaan gender, perempuan membutuhkan usaha yang berlipat 
ganda dan strategi yang cantik dan matang untuk memantapkan 
posisinya, terutama dalam proses pencalegan. Mungkin hal ini tidak 
dialami oleh perempuan yang muncul dari kalangan elit politik itu 
sendiri, namun belum tentu kemudahan serupa dialami oleh aktivis 
atau perempuan dengan latar belakang politik berbeda yang baru 
bergabung dalam parpol.
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Belum lagi, tantangan lain seperti kebebasan pilihan politik 
pemilih, termasuk pemilih perempuan jika tidak ingin memilih caleg 
perempuan, serta tidak mudahnya parpol merekrut perempuan 
yang tertarik untuk bergabung dalam politik serta berpolitik praktis 
dalam parpol dan dalam lembaga perwakilan. Hal ini juga sebenarnya 
tergantung pada tingkat kesadaran politik, pendidikan politik, budaya 
politik, sosialisasi politik, kesempatan atau media untuk berpolitik, 
serta yang juga penting adalah pilihan bentuk partisipasi politik 
perempuan, baik sebagai pemilih maupun pemain dalam politik.

Apalagi pemahaman akan politik dan proses kebijakan juga tidak 
hanya diperoleh dari parpol,  namun juga refleksi dari pengalaman 
atau keterlibatan perempuan dalam wadah-wadah lain yang relevan 
dengan politik, seperti lembaga swadaya masyarakat; organisasi 
sosial dan politik; maupun kegiatan kemasyarakatan; selain ekspos 
dan penyerapan informasi politik baik secara informal maupun formal, 
langsung dan tidak langsung, seperti lewat sekolah, universitas, 
organisasi mahasiswa, media massa, internet, dan sebagainya.

Kesimpulan dan rekomendasi

Terlepas dari tantangan dan kendala yang ada, tanpa amanat 
UU Pemilu Legislatif maupun UU Parpol, sudah seharusnyalah 
berdasarkan pertimbangan di atas parpol sudah sejak lama 
berpikir strategis dengan mempertimbangkan untuk mendorong 
peningkatan partisipasi perempuan dalam kelembagaannya, serta 
penempatan perempuan dalam daftar calegnya. Bukan hanya 
karena pertimbangan bahwa mayoritas pemilih adalah perempuan, 
namun juga potensi dan kapabilitas caleg perempuan tersebut.

Dengan kata lain, pemenuhan kuota 30 persen keterwakilan 
perempuan dalam politik bukan sesuatu yang diberikan 
karena belas kasihan, namun juga karena kebutuhan untuk 
ikut memperbaiki kinerja perwakilan rakyat dan mewujudkan 
keterwakilan perempuan (sebagai mayoritas pemilih) dengan 
jumlah yang signifikan dalam politik di bawah persaingan yang 
terbuka dan sejajar dengan caleg laki-laki. 

Di sisi lain, upaya untuk mendorong pembahasan kebijakan dengan 
dimensi gender juga harus terus digalakkan baik oleh politisi 
perempuan maupun laki-laki karena bagaimanapun permasalahan 
kebijakan publik adalah permasalahan dan kepentingan bersama 
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yang membutuhkan perhatian, pemikiran, serta penanganan 
bersama untuk mendapatkan solusi yang terbaik.

Keberadaan landasan hukum bagi upaya untuk meningkatkan 
keterwakilan perempuan dalam politik, baik melalui ketentuan-
ketentuan yang terkait dengan sistem pemilu dan sistem kuota, harus 
ditindaklanjuti secara komprehensif (internal maupun eksternal) 
oleh parpol dalam optimalisasi pemenuhan kuota perempuan 
dalam politik. Berikut beberapa hal yang dapat dipertimbangkan 
dan diterapkan dalam upaya mendorong keterwakilan perempuan 
dalam politik:

•	 Pengaturan internal tentang keterwakilan dan partisipasi 
perempuan yang dapat dikontrol secara luas�

Upaya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam 
politik juga tidak lepas dari good will parpol untuk mengakomodasi 
keterwakilan dan partisipasi perempuan dalam politik dalam 
ketentuan internalnya. Dengan demikian, akan ada pelembagaan 
upaya untuk mendorong keterwakilan perempuan dalam politik.

Hal ini sangat penting untuk menjadi pengikat dan menunjukkan 
komitmen partai dalam menampung aspirasi dan partisipasi 
perempuan dalam politik, serta membuktikan institusi parpol adalah 
institusi yang peka gender dan ramah, serta strategis bagi perempuan 
dalam mendorong upaya perjuangan isu-isu gender.

Hasil penelitian Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol 
UI) menunjukkan kondisi obyektif parpol dan perempuan, di mana 
dari 7 parpol peraih suara terbanyak pada Pemilu 2004, hanya 
tiga parpol (PAN, PKB, dan PDIP) yang mulai mengatur tindakan 
afirmatif dalam Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga 
(ART) masing-masing. Akses afirmatif dalam aturan internal parpol 
juga dimungkinkan oleh UU No. 2/2008. Namun, pelaksanaannya 
belum terkontrol secara luas.�

Sementara itu, PPP dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) 
terakhirnya sepakat untuk memasukkan tindakan afirmatif 30% 
perempuan dalam kepengurusan partainya. Berikut beberapa 
contoh afirmatif dalam ketentuan internal parpol yang termaktub 
dalam hasil kajian Puskapol tersebut.

�	����  ���������  ���������Sri Budi Eko Wardani, Representasi Politik Perempuan dan Partai Politik, Jakarta, 24 
September 2008

�	�  Ibid.
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Tabel  4.7	 Beberapa ketentuan internal parpol  
terkait affirmative action 

Partai Aturan Internal

PAN

(Sudah menyebut 30% 
keterwakilan perempuan 
dalam kepengurusan)

AD Pasal 23 Ayat 1: Penempatan keanggotaan 
dalam jabatan legislatif oleh PAN dilakukan secara 
obyektif, transparan dan diputuskan melalui forum 
Rapat Pleno partai, dengan memperhatikan 
keterwakilan perempuan.

AD Pasal 23 Ayat 3: Setiap rekrutmen kader dalam 
kepengurusan untuk setiap jenjang kepemimpinan 
harus memperhatikan keterwakilan perempuan, 
sedapat-dapatnya 30%.

PDIP

(Belum menyebutkan 
30% keterwakilan 
perempuan dalam AD. 
Belum kuat karena diatur 
dalam instruksi DPP)

Instruksi DPP PDIP No. 286/IN/DPP/XII/2000: 
Di dalam penyusunan komposisi pengurus DPC, 
harus diikutsertakan kader-kader wanita dengan 
perbandingan wanita dan pria minimal 1:5.

AD Pasal 19: Mempersiapkan kader partai dalam 
pengisian jabatan politik dan jabatan publik melalui 
mekanisme demokrasi dengan memperhatikan 
kesetaraan dan keadilan gender.

PKB

(Sudah menyebutkan 
30% perempuan dalam 
kepengurusan)

ART Pasal 21 Ayat 14: Di setiap tingkatan 
kepengurusan Dewan Tanfidz diharuskan 
mengakomodir unsur perempuan dengan memenuhi 
quota 30%

•	 Penerapan merit system dan pendidikan politik secara 
intensif, serta rekrutmen politik

Upaya untuk mendorong keterwakilan perempuan dalam politik, 
terutama pemenuhan kuota 30 persen seperti yang dimandatkan 
oleh undang-undang dan akan lebih baik jika lebih dari porsi tersebut 
dalam persaingan terbuka yang berdasarkan merit system. 

Hal ini membutuhkan lebih dari kesiapan kelembagaan parpol dan 
perubahan pola pikir dan budaya politik jajarannya (terutama elit 
parpol), serta teknis untuk merekrut perwakilan parpol di lembaga 
legislatif. Misalnya, dengan menerapkan langkah strategis untuk 
menempatkan perempuan dalam nomor jadi maupun dengan zipper 
principle (seperti yang diterapkan oleh Partai Sosial Demokratik 
di Swedia) yang tentunya diimbangi oleh kapasitas dan dukungan 
basis massanya.

Lebih jauh lagi, parpol juga harus meningkatkan mutu dan intensitas 
pelatihan dan pendidikan politik bagi pemilih maupun caleg 
perempuan, baik dari kader maupun simpatisan untuk membiasakan 
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perempuan dalam ritme politik. Beberapa isu yang masih menjadi 
tantangan caleg perempuan, misalnya terkait dengan kampanye 
politik, komunikasi dengan media masa, serta fundraising juga perlu 
dimasukkan dalam topik pelatihan dan pendidikan politik untuk 
perempuan.

Parpol juga harus didorong untuk gencar melakukan rekrutmen dan 
pendekatan terhadap perempuan-perempuan yang dinilai potensial 
untuk berkiprah dalam politik dan berkontribusi dalam kerja-kerja 
parpol, baik lewat pembinaan kader perempuan parpol secara 
internal; maupun rekrutmen eksternal (pendekatan dan penjaringan) 
calon kader perempuan yang potensial dari luar parpol.

•	 Menempatkan perempuan di posisi-posisi strategis

Selain itu, peran parpol sebagai salah satu pilar demokrasi yang 
memiliki fungsi pendidikan dan rekrutmen, serta sosialisasi politik 
harus terus ditingkatkan dengan memberikan kesempatan bagi 
perempuan untuk belajar berpolitik praktis dengan memberikan 
tanggung jawab di posisi-posisi yang strategis (tidak hanya 
administrasi dan keuangan, meskipun juga merupakan bagian 
dari kehandalan perempuan), namun juga dilibatkan dalam proses 
pembuatan kebijakan agar perempuan memiliki kesempatan dan 
posisi tawar yang seimbang dan kontribusi yang signifikan seperti 
halnya laki-laki.

•	 Penerapan sanksi hukum yang jelas dan tegas terkait 
dengan pemenuhan kuota

Penerapan hukum yang konsisten dengan sanksi yang tegas jika 
parpol tidak dapat memenuhi keterwakilan kuota perempuan dalam 
politik, baik di parpol itu sendiri maupun di lembaga perwakilan 
rakyat, juga menjadi hal yang tidak kalah penting dalam upaya 
mendorong keterwakilan perempuan dalam politik. 

Beberapa negara pun menerapkan sanksi hukum yang tegas terkait 
dengan hal in. Sebagai contoh, Perancis lewat Parity Law (1999)  
yang menjatuhkan parpol dengan penalti keuangan, maupun 
Argentina dengan Ley de Cupos (1991) yang memberikan sanksi 
berupa penalti penolakan atas keikutsertaan parpol dalam pemilu.
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•	 Mendorong perempuan untuk memanfaatkan parpol 
secara strategis

Terlepas dari pesimisme dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap 
institusi parpol dan kenyataan politik bahwa parpol masih menjadi 
kendaraan untuk partisipasi dalam politik di lembaga perwakilan 
rakyat, perempuan harus berani dan mampu untuk memanfaatkan 
parpol secara strategis.

Perempuan harus mampu memanfaatkan kesempatan dan 
momentum terkait dengan kuota perempuan dalam politik yang 
telah diamanatkan dalam undang-undang sebagai alat untuk 
memperjuangkan kesetaraan gender dalam proses kebijakan.  
Lebih jauh, perempuan harus mampu memanfaatkan keberada-
annya dalam parpol untuk mereformasi budaya parpol yang 
cenderung maskulin dan patriarkis, serta mengabaikan isu-isu  
yang low politics. 

Akhirnya, selama anggota legislatif masih berasal dari parpol, 
maka keterwakilan perempuan dalam politik akan kembali  
kepada kesungguhan dan political good will dari parpol dan segenap 
jajaran elitnya. 

Pesan lain yang perlu digariskan, berapapun persentase  
keterwakilan perempuan dalam politik juga harus didasari oleh 
pertimbangan rasional dan strategis, seperti kapabilitas untuk 
bersaing dan berkontribusi dalam politik praktis secara signifikan; 
dukungan basis massa yang jelas; serta pengalaman yang relevan, 
dan visi serta misi yang sejalan dengan parpol yang menjadi 
kendaraan politiknya. 
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— Benni Inayatullah —

Keberadaan Partai Islam di Indonesia yang mayoritas penduduknya 
beragama Islam selalu menarik untuk ditelaah. Di Indonesia, gagasan 
tentang hubungan politik dan Islam telah berlangsung secara dinamis 
sejak zaman kolonial. Pada era pasca kolonial hubungan tersebut 
mengalami dinamikanya tersendiri yang oleh para pakar politik 
diklasifikasikan ke dalam beberapa macam. 

Rahmani Timorita Yulianti yang mengutip pendapat Abd. Azis Taba 
menyatakan bahwa hubungan negara dan Islam pada Orde Lama 
bersifat antagonis, kemudian berubah menjadi resiprokal kritis sejak 
adanya inisiatif proses pemahaman posisi keduanya (1982-1985), 
kemudian dari tahun 1985-1998 bersifat politik akomodatif.� 

Ketika era reformasi baru saja dimulai dengan beralihnya 
kepemimpinan Soeharto ke Presiden Habibie, politik Indonesia 
menjadi kembali bergairah dengan keluarnya keputusan Habibie 
untuk tidak lagi menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal. Akibat 
dari kebijakan ini bermunculanlah partai politik Islam yang mengusung 
Islam sebagai asas politik antara lain Partai Persatuan Pembangunan 
(PPP), Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Keadilan (PK).

Bermunculannya partai Islam ini tidak membuat masyarakat 
Indonesia yang mayoritas beragama Islam serta-merta memberikan 
pilihan kepada partai-partai ini. Pemilu 1999 membuktikan bahwa 

�	 �������� ��������� ����������Rahmani Timorita Yulianti, Reaktualisasi Strategi Politik Islam Di Indonesia, Al Mawarid, edisi ke-7, 
(Yogyakarta: FIAI Jur Syari’ah, 1999).
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partai Islam tidak mampu meraih suara signifikan dimana Partai 
Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menjadi pemenang. 
Pada pemilu 2004 pun terjadi hal yang sama dimana Partai Golkar 
memenangi pemilihan diikuti oleh PDIP yang sama-sama berideologi 
nasionalis. ��������������������������������������������������������       Dalam konteks inilah kajian tentang partai Islam sangat 
menarik untuk dicermati.

Tipologi partai Islam 

Dari beberapa kajian yang pernah ada, partai Islam di Indonesia 
bisa dibedakan dari asas politiknya dan atau basis massa politiknya. 
Menurut penelitian yang dilakukan Arsekal Salim, partai politik 
Islam di Indonesia, adalah partai yang menggunakan label Islam 
(nama, prinsip, dan simbol), atau tidak menggunakan label Islam 
tetapi perjuangan sebenarnya adalah terutama untuk kepentingan 
umat Islam tanpa mengesampingkan kepentingan non-Muslim, atau 
tidak menggunakan label Islam, programnya juga untuk kepentingan 
semua penduduk Indonesia, tetapi konstituen utamanya berasal 
dari umat Islam.�

Berdasarkan definisi dan kategori yang dibuat Arsekal Salim di 
atas, maka yang termasuk partai Islam kategori pertama semisal 
PPP, PBB,PNUI, PMB dan PKS. PPP menggunakan asas Islam dan 
memakai simbol Ka’bah yang merupakan simbol yang sakral dalam 
Islam. PBB asasnya Islam dengan lambang bulan sabit dan bintang 
yang menjadi ciri khas Islam. Kemudian kategori  kedua dan ketiga 
seperti PKB dan PAN. Kedua partai tersebut tidak menggunakan 
asas Islam dan tidak menggunakan simbol-simbol Islam namun, 
konstituen utamanya adalah umat Islam sehingga tidak dapat 
dikatakan tidak kedua partai ini adalah partai Islam.

Sementara itu, Muchammad Yuliyanto membagi entitas parpol 
Islam ke dalam dua konsepsi. Pertama, parpol Islam adalah parpol 
yang memiliki asas kepartaian Islam dengan kepemimpinan partai 
di bawah kendali orang-orang yang tidak diragukan keislamannya. 
Di samping itu, partai tersebut mengusung simbol-simbol keislaman 
dari tanda gambar sampai ke jargon-jargon politik. Partai demikian 
juga menamakan diri sebagai partainya orang Islam. Misalnya, PPP, 
PBB, PUI, PSII, Masyumi, dan PUMI. 

�	�� �������� ������ Arsekal Salim, Partai Islam Dan Relasi Agama-Negara, (Jakarta: Pusat Penelitian IAIN Syarif 
Hidayatullah, 1999), hlm. 8.
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Kedua, parpol yang secara asas, simbol, jargon dan perilaku 
keseharian amat jauh dari warna Islam, tetapi secara kepemimpinan 
di bawah kendali orang-orang beridentitas keislaman. Biasanya 
parpol demikian mengedepankan diri sebagai partai terbuka, 
namun memiliki basis konstituen umat Islam dan ormas keagamaan 
tertentu. Misalnya, PKB dan PAN. �

Melihat tipologi partai Islam  di atas maka untuk Pemilu 2009 nanti 
setidaknya tercatat 9 Partai Islam yang sesuai dengan kategori 
tersebut yang akan akan bertarung, yaitu PKS, PPP, PBB, PBR, 
PKU, PNU, PAN, PKB dan PMB.

Selain pengelompokan partai Islam di atas, masyarakat juga memiliki 
penilaian sendiri terhadap partai Islam mana yang benar-benar 
Islami dan yang nasionalis. Berdasarkan survey yang dilaksanakan 
oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI), persepsi masyarakat terhadap 
partai Islam menunjukkan bahwa partai yang menurut masyarakat 
paling Islam adalah PKS.

PKS mengungguli PPP, PKB dan PBB. Sementara Golkar, dianggap 
paling Pancasilais bersama PDI Perjuangan dan Demokrat. Catatan 
LSI juga menunjukkan bahwa PKS memperoleh kemajuan paling 
besar dibandingkan parpol Islam lainnya menjelang Pemilu 2009.

Grafik 5.1	 Partai yang paling Islamis (versi LSI)
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Sumber: Hasil Survei LSI September 2008

�	�  A. Saefudin, Nasib Partai Politik Islam Indonesia Menjelang Pemilu 2009, makalah, 
2009
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Dari hasil survei ini, LSI menyimpulkan bahwa persepsi ini sedikit 
dipengaruhi oleh sikap partisan pemilih, yakni kemampuan 
untuk mengidentifikasi keislaman partai sedikit terkait dengan 
kecenderungan pilihan terhadap partai bersangkutan. Walapun PBB 
oleh pakar dianggap lebih Islami dalam platform-nya, tapi di mata 
pemilih PKB dinilai lebih Islami meskipun tidak berplatform Islam 
karena pemilih PKB cenderung lebih banyak dari pemilih PBB.

Namun, menurut LSI, secara umum penilaian pemilih atas tingkat 
keislaman partai  ini sama dengan asessment para ahli. Golkar atau 
PDIP dipersepsikan jauh kurang Islami dibanding PKS misalnya. ���Di 
samping itu, di mata pemilih identitas Islam dan Pancasila cukup 
berbeda dan terpisah. ������������������������������������������������      PKS paling Islam, dan Golkar paling Pancasilais 
misalnya. Secara elektoral, Pancasila tidak bisa diidentikkan dengan 
Islam, atau sebaliknya.

Namun dari survei berbeda yang dilakukan oleh Lembaga Survei 
Nasional (LSN) terdapat perbedaan cukup signifikan mengenai hal 
ini. PKS menduduki peringkat keempat partai yang dianggap paling 
Islami. Persentase terbesar responden (76,9 persen) memper-
sepsikan PKNU sebagai partai yang paling Islami. PPP yang benar-
benar berasas Islam berada di posisi kedua (75,9 persen). Di tempat 
ketiga PKB (67,3 persen), diikuti PKS (63,9 persen). Sementara  
itu, PBB di nomor lima (61,5 persen), lalu PAN (55,3 persen),  
PBR (42,9 persen), dan PMB (20,4 persen).

Grafik 5.2	 Partai Paling islami (versi LSN)
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Dari kedua survei di atas, meskipun memiliki ha�����������������  sil yang berbeda 
setidaknya menunjukkan kebenaran dari kategorisasi yang dibuat 
oleh dua peneliti di atas. Masalah mana partai Islam yang paling Islami 
sepenuhnya tergantung dari persepsi masyarakat yang menilainya.

Pencapaian suara partai Islam dari pemilu ke pemilu

Pencapaian suara partai Islam dari pemilu ke pemilu cenderung 
menunjukkan penurunan. Pada Pemilu 1955 dari enam parpol Islam 
yang ikut berlaga, yakni Masyumi, NU, PSII, Perti, PPTI, dan AKUI, 
akumulasi suara yang berhasil diperoleh 43,9 persen dari total suara 
sah. Perolehan suara tersebut justru semakin kecil dalam pemilu-
pemilu berikutnya. Pemilu 1971 misalnya dengan empat partai Islam 
hanya terkumpul 27,1 persen.

Pada era Orde Baru dimana PPP sebagai satu-satunya partai Islam 
selama lima kali pemilu (1977, 1982, 1987, 1992, 1997) range suara 
tidak lebih dari 16-30 persen persen. Pada pemilu 1999, total suara 
partai Islam (PKB, PPP, PAN, PK, PKNU) anjlok menjadi 36.8 
persen. Untuk lebih jelasnya lihat tabel hasil perolehan kursi partai-
partai pada Pemilu 1999 berikut ini.

Tabel  5.1	 Perolehan suara Partai Pemilu 1999

No. Nama Partai Suara 
DPR

Kursi 
Tanpa SA

Kursi 
dengan SA

1. PDIP 35.689.073 153 154
2. Golkar 23.741.749 120 120
3. PPP 11.329.905 58 59
4. PKB 13.336.982 51 51
5. PAN 7.528.956 34 35
6. PBB 2.049.708 13 13
7. Partai Keadilan 1.436.565 7 6
8. PKP 1.436.565 4 6

9. PNU 679.179 5 3
10. PDKB 550.846 5 3
11. PBI 7.528.956 34 35
12. PDI 2.049.708 13 13
13. PP 655.052 1 1
14. PDR 427.854 1 1
15. PSII 375.920 1 1
16. PNI Front Marhaenis 365.176 1 1
17. PNI Massa Marhaen 345.629 1 1
18. IPKI 328.654 1 1
19. PKU 300.064 7 6
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No. Nama Partai Suara 
DPR

Kursi 
Tanpa SA

Kursi 
dengan SA

20. Masyumi 456.718 1 -
21. PKD 216.675 1 -
22. PNI Supemi 377.137 1 -
23. Krisna 369.719 0 -
24. Partai KAMI 289.489 - -
25. PUI 269.309 - -
26. PAY 213.979 - -
27. Partai Republik 328.564 - -
28. Partai MKGR 204.204 - -
29. PIB 192.712 - -
30. Partai SUNI 180.167 - -
31. PCD 168.087 - -
32. PSII 1905 152.820 - -
33. Masyumi Baru 152.589 - -
34. PNBI 149.136 - -
35. PUDI 140.980 - -
36. PBN 140.980 - -
37. PKM 104.385 - -
38. PND 96.984 - -
39. PADI 85.838 - -
40. PRD 78.730 - -
41. PPI 63.934 - -
42. PID 62.901 - -
43. Murba 78.730 - -
44. SPSI 61.105 - -
45. PUMI 49.839 - -
46. PSP 49.807 - -
47. PARI 54.790 - -
48. PILAR 40.517 - -

Sumber: Komisi Pemilihan Umum (KPU), 1999.

Dalam Pemilu 2004 lalu, nasib parpol Islam sedikit lebih beruntung 
dengan 21,17 persen suara dari 5 parpol Islam yang ada. Hal ini 
tidak lepas dari fenomena PKS dengan perolehan 7,34 persen 
setelah dalam Pemilu 1999 hanya mencapai 1,36 persen. Kalaupun 
diakumulasikan dengan PKB dan PAN akumulasi suara ketujuh 
partai tersebut tidak lebih dari 40 persen.

Dengan demikian pada Pemilu 2004, partai Islam yang terdiri dari 7 
partai hanya memperoleh 231 kursi dari total 550 kursi. Untuk lebih 
jelasnya hasil perolehan partai-partai pada pemilu 2004 dapat dilihat 
dari tabel berikut ini.
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Tabel  5.2	 Perolehan Suara Partai Islam 2004

No. 
Urut Nama Partai Politik Jumlah Suara 

Sah Partai Politik
Jumlah 
Kursi

1. PNI 923.159 1
2. PBSD 636.397 0
3. PBB 2.970.487 11
4. MERDEKA 842.541 0
5. PPP 9.248.764 58
6. PDK 1.313.654 5
7. PIB 672.952 0
8. PNBK 1.230.455 1
9. DEMOKRAT 8.455.225 57
10. PKPI 1.424.240 1
11. PPDI 855.811 1
12. PNUI 895.610 0
13. PAN 7.303.324 52
14. PKPB 2.399.290 2
15. PKB 11.989.564 52
16. PKS 8.325.020 45
17. PBR 2.764.998 13
18. PDIP 21.026.629 109
19. PDS 2.414.254 12
20. GOLKAR 24.480.757 128
21. PANCASILA 1.073.139 0
22. PSI 679.296 0
23. PPD 657.916 0
24. PELOPOR 878.932 2

JUMLAH 113.462.414 550
Sumber: Komisi Pemilihan Umum (KPU), 1999.

Perlu dicatat, total suara partai Islam dalam dua pemilu ini masih 
memasukkan PAN dan PKB. Jika PAN dan PKB dikeluarkan dari 
partai Islam, maka suara partai Islam lebih sedikit. 

Konflik internal

Secara umum, gambaran partai-partai Islam sejak era reformasi 
bergulir banyak diwarnai konflik internal yang berujung pada 
perpecahan partai, sehingga membentuk partai Islam sempalan.  
Contohnya PKB, partai ini telah berulangkali mengalami 
perpecahan antara tokoh utama Gus dur dan tokoh lainnya seperti 
Matori Abdul Jalil, Alwi Shihab, dan terakhir Muhaimin Iskandar. 
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Pada konflik yang muncul setelah Muktamar PKB 2005 di 
Semarang, sejumlah kader yang tersisih dari partai akhirnya 
mendirikan dan bergabung ke dalam Partai Kebangkitan Nasional 
Ulama (PKNU). Partai ini dipelopori oleh sejumlah politisi, antara 
lain Choirul Anam dan kiai khos yang merasa tidak sehaluan lagi 
dengan PKB. Lahirnya PKNU ini diprediksikan membuat suara 
nahdliyin terpecah pada pemilu mendatang, sehingga menyebabkan 
pengurangan suara PKB secara signifikan pada Pemilu 2009.

Kasus yang sama juga mewarnai pilihan politik Muhamadiyah. 
PAN yang selama ini dianggap sebagai partai Muhamadiyah juga 
mengalami perpecahan yang menyebabkan suara Muhammadiyah 
semakin terpolarisasi. Perubahan gaya kepemimpinan PAN pasca 
dipimpin Amien Rais serta kekecewaan kalangan Muhammadiyah 
terhadap PAN yang dianggap gagal menyuarakan aspirasi 
politik warga Muhammadiyah telah membuat kader muda  
Muhammadiyah merasa tidak sehaluan lagi, sehingga lahirlah Partai 
Matahari Bangsa (PMB). Lahirnya PMB ini juga akan membuat 
perolehan suara PAN akan berkurang secara signifikan terutama 
dari warga Muhammadiyah.

Partai Bintang Reformasi (PBR) meskipun tidak mengalami 
perpecahan, namun tampaknya juga akan mengalami pengurangan 
suara. Partai ini dulunya lahir oleh kharisma KH. Zainuddin MZ, 
seiring dengan keluarnya KH Zainuddin MZ maka pamor partai ini 
semakin menurun dan semakin ditinggalkan oleh pendukungnya.

Hal itu menunjukkan, konflik internal parpol Islam tampaknya 
akan menjadi masalah utama sehingga dapat diprediksi akan terjadi 
penggembosan politik pada induk pecahan partai tadi.Bila hal itu 
terjadi maka suara partai Islam akan terus mengalami penurunan.

Memang tidak dapat dipungkiri bahwa parpol yang berdasarkan 
Islam atau menjadikan umat Islam sebagai basisnya, sejauh ini  
belum menunjukkan tanda-tanda menguat dan terkonsolidasi  
dengan baik karena  masih tetap bergumul dengan pelbagai 
masalah internal, yang membuat hampir tidak mungkin untuk 
dapat berkembang menjadi parpol yang kuat dan modern sehingga 
memiliki peluang yang kuat pada 2009.

Satu-satunya partai Islam yang masih mungkin meningkatkan 
perolehan suaranya adalah PKS. Namun, PKS saat ini juga sedang 
bergumul dengan masalah identitas partainya. Sejak dicanangkan 
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sebagai partai plural beberapa waktu lalu PKS sering dilanda pro 
dan kontra. Pergerakan PKS dari partai Islam kanan yang bergerak 
menuju ke tengah menyimpan bara yang bila tidak tertangani dengan 
baik juga akan menjadi bibit perpecahan.

Dalam disertasinya mengenai prospek PKS di Indonesia, Ahmad 
Norma Permana menyatakan bahwa perilaku politik PKS cenderung 
ideologis ketika institusi politik masih tidak menentu (1998 – 2002). 
Menurutnya, secara organisatoris PK waktu itu masih demokratis 
dengan menempatkan Munas sebagai lembaga pengambil kebijakan 
tertinggi. Dalam pemilu PK juga masih meyakini bahwa moralisme 
adalah jalan utama menuju sukses pemilu dan dalam pemerintahan 
PK hanya mau bekerja sama dengan partai Islam.

Sementara itu, setelah menjadi PKS dan melakukan konsolidasi 
demokrasi, perilaku politik PKS makin pragmatis. Dalam organisasi, 
Majelis Syuro menjadi pengambil keputusan tertinggi (oligarkis) dan 
dalam pemilu lebih mengutamakan propaganda politik ketimbang 
dakwah. Dalam pemerintahan PKS juga menomorsatukan jabatan 
dengan kesediaan bekerja sama dengan siapa saja termasuk partai 
Kristen.

Tayangan Iklan PKS yang menampilkan gambar pahlawan nasional 
secara gamblang menunjukkan peralihan identitas tersebut. Hal 
ini rentan menuai konflik. Iklan yang ditayangkan di TV tersebut 
menuai beragam protes, antara lain dari Ketua PP Muhammadiyah, 
Din Syamsudin yang menganggap pemasangan gambar KH. Ahmad 
Dahlan adalah sebuah ketidakpantasan karena KH. Ahmad dahlan 
adalah pendiri Muhammadiyah yang tidak masuk dalam struktur 
politik manapun. ���������������������������������������������������      Penolakan terhadap iklan tersebut juga datang dari 
kalangan Nahdlatul Ulama (NU) karena memuat gambar pendiri 
NU KH. Hasyim Asyari.

Terlepas dari substansi pro dan kontra tersebut, kasus ini 
menujukkan bahwa ada semacam penghalang bagi sesama partai 
Islam dan atau elemen Islam untuk bisa bersatu dan berkonsolidasi 
dengan baik dalam memperjuangkan nilai-nilai politik Islam. Bila 
ini selalu terjadi, maka sangat sulit diharapkan partai Islam mampu 
mendulang perolehan suara yang cukup signifikan untuk paling tidak 
mengimbangi perolehan partai nasionalis sekuler.
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Peluang Partai Islam 2009

Bagaimana prospek partai Islam pada pemilu 2009 ? Hasil survei 
opini publik yang diadakan berbagai lembaga survei menunjukkan 
bahwa perolehan suara partai Islam tidak akan jauh dari hasil 
Pemilu 2004. Survei CSIS misalnya menunjukkan bahwa  sepertiga 
pemilih (30 persen) belum menentukan pilihan. Dari yang sudah 
menentukan pilihan, 20,3 persen menyatakan akan memilih PDI-P; 
18,1 persen memilih Golkar; 11,8 persen menyatakan pilihannya ke 
PKS. �����������������������������������������������������������        Sementara itu, 6,8 persen sudah menentukan pilihan ke PKB, 
Partai Demokrat sebesar 5.2 persen; PPP sebesar 2.7 persen; dan 
PAN sebesar 1,7 persen. 

Grafik 5.3	 Hasil Survey CSIS tentang Pilihan Masyarakat terhadap 
Partai Politik 2009
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Sumber: Hasil Survei CSIS, 2008.

Suara PKS yang menanjak cukup tajam menurut hasil survei ini 
sebagian besar mengambil dari suara PAN dan PPP. ���������������� Artinya, pangsa 
suara PKS bersinggungan langsung dengan partai Islam modernis 
lain seperti PAN, PPP dan PBB. Suara PKB yang akan jatuh ke PKS 
diprediksi kecil. Di samping karena pemilih PKB memiliki loyalitas 
tinggi, juga karena karakteristik sosio-religious dan demografis 
pemilih PKB dan PKS berbeda. Pemilih PKB rata-rata berdomisili di 
wilayah rural, berpendidikan rendah dan berpendapatan menengah 
ke bawah. Pecahan suara PKB diperkirakan lebih banyak lari ke 
PKNU yang memiliki latar socio-kultural yang sama.

Sementara itu, potensi suara PAN diperkirakan cukup besar pindah 
ke PKS  mengingat loyalitas pemilih PAN terhitung rendah, yakni 
hanya 31 persen . Hasil survei menyatakan pada Pemilu 2009 nanti 
sekitar 22,5 persen pemilih PAN pada Pemilu 2004 yang akan 
menjatuhkan pilihan pada PKS. 
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Sementara itu pemilih PKS pada Pemilu 2004 yang akan tetap 
memilih PKS pada Pemilu 2009 sebesar 75,4 persen. Ini rekor 
tertinggi loyalitas pemilih. Peringkat kedua, Golkar (61 persen), 
disusul PDI-P (55,1 persen), dan PKB (48, 5 persen). Tingkat 
loyalitas pemilih Partai Demokrat terhitung paling rendah 
(18,7 persen). Ini bukti bahwa Pemilih partai Demokrat adalah  
swing voters dan fenomena sesaat. 

Hasil survei LSI juga mendapatkan bahwa bila pemilu 
diadakan pada bulan September 2008, ternyata masyarakat 
menjatuhkan pilihan kepada partai Islam sebanyak 16,6 persen. 
Sementara yang lain menjatuhkan pilihan kepada partai non-
Islam sebanyak 60 persen sedangkan sebanyak 24,4 persen  
menyatakan belum tahu akan memilih partai yang mana.

Grafik 5.4		  Partai yang akan Dipilih bila Pemilihan Anggota 
DPR dilakukan Sekarang
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Sumber: Survei LSI, September 2008.

Hasil survey LSI ini menunjukkan bahwa secara umum, Muslim, 
lepas dari berbagai faktor yang mempengaruhinya, cenderung 
memilih partai non-Islam. Kecenderungan sikap elektoral ini stabil 
atau bahkan menguat dalam empat tahun terakhir.

Berkaca pada hasil jajak pendapat tersebut, partai-partai yang 
berasas Islam atau berbasis massa Islam perlu mencari strategi yang 
matang untuk mengembangkan suara di luar suara tradisional. Dari 
34 partai baru, setidaknya terdapat sembilan parpol Islam ataupun 
parpol yang berbasiskan ormas Islam. Dari 9 parpol tersebut bisa 
dikatakan mempunyai basis massa yang sama, sehingga pertarungan 
antar parpol Islam tersebut hanya akan memperebutkan suara 
yang ada terutama konstituen partai I,slam yang terlebih dahulu 
mengikuti pemilu seperti PAN, PBB, PBR dan PKB
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Penutup

Seperti yang disampaikan di awal tulisan ini, dinamika politik Islam 
di Indonesia selalu menarik dan unik untuk ditelaah dibandingkan 
dengan negara Islam lainnya. Secara sosiologis, masyarakat 
Indonesia mayoritas beragama Islam, tetapi setiap kali pemilu digelar 
mulai dari 1955 hingga 2004, parpol yang berbasiskan Islam tetap 
saja mendapatkan dukungan minoritas. �����������������������������   Kondisi seperti ini diyakini 
masih akan terulangi pada Pemilu 2009 mendatang. 

Hal ini membuktikan bahwa embel-embel agama tidak cukup ampuh 
dipakai untuk menarik simpati dan dukungan konstituen. Realitas 
menunjukkan bahwa wacana keagamaan belum bisa dijadikan 
entry point untuk merebut dukungan pada parpol yang bernuansa 
keagamaan. Tapi benarkah hasil pemilu ini merupakan sinyal yang 
jelas bahwa mayoritas Muslim sudah tak lagi menganggap penting 
simbol-simbol Islam dalam politik dan lebih peduli pada substansi? 

Jika memang demikian, ini mungkin bisa dilihat dari dua arah yang 
saling terkait. Pertama, kaum Muslim lebih peduli untuk menjadikan 
Islam sebagai etika sosial, lebih mementingkan agar segala urusan 
kemasyarakatan—termasuk politik— dipengaruhi dan disemangati 
oleh nilai-nilai agama, seperti kejujuran, keadilan, dan sebagainya. 

Kesimpulan ini dapat ditarik, mengingat dalam lima belas tahun 
terakhir “Islam kultural” jelas menampakkan perkembangan yang 
sangat mengesankan di negeri ini. Jadi, “ketidakpedulian” Muslim 
pada “Islam politik” bukan karena mereka menganggap politik 
tidak penting, melainkan justru karena meningkatnya kesadaran 
keagamaan mereka pada hal-hal yang jauh lebih penting daripada 
simbol. 

Kedua, berkaitan dengan itu, umat Muslim makin percaya 
bahwa adalah mungkin kepentingan umat Islam diperjuangkan 
perwujudannya oleh para politisi dari luar lingkungan “Islam politik”, 
atau bahkan kalangan non-Muslim.�

Sepanjang tahun 2008, di antara partai-partai Islam yang cukup 
mengalami kemajuan berarti dilihat dari sikap elektoral pemilih 
adalah PKS. Tapi kemajuan PKS ini tidak mengancam suara dari 
partai-partai non-Islam, seperti PDIP, Golkar, dan Demokrat. 
Meningkatnya dukungan pada PKS di satu pihak dan di pihak lain 

�	�����  ��������� A. Saefudin, Nasib Partai Politik Islam Indonesia Menjelang Pemilu 2009, makalah, 2009.

*****
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suara partai-islam lainnya mengalami penurunan mengindikasikan 
bahwa kenaikan dukungan pada PKS terjadi dengan menggerogoti 
partai-partai Islam yang lain.

Lalu, bagaimana sesungguhnya peluang partai-partai Islam 
menghadapi pemilu 2009 ?

Melihat dinamika dan fakta yang ada, peluang parpol Islam 
maupun berbasis massa Islam tidak akan besar pada 2009. Faktor 
penyebabnya antara lain, konflik internal yang masih melanda 
sebagian partai Islam serta masih kurang responsifnya partai 
Islam terhadap kondisi masyarakat yang diperparah oleh ideologi 
partai yang eksklusif. Faktor lain yang tak kalah pentingnya adalah 
kepemimpinan yang sentralistik, memiliki ego yang tinggi sehingga 
sulit untuk menyatukan berbagai kepentingan untuk menjadi isu 
utama dalam memperjuangkan nilai-nilai Islami.

Bila partai Islam ingin mempertahankan suara pemilihnya atau 
bahkan meningkatkan pemilihnya, meminjam istilah Burhanuddin 
Muhtadi, dibutuhkan pembenahan yang menyeluruh baik intra 
ataupun ekstra. Diantaranya adalah:

Pertama, parpol Islam harus segera melakukan rekonstruksi dan 
penataan mendasar agar posisinya pada 2009 meningkat dan 
membaik.

Kedua, partai-partai Islam harus mempersiapkan kader-kadernya 
yang berkualitas untuk memberikan masukan yang dapat 
memberikan solusi dan menyelesaikan persoalan kebangsaan yang 
multidimensi di segala bidang kepada penyelenggara negara.

Ketiga, parpol Islam hendaknya responsif terhadap kondisi yang 
terjadi di masyarakat dengan menjalankan program yang dapat 
menyelesaikan masalah riil masyarakat. Antara lain masalah tenaga 
kerja/pengangguran, kemiskinan, dan pendidikan. Parpol Islam harus 
merevitalisasi politik yang simbolik menjadi politik yang substantif, 
dalam arti menjabarkan secara jelas visi dan misi keislaman ke dalam 
program dan kerja politik yang relevan di masa kini.

Keempat, partai Islam harus lebih mengedepankan kepentingan 
jangka panjang daripada jangka pendek partai. Kepentingan jangka 
panjang dalam arti tidak terjebak pada kekuasaan karena kekuasaan 
akan menjadikan partai-partai Islam melupakan tujuan jangka 
panjangnya. 
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Kelima, Kalau target elektoralnya adalah menjadi partai terbesar, 
maka partai Islam harus keluar dari captive market-nya dengan 
merambah konstituen baru yang selama ini bernaung di rumah-
rumah partai nasionalis. Partai Islam harus mengekplorasi dan 
menawarkan program-program untuk kesejahteraan rakyat yang 
lebih terukur, dan tidak lagi mengandalkan retorika yang menguatkan 
sentimen keagamaan. �����������������������������������������������       Bila tidak maka partai Islam hanya akan saling 
memakan (kanibalisasi) satu sama lain.
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Pemilu Multi Partai,  
Pemilu Multi Disfungsi

— Aly Yusuf —

Pergeseran pemahaman berdemokrasi masyarakat Indonesia ke 
arah yang lebih obyektif dan realitas semakin jelas terlihat sesuai 
dengan perkembangan pola pikir dan pola tindak berpolitik secara 
luas. Pergeseran tersebut bisa dilihat pada sistem pemilihan umum 
(pemilu) Indonesia. 

Sistem pemilu diawali konsep multi partai dengan mengakomodir 
hak politik individu masyarakat yang dijamin undang-undang, 
kemudian diganti dengan sistem penyederhanaan pemilu yang 
membatasi ruang politik masyarakat melalui konsep fusi partai, dan 
pada akhirnya kembali lagi kepada sistem multi partai.

Perubahan ini jika ditelusuri secara mendalam menjelaskan adanya 
keinginan kuat dari seluruh masyarakat Indonesia, baik yang terlibat 
aktif dalam praktek politik teknis maupun hanya sebagai penikmat 
dan pemerhati politik untuk menghargai dan menjunjung tinggi hak 
politik secara individu yang telah dijamin oleh undang-undang. Selain 
itu, kondisi ini menjelaskan adanya peningkatan kesadaran politik 
di masyarakat dalam menuntut keterlibatan politik secara individu 
yang selama ini kurang mendapat posisi di ranah politik. 

Setidaknya terdapat 5 kali sistem pemilu multi partai yang telah 
terjadi di Indonesia. Pertama, pemilu multi parpol di Orde Lama, 
yakni Pemilu 1955 (diikuti 172 peserta); kedua, pemilu pertama 
yang digelar Orde Baru tahun 1971 diikuti 10 parpol; ketiga, 
Pemilu 1999 diikuti 48 parpol; dan keempat, Pemilu 2004 dengan 
peserta 24 parpol; dan kelima, Pemilu 2009 dengan 34 parpol. 
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Sedangkan sistem pemilu yang menggunakan sistem fusi dengan 
3 partai telah terjadi sebanyak 5 kali, yaitu tahun 1977, 1982, 
1987, 1992 dan 1997. 

Pemilihan Umum (Pemilu) 2009 semakin lengkap paska 
ditetapkannya peserta pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) 
pada 7 Juli 2008 sebanyak 34 parpol. Keputusan KPU tersebut 
sesuai dengan Pasal 315 dan Pasal 316 Undang-Undang (UU) 
Nomor 10/2008 tentang Pemilu Legislatif. Adapun ke-34 peserta 
terdiri atas 16 parpol lolos tanpa verifikasi karena karena memiliki 
kursi DPR RI hasil Pemilu 2004. 

Sedangkan 18 parpol lolos verifikasi faktual yang dilakukan oleh 
KPU. Selain itu, terdapat 17 parpol lainnya yang dinyatakan tidak 
lolos verifikasi faktual. Penetapan ini dari sisi jenis pemilu semakin 
menegaskan bahwa sistem politik Indonesia lebih berorientasi 
pada sistem multipartai yang mengakomodir hak politik individu 
masyarakat. Perkembangan pemilu dari waktu ke waktu dapat 
dilihat pada Tabel 6.1 dan Tabel 6.2 berikut ini. 

Tabel 6.1	 Perkembangan Pemilu dari Tahun ke Tahun

No Tahun Periode Sistem 
Pemilu Peserta Perolehan

1 1955 Orde Lama Multipartai 172 Kursi habis dibagi setiap daerah 
pemilihan

2 1971 Orde Baru Multipartai 10 Kiesquotient dan stembus accord

3 1977 Orde Baru Fusi 3 Kiesquotient dan stembus accord

4 1982 Orde Baru Fusi 3 Kiesquotient dan stembus accord

5 1987 Orde Baru Fusi 3 Kiesquotient dan stembus accord

6 1992 Orde Baru Fusi 3 Kiesquotient dan stembus accord

7 1997 Orde Baru Fusi 3 Kiesquotient dan stembus accord

8 1999 Orde Reformasi Multipartai 48 Proporsional dengan Varian Roget

9 2004 Orde Reformasi Multipartai 24 Kursi habis dibagi setiap daerah 
pemilihan

10 2009 Orde 
Pembangunan

Multipartai 34 Kursi habis dibagi setiap daerah 
pemilihan

Di bawah ini terdapat tabel perbandingan pelaksanaan pemilu sejak 
tahun 1955 hingga pemilu tahun 2009 yang menggambarkan adanya 
beberapa perubahan  signifikan dalam peraturannya sebagai payung 
hukum pemilu, perubahan substansi dalam sistem pemilu, serta hasil 
yang diperoleh akibat adanya perubahan-perubahan yang terjadi. 
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Akan tetapi, perubahan-perubahan tersebut tidak serta-merta 
meningkatkan kualitas pemilu yang selama ini menjadi harapan 
undang-undang, khususnya keterlibatan aktif masyarakat dan 
terlaksanakannya fungsi-fungsi parpol sebagai kepanjangan tangan 
dari kepentingan politik masyarakat.   

Tabel 6.2 	 Perubahan Substansi Pemilu

No Tahun Dasar Hukum Substansi Hasil

1 1955 -	Maklumat X / Maklumat 
Wakil Presiden  
Mohammad Hatta, 3 
November 1945

-	UU Nomor 27/1948 
tentang Pemilu

-	UU Nomor 12/1949 
tentang Pemilu sebagai 
perubahan undang 
undang sebelumnya.

-	Pasal 57 UUDS 1950 
tentang anggota DPR 
dipilih  

-	UU Nomor 7/1953 
tentang Pemilu

-	Anjuran Pembentukan 
Partai-Partai Politik

-	Pemilu DPR dan 
MPR diselenggarakan 
Januari 1946

-	Pemilu dilaksanakan 
bertingkat (tidak 
langsung) tetapi setelah 
keluarnya UU Nomor 7/ 
1953 pemilu bertingkat 
tidak berlaku.

-	Pejabat negara ada 
di partai sehingga 
diperbolehkan tidak 
netral

-	Pemilu dilaksanakan 2 kali, yaitu 29 
September 1955 memilih anggota 
DPR dan 15 Desember 1955 memilih 
anggota dewan konstituante. Pemilu 
ini tidak selaras dengan Maklumat 
X yang tidak menegaskan adanya 
pemilihan dewan konstituante

-	Keterlambatan pelaksanaan pemilu 
disebabkan ketidaktersediaan 
perangkat undang-undang 
penyelenggaraan pemilu dan belum 
stabilnya kondisi keamanan negara 
akibat konflik internal antar kekuatan 
politik yang ada waktu itu

-	Pemilu berlangsung aman, lancar, 
jujur dan demokratis dan  sehat dalam 
berkompetisi yang diikuti 172 pihak

-	Tidak ada penggunaan fasilitas 
negara

2 1971 -	UU Nomor 15/1969 
tentang Pemilu

-	UU Nomor 16 
tentang Susunan dan 
Kedudukan MPR, DPR 
dan DPRD

-	Pejabat negara netral
-	Ketentuan tentang 

kepartaian (tanpa UU) 
kurang lebih sama 
dengan yang diterapkan 
Presiden Sukarno.  

-	Pengurangan jumlah 
partai melalui undang 
undang yang ditetapkan

-	Pemilu dilaksanakan 5 Juli 1971
-	Pejabat negara netral tetapi pemilu 

1971 ada keberpihakan kepada Partai 
Golkar

-	Pemilu hanya diikuti 10 partai 
dan kompetisi tidak sebaik pemilu 
sebelumnya

3 1977 -	UU Nomor 3/1975 
tentang Partai Politik 
dan Golkar

-	Terjadinya fusi partai 
yang diatur dan 
ditegaskan oleh undang 
undang

-	Pemilu dilaksanakan 2 Mei 1977
-	Pemilu dilaksanakan lebih periodik
-	Peserta Pemilu hanya dua partai 

politik (PDI dan PPP) dan Golkar
-	Perolehan suara Partai Golkar 

tertinggi 
4 1982 Sesuai dengan aturan 

Pemilu 1971 dan 1977
Sesuai dengan Pemilu 
1971 dan 1977

-	Pemilu dilaksanakan 4 Mei 1982
-	Hasil tidak berbeda jauh dengan 

sebelumnya
5 1987 Sesuai dengan aturan 

Pemilu 1971 dan 1977
Sesuai dengan Pemilu 
1971 dan 1977

-	Pemilu dilaksanakan 23 April 1987
-	Hasil yang diperoleh DPP PDI hasil 

kongres 1986 oleh Menteri Dalam 
Negeri Soepardjo Rustam berhasil 
menambah kursi yang signifikan 
menjadi 40 Kursi. 

6 1992 Sesuai dengan aturan 
Pemilu 1971 dan 1977

Sesuai dengan Pemilu 
1971 dan 1977

-	Pemilu dilaksanakan 9 Juni 1992
-	Perolehan Partai Golkar turun dari 

73,16 persen menjadi 68,10 persen
-	Perolehan suara PDI bertambah 16 

Kursi
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No Tahun Dasar Hukum Substansi Hasil

7 1997 Sesuai dengan aturan 
Pemilu 1971 dan 1977

Sesuai dengan Pemilu 
1971 dan 1977

-	Pemilu dilaksanakan 29 Mei 1997
-	Perolehan suara Partai Golkar 

tertinggi
-	Perolehan suaran PDI menurun 

tajam akibat ada konflik antara PDI 
pimpinan Soerjadi dan Megawati 
Soekarno Putri

-	Pemilu dinilai banyak kecurangan 
sehingga banyak protes seperti 
halnya pembakaran kotak suara di 
Sampang dan Madura.

8 1999 -	UU tentang Partai 
Politik

-	UU tentang Pemilu
-	UU tentang Susunan 

dan Kedudukan MPR, 
DPR, dan DPRD

-	Adanya pergantian 
kepimpinan dari 
Presiden Soeharto 
ke Wakil Presiden BJ 
Habibie

-	Percepatan Pemilu 
dengan memperpendek 
masa jabatan 
habibie menjadi 13 
bulan (1999) yang 
seharusnya berakhir di 
tahun 2003.

-	Pemerintah membentuk 
Komisi Pemilihan 
Umum (KPU) untuk 
melaksanakan pemilu

-	Pemilu dilaksanakan 7 Juni 1999
-	Pemilu diikuti 48 partai (multi partai)
-	Pemilu berlangsung aman, tertib, dan 

lancar
-	Muncul penolakan oleh 27 partai 

politik tentang hasil pemungutan 
suara dan pembagian kursi karena 
dinilai belum jujur dan adil

-	Perolehan suara PDI Perjuangan 
tertinggi

9 2004 UU Pemilu yang 
digunakan pada Pemilu 
1999

- - Pemilu dilaksanakan 5 Juli 2004 
(Putaran I) dan 20 September 2004 
(putaran II)

- Partai Golkar memperoleh suara 
tertinggi

Sumber fakta dan Review, diolah.

III. Gender Dalam Pemilu

Sesuai UU Nomor 2/2008 tentang Partai Politik Pasal 2 ayat 
5, Pasal 20, dan Pasal 51 ayat 2, partai politik peserta pemilu 
harus menyertakan sekurang kurangnya 30 persen keterwakilan 
perempuan pada kepengurusan partai politik. 

Hal ini pun dipertegas UU Pemilu Nomor 10/ 2008 Pasal 52 dan 
Pasal 53 yang menyatakan bahwa setiap partai politik harus 
mengikutsertakan 30 persen perempuan dalam daftar calon legislatif. 
Untuk pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD memuat paling sedikit 
30 persen keterwakilan perempuan.

Jika melihat pelaksanaan pemilu sejak tahun 1955, keterlibatan 
perempuan dalam perkembangan politik nyata adanya meskipun 
bukan sebagai penentu kebijakan melainkan sebagai pelengkap, 
dapat dikatakan sebagai langkah maju. Apalagi keterwakilan 
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perempuan tidak hanya di partai politilk melainkan di lembaga 
legislatif. Di bawah ini terdapat data keterlibatan perempuan 
selama pelaksanaan pemilu dilakukan. 

Tabel 6.3	 Jumlah Perempuan di DPR RI (1950 -2009)

Periode DPR RI Perempuan Jumlah Persentase

1950 – 1955 9 236 3.8

1955 – 1960 17 272 6.3

1956 – 1959 25 488 5.1

1971 – 1977 36 460 7.8

1977 – 1982 29 460 6.3

1982 – 1987 39 460 8.5

1987 – 1992 65 500 13

1992 – 1997 62 500 12.5

1997 – 1999 54 500 10.8

1999 – 2004 45 500 9

2004 – 2009 63 550 11.8
Sumber	 : 	 Jurnal Perempuan, 19, hal. 19-36; Komisi Pemilihan Umum (2004), dan 

sumber lain diolah. 

Dari data di atas terlihat bahwa proporsi perempuan masih 
berada di bawah 15 persen jauh dari ketentuan seharusnya yang 
mengharapkan keterlibatan perempuan bisa mencapai 30 persen. 
Kondisi ini disebabkan karena partai politik tidak menempatkan calon 
perempuan di nomor urut jadi meskipun calon tersebut berkualitas. 
Partai politik lebih menempatkan perempuan sebagai aliansi strategis 
penjaringan massa kepartaian non-struktural karena alat partai tidak 
mampu menarik pemilih kaum perempuan.  

Tabel di bawah ini menggambarkan secara umum bahwa 
perempuan yang duduk di DPR Persentase tertinggi dicapai pada 
periode 1987-1992, yaitu 13 persen dibanding yang lain. Banyak hal 
yang menyebabkan hal itu terjadi. Antara lain, partai politik belum 
memberikan ruang yang besar bagi kaum perempuan untuk terlibat 
aktif dalam politik praktis dan belum banyaknya institusi/lembaga 
underbow perempuan. Hal lain menurut International Institute of 
Democracy and Electoral Assistance (IDEA, 2003) adalah rendahnya 
tingkat pendidikan perempuan, norma-norma sosial yang lebih 
berorientasi pada norma laki -laki, dan kurangnya dukungan media. 
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Kondisi ini pada hakikatnya tidaklah terjadi di Indonesia, tetapi juga 
di negara -negara lainnya di dunia. Menurut organisasi parlemen 
dunia, (IPU-Inter-Parliamentary Union), sampai pada 30 April 2005, 
jumlah perempuan di parlemen di seluruh dunia hanya 15,9 % dari 
43,076 total anggota parlemen nasional seluruh dunia. 

Hanya ada 17 negara yang memiliki lebih dari 30 persen perempuan 
di parlemennya (IPU, 2005). Di negara -negara Arab, seperti Saudi 
Arabia, Uni Emirat Arab dan Kuwait, semua anggota parlemen 
nasionalnya adalah laki-laki. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa 
tidak seperti halnya laki -laki, perempuan belum terlibat secara 
maksimal dalam proses pengambilan kebijakan-kebijakan di negara 
mereka. Padahal populasi perempuan adalah separuh dari populasi 
manusia di dunia ini.

Tabel 6.4	 Perbandingan Jumlah Perempuan  
Di DPR Setiap Partai Politik

No Partai Politik
2004 – 2009 1999 - 2004

Perempuan Laki-Laki Jumlah Perempuan Laki-Laki Jumlah

Partai Golkar 12 (14,28%) 114 (85,71%) 133 16 (13,3%) 104 (86,7%) 120

PDI-P 12 (11,11%) 96 (88,88%) 108 15 (9,8%) 138 (90,2%) 153

PPP 3 (5,26%) 54 (94,74 %) 57 3 (5,2%) 55 (94,8%) 58

Partai Demokrat 8 (14,04%) 49 (85,71%) 57 0 0 0

Partai Kebangkitan 
Bangsa 7 (13,20%) 46 (86,79%) 53 3 (5,9%) 48 (94,45%) 51

Partai Amanat Nasional 7 (13,20%) 42 (85,71%) 49 2 (4,9%) 39 (94,1%) 41

Partai Keadilan Sejahtera 5 (10,41%) 43 (89,58%) 48 0 0 0

Partai Bintang Reformasi 2 (15,38%) 11 (84,61%) 13 0 0 0

Partai Bulan Bintang 0 11 (100%) 11 12 (92,3%) 12 (92,3%) 13

Partai Damai Sejahtera 2 (25%) 8 (75%) 10 0 0 0

Partai Keadilan dan 
Persatuan Indonesia 0 3 (100%) 3 0 0 0

Partai Merdeka 0 3 (100%) 2 0 0 0

Partai Karya Peduli 
Bangsa 0 2 (100%) 2 0 0 0

P. Persatuan Demokrasi 
Kebangsaan 0 2 (100%) 2 0 0 0

Partai Perhimpunan 
Indonesia Baru 0 1 (100%) 1 0 0 0

Partai Penegak 
Demokrasi Indonesia 0 1 (100%) 1 0 0 0

Total 65 (11,81%) 485 (88,19%) 550 40 (9,2%) 396 (90,8%) 436*

*jumlah total wakil DPR RI tahun 1999-2004 adalah 500 orang (sisanya perwakilan TNI 
dan partai partai lain yang tidak lolos electoral threshold).
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Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan daftar calon 
legislatif tetap (DCT) untuk Pemilu 2009. Total calon legislatif 
(caleg) dalam DCT mencapai 11.301 orang. Dari jumlah itu, 7.391 di 
antaranya laki-laki, sedangkan 3.910 perempuan sebanding dengan 
34,60 persen. Berikut perincian untuk tiap parpol antara lain 

Tabel 6.5	 Proporsi Caleg Perempuan Tiap Partai  
Pada Pemilu 2009

No Partai Politik Laki Laki Perempuan %

1 Partai Hanura 419 186. 30,74
2 Partai Karya Peduli Bangsa 86 55 39.01
3 Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia 154 125 44,80
4 Partai Peduli Rakyat Nasional 213 75 26,04
5 Partai Gerakan Indonesia Raya 280 116 29,29
6 Partai Barisan Nasional 172 104 37,68
7 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 173 142 45,08
8 Partai Keadilan Sejahtera 367 212 36,61
9 Partai Amanat Nasional 419 177 29,70

10 Partai Perjuangan Indonesia Baru 35 20 36,36
11 Partai Demokrasi Pembaruan 238 164 40,80
12 Partai Kedaulatan 157 91 36,84
13 Partai Persatuan Daerah 91 68 42,77
14 Partai Kebangkitan Bangsa 264 134 33,67
15 Partai Pemuda Indonesia 182 96 34,53
16 Partai Nasional Indonesia Marhaenisme 76 39 33,91
17 Partai Karya Perjuangan 131 68 34,17
18 Partai Matahari Bangsa 180 123 40,59
19 Partai Penegak Demokrasi Indonesia 35 15 30
20 Partai Demokrasi Kebangsaan 158 103 41,04
21 Partai Republika Nusantara 162 69 29,87
22 Partai Pelopor 68 41 37,61
23 Partai Golongan Karya 447 194 30,27
24 Partai Persatuan Pembangunan 345 127 26,91
25 Partai Damai Sejahtera 207 116 35,91
26 Partai Nasional Banteng Kerakyatan Indonesia 115 58 33,53
27 Partai Bulan Bintang 262 133 33,67
28 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 405 222 35,41
29 Partai Bintang Reformasi 187 127 40,45
30 Partai Patriot 94 23 19,66
31 Partai Demokrat 50 221 32,94
32 Partai Kasih Demokrasi Indonesia 99 47 32,19
33 Partai Indonesia Sejahtera 194 123 38,80
34 Partai Kebangkitan Nasional Ulama 195 99 33,67
35 Partai Merdeka 58 31 34,83
36 Partai Nahdlatul Ummah Indonesia 56 45 44,55
37 Partai Sarikat Indonesia 82 45 35,43
38 Partai Buruh 145 76 34,39
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Tabel 6.6	L ima Besar Caleg Perempuan Parpol Untuk DPR RI di 
Bawah Kuota 30 Persen

No Partai Politik %

1 Partai Patriot 19,66
2 Partai Peduli Rakyat Nasional 26,04
3 PPP 26,91
4 Partai Gerindra 29,29
5 PAN 29,70

Tabel 6.7	L ima Besar Caleg Perempuan Parpol Untuk DPR RI di 
Atas Kuota 30 Persen

No Partai Politik %

1 PKPI 45,08
2 Partai Pekerja Pengusaha Indonesia 44,80
3 Partai Nahdlatul Ummah 44,55
4 Partai Persatuan Daerah 42,77
5 Partai Bintang Reformasi 40,45

IV. Multi Partai Multi Disfungsi

Hasil verifikasi sesuai aturan yang ditetapkan, Komisi Pemilihan 
Umum (KPU) menyatakan bahwa 38 parpol telah memenuhi 
syarat untuk ikut dalam Pemilihan Umum April 2009 mendatang. 
Jumlah partai politik yang ikut lebih banyak dibanding Pemilu 2004. 
Hal ini menggambarkan adanya peningkatan iklim demokrasi yang 
berkualitas dan menjadi euphoria baru masyarakat karena salah satu 
ciri negara demokratis adalah kebebasan warga negaranya untuk 
mendirikan Parpol. 

Namun, di sisi lain, jumlah parpol yang meningkat dari sebelumnya 
menegaskan adanya upaya untuk memanipulasi kondisi politik yang 
tidak jelas untuk meraih target kekuasaan dan akses ekonomi yang 
lebih baik guna peningkatan kesejahteraan kelompoknya. 

Dari 34 parpol yang lolos verifikasi KPU, dapat dikategorikan menjadi 
tiga kelompok. Pertama, parpol lama yang bermetamorfosa dengan 
nama baru karena pada Pemilu 2004 lalu tidak memenuhi jumlah 
perolehan suara minimal atau electoral threshold. Kelompok parpol 
tetap dimainkan oleh pengurus lama dengan visi dan misi yang sama, 
tetapi berbeda dari penggunaan simbol dan nama. 
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Contohnya adalah PKR yang salah satu pendirinya Dawam Rahardjo 
seorang cendekiawan yang dulu bergabung di Partai Amanat 
Nasional (PAN) dan mantan politisi Partai Damai Sejahtera. 

Kedua, kelompok parpol baru paduan pengurus lama 
dan pengurus baru yang ditandai adanya pertentangan/
konflik internal partai-partai lama/partai besar, seperti 
lahirnya Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP) yang dipimpin Roy 
BB Janis dan Laksamana Sukardi, pecahan PDIP; atau partai NKRI 
yang digagas Sys Ns mantan politisi Partai Demokrat. 

Ketiga, kelompok partai baru hasil penggabungan partai-partai kecil 
yang dulunya memperoleh suara kecil dan terancam oleh mekanisme 
verifikasi Depkeham dan KPU, maupun electoral threshold, misalnya 
Partai Kristen Bersatu. 

Keempat, kelompok partai-partai baru yang digagas oleh aktivis 
gerakan rakyat, gerakan mahasiswa, LSM, serikat buruh, serikat tani, 
atau pekerja seni, seperti Partai KP-Partai Persatuan Pembebasan 
Nasional (PAPERNAS) dan Partai Pesyarikatan Rakyat (PPR) .

Namun, dari keempat kelompok parpol ini memiliki kesamaannya, 
yaitu ketidakjelasan program dan langkah konkret untuk mengatasi 
berbagai persoalan bangsa.  Kekurangan tersebut berdampak pada 
tidak adanya upaya konkret parpol untuk melaksanakan fungsinya 
secara efektif dan konsisten. Padahal parpol adalah representasi dari 
berbagai kepentingan, pandangan, dan ideologi yang berbeda dalam 
masyarakat yang keberadaannya diatur oleh undang-undang. 

Atas dasar kondisi di atas, kita selayaknya bertanya perihal visi, 
landasan, maksud, dan tujuan pendirian parpol yang semakin jauh 
dari seharusnya agar masyarakat dapat lebih kritis dan arif dalam 
menyikapi menjamurnya jumlah parpol di Indonesia. 

Hasil perolehan suara partai partai yang ikut pemilu sejak 
tahun 1950 hingga sekarang menggambarkan fluktuasi yang 
siginifikan. Kejadian ini didasari oleh berubahnya pandangan-
pandangan masyarakat terhadap partai politik dan sistem 
politik yang diterapkan. Berubahnya pandangan masyarakat 
didasari oleh inkonsistensi partai dalam memperjuangkan 
kepentingan kepentingan masyarakat sebagai pendukungnya,  
dikalahkan kepentingan partai sesaat untuk kekuasaan. 
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Faktor lainnya yang mengakibatkan terjadinya fluktuasi adalah 
sistem politik yang berubah mengikuti kepentingan penguasa pada 
periode itu. Berikut tabel yang menjelaskan tentang perkembangan 
perolehan suara partai partai selama pemilu dilaksanakan.

Tabel 6.8	 Hasil Perolehan Pemilu 

No Partai
1955 1971 1977 1982 1987 1992 1997 1999 2004
% Ku rsi % Kursi % Kursi % Kursi % Kursi % Kursi % Kursi % Kursi % Kursi

1 PNI 22,3 57 6,93 20

2 Masyumi 20,9 57 5,36 24

3 NU 18,4 45

4 PKI 16,4 39

5 PSII 2,89 8 2,39 10

6 Parkindo 2,66 7 2,44 10

7 Katolik 2,04 6 18,68 58

8 PSI 1,99 5

9 IPKI 1,43 4 0 0

10 PRN 1,28 4

11 Sekber Golkar 62,8 227

12 Murba 0,08 0

13 Perti 0,62 2

14 Golkar 62,11 232 64,34 242 73,16 299 68,10 282 74,51 325 22,44 120 27,71 128

15 PPP 29,29 99 27.78 94 15,97 61 17,10 62 22,43 89 10,71 59 12,55 58

16 PDI 8,6 24 7,88 24 10,87 40 14,89 56 3,06 11 2

17 PDIP 33,74 154 23,59 109

18 PKB 12,61 51 11,26 52

19 PAN 7,12 35 11,26 52

20 PBB 13 2,38 11

21 PK 6

22 PKP 3

23 PNU 3

24 PDKB 3

25 PBI 2

26 Demokrat 12,34 57

27 PKS 9,74 54

28 PBR 2,81 13

29 PDS 2,60 12

Pemilu 1955 yang monumental dan diikuti 30 partai lebih 
dilaksanakan dua tahap: memilih anggota DPR-RI (29 September 
1955) dan memilih Konstituante (15 Desember 1955). Hasilnya, 
PNI mendapat dukungan 22,3 persen (dengan 57 kursi), Masyumi 
20,9 persen (juga 57 kursi), NU 18,4 persen (45 kursi), dan PKI 16,4 
persen (39 kursi), PSII 2,89 persen (8 kursi), Partai Kristen 2,66 
persen (kursi), Partai Katolik 2,04 persen (6 kursi), PSI 1,99 persen 
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(5 kursi), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia 1,43 persen 
(4 kursi), dan Partai Rakyat Nasional 1,28 persen (4 kursi) – ada 8 
partai yang masing-masing mendapat 1 kursi di DPR. 

Dari fakta pemilu 1955, partai Islam (secara gabungan) memperoleh 
total dukungan 42,5 persen (Masyumi 20,9, NU 18,4, PSII 2,89, 
Pergerakan Tarbiyah islamiyah/Perti, 1,28, dan Partai Tarikat Islam 
0,22). Jika dikurangi dan atau ditambah dengan partai agama 
lain (Parkindo 2,66 persen dan partai katolik 2,04 persen) meraih 
total dukungan 4,7 persen, maka sisa suara untuk partai nasional 
berbagai aliran mencapai 52,89 persen. Artinya, faktanya, sejak 
semula partai Islam yang diwakili lima partai Islam tidak merupakan 
pilihan mayoritas umat Islam di Indonesia yang waktu itu dikatakan 
95 persen dari populasi penduduk Indonesia. 

Peta ini kelihatan konsisten pada pemilu-pemilu selama rezim Orde 
baru (1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997), bahkan cenderung 
menurun sampai pemilu pasca Reformansi 2004 kembali mendekati 
posisi hasil pemilu 1955.  Dari 10 partai, terbagi partai Islam (NU, 
Parmusi, Perti dan PSII), dua partai Kristen-Katolik (parkindo dan 
Partai katolik), dan sisanya partai nasionalis (Sekber Golkar, PNI, 
IPKI, dan Murba). 

Hasilnya: Sekber Golkar 62,8 persen (227 kursi), PNI 6,93 persen 
(20 kursi), IPKI 0,61 persen dan Murba 0,08 persen sama-sama 
tidak dapat kursi dengan total dukungan 72,42 persen. Parkindo 
dan katolik 2,44 persen/10 kursi. Sisanya, hanya 27,12 peren untuk 
keempat partai Islam (NU 18,68 persen/58 kursi, Parmusi 5,36 
persen/24, PSII 2,39 persen/10, Perti 0,69 persen/2 kursi). 

Menjelang pemilu 1977 dilakukan fusi: keempat partai Islam menjadi 
Partai Persatuan pembangunan (PPP), tiga partai nasional (PNI, 
IPKI, dan Murba) dan dua Kristen (Parkindo dan Partai Katolik) 
menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI), dan satunya Golongan 
karya (Golkar). Hasil Pemilu 1977: Golongan Karya 62,11 persen/232 
kursi, PPP 29,29 persen/99 kursi, dan PDI 8,6 persen/29 kursi. 

Ada seikit kenaikan perolehan gabungan partai Islam yang sudah 
difusikan dari 27,12 persen menjadi 29,99 persen (bertambah 2,87 
poin atau 10,58 persen), sebaliknya terjadi penurunan pada Golkar 
(0.69 point dari posisi semula 62,8 persen atau turun 1,1 persen) 
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dan PDI 2,28 point dari posisi semula 10,06 persen atau turun 22,66 
persen. Perolehan gabungan partai-partai Islam/fusi PPP (walau 
ada kenaikan 10,58 persen) ternyata jauh di bawah posisi dukungan 
Masyumi/NU/PSII/Perti/PPTI hasil pemilu 1955 yang mencapai 
42,5 persen. 

Hasil pemilu 1982, Golkar menguat menjadi 64,34 persen/242 kursi, 
PPP kembali merosot menjadi 27,78 persen/94 kursi, dan PDI terus 
merosot menjadi 7,88 persen/24 kursi. Hada hasil pemilu 1987, 
Golkar semakin menanjak menjadi 73,16 persen/299 kursi, PPP 
terjun menjadi 15,97 persen/61 kursi); dan PDI kembali menguat 
menjadi 10,87/40 kursi — karena faktor simbol-simbol Bung Karno/
Mewagawati ikut kampanye. Pada pemilu 1992, Golkar (masa 
Letjen TNI Purn Wahono jadi ketua umum DPP Golkar) kembali 
turun menjadi 68,10 persen/282 kursi, PPP sedikit menguat menjadi 
17,01/62 kursi, dan PDI menanjak menjadi 14,89 persen/56 kursi. 

Pada pemilu 1997, Golkar rebound menjadi 74,51 persen/325 kursi 
(era Harmoko/Habibie/ICMI – Golkar “diislamkan”), PPP kembali 
menguat menjadi 22,43 persen/89 kursi (Ismail Metarium jadi ketua 
umum DPP PPP), dan PDI anfal – tersisa 3,06 persen/11 kursi 
(Megawati dimarginalkan, dan pemerintah ”memaksakan” Soerjadi 
kembali memimpin PDI). Lalu, Soeharto jadi presiden untuk keenam 
(tujuh) kalinya.

Reformasi dengan kekuatan mahasiswa Indonesia menjatuhkan 
pemerintah, dan Soehato lengser ka prabon. Pemilu 1999 digelar 
diikuti 48 partai. Kekuatan sosial politik Golkar menjadi Partai Golkar 
(PG), PPP, dan PDI, ikut pemilu. Lalu, ada sejumlah reinkarnasi partai 
seperti PDI-P, Partai Masyumi, PNI Marhein, dan semacamnya. 
Dan, partai-partai baru, seperti Partai Amanat Nasional (PAN) 
Partai Keadilan (PK – kemudian menjadi PKS pada Pemilu 2004), 
Partai kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Bulan Bintang (PBB), 
Partai Damai Sejahtera (PDS), dan banyak lagi. 

Hasil pemilu 1999: Golkar “terjun bebas” jadi peringkat ke-2 
pemenang pemilu dengan 22,24 persen, dan sebaliknya PDI-P 
–sebagai sempalan PDI semula– mengejutkan. Partai-partai Islam: 
PKB/PK/PBB/dll –jika dimasukkan PAN dalam kelompok ini– cukup 
signifikan. Hasil pemilu untuk lima partai memborong 417 kursi 
(90,26 persen dari 462 kursi). PDIP merebut 33,74 persen/154 kursi 
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– PDI semula hanya meraih 2 kursi di DPR-RI yang pada Pemilu 1977 
mendapat 11 kursi, PG hanya meraih dukungan 22,44 persen/120 
kursi – kehilangan 205 kursi hasil pemilu 1997. PKB 12.61 persen/51 
kursi, PPP 10,71 persen/59 kursi – kehilangan 31 kursi hasil pemilu 
1997, PAN 7,12 persen/35 kursi. 

Selanjutnya, PBB 13 kursi, PK  6 kursi, PKP 6 kursi, PNU 3 kursi, 
PDKB 3 kursi, PBI 3 kursi, PDI, 2 kursi; dan PP/PDR/PSII/PNI 
Front Marhaen/PNI Masa Marhaen/IPKI/PKU masing-masing  
1 kursi. Jumlah gabungan dukungan partai-partai Islam tetap tidak 
mencapai prosentase terbaik yang dicapai pada pemilu 1955. 

Pada pemilu 2004, muncul partai-partai baru – yang signifikan 
antara lain Partai Demokrat (PD), dan sejumlah partai yang 
tidak lolos electoral threshold “mengganti nama”. Pada pemilu 
2004 juga direalisasikan pemilu anggota Dewan Perwakilan 
daerah (bikameral). Perolehan suara Golkar bertahan pada posisi  
21,8 persen, sebaliknya PDIP terjun. Gabungan PPP/PKB/PKS/
PBB/PBR – kalau dimaksukkan PAN yang partai terbuka ke dalam 
kelompok ini – survive. 

Walau komulasi gabungan lebih baik dari posisi hasil pemilu masa 
Orde baru, tapi, tetap tidak mencapai posisi prosentase terbaik 
pemilu 1955. Hasil 10 besar pemilu 2004: PG 27,71 persen/128 
kursi, PDIP 23,59 persen/109 kursi, PPP 12,55 persen/58 kursi, 
PD 12,34 persen/57 kursi, PKB 11,26 persen/52 kursi, PAN  
11,26 persen/52 kursi, PKS 9,74/45 kursi, PBR 2,81 persen/13 kursi, 
PDS 2,60 persen/12 kursi, PBB 2,38 persen/11 kursi, dan sejumlah 
partai lainnya mendapat dukungan minimal/kursi di DPR-RI. 

Pertanyaannya, bagaimana prospek partai-partai di pemilu 
Islam 2009 nanti? Jika melihat pendekatan, fungsi dan kebijakan 
partai partai saat ini, dapat diasumsikan prospek partai tidak 
jauh berbeda dengan kondisi pemilu pemilu sebelumnya. Partai 
akan melakukan pendekatan politik yang sama untuk menggaet 
pemilih dengan janji janji politik yang tidak mengakar dimasyarakat  
tanpa menghiraukan fungsi partai politik itu sendiri. Meniliki 
fungsi partai politik dalam negara demokratis bahwa parpol 
harus menjadi  lembaga yang menampung berbagai kepentingan 
dari kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat  
dan mengartikulasikan tuntutan-tuntutan mereka.
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Selain itu, parpol memainkan peran yang signifikan dalam memilih, 
menjaga dan memajukan para politisi yang dapat bekerja untuk 
kepentingan rakyat banyak, dan bertindak sebagai jembatan antara 
proses pengambilan keputusan politik dan masyarakat. Jika fungsi 
ini terimplementasikan, prospek partai politik di Pemilu 2009 akan 
berubah positif dibanding sebelumnya.

Akan tetapi, jika fungsi itu tidak dilakukan bahkan parpol 
menerapkan target kekuasaan dan aspek bisnis jauh lebih menonjol 
dalam pembentukan, proses perekrutan, maupun saat Parpol 
yang bersangkutan sudah masuk dalam lingkaran pemerintah, baik 
sebagai eksekutif maupun legislatif maka prospek partai-partai  
dalam Pemilu 2009 tidak akan berubah bahkan semakin terpuruk.

Disfungsi parpol juga ditunjukkan dengan ketidakpekaannya 
terhadap kondisi riil yang terjadi di masyarakat. Kehendak, aspirasi, 
keluhan, dan kepentingan rakyat sama sekali tidak terwakili oleh 
Parpol yang ada. Sebaliknya, kepentingan untuk mendapatkan 
kursi di eksekutif maupun legislatif agaknya menjadi tujuan dan 
“perjuangan” utama Parpol. 

Jembatan penghubung ingatan akan jabatan dan kelimpahan 
tampaknya lebih dominan dalam pola pikir para pendiri dan 
fungsionaris parpol kita. Maka, tidak heran jika parpol pun menarik 
kalangan usahawan sebagai fungsionaris mereka. Sebaliknya,  
para pengusaha pun dengan senang hati menerima jabatan politik 
lantaran dapat melancarkan bisnis mereka untuk mendapatkan 
keuntungan lebih. Satu hal yang harus diingat adalah parpol 
bukan merupakan organ negara dan pemerintah, namun “entitas 
yang muncul dari masyarakat, yang diciptakan dengan bebas 
oleh masyarakat, dan yang harus dengan gigih mempertahankan 
kemandiriannya dari negara” (Torres 2001: 109). 

Parpol harus kembali pada fungsi yang sebenarnya sebagai jembatan 
penghubung antara kepentingan masyarakat dan negara yang 
tidak terjembatani melalui jalur-jalur lain. Kejelasan program dan 
karya nyata parpol dalam masyarakat harus diwujudkan dengan 
menjalankan fungsi dan perannya sebagai sarana pendidikan politik 
warga, sembari berusaha memperbaiki diri dengan mengedepankan 
prinsip memberi manfaat sebanyak-banyaknya bagi warga negara.
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V. Kesimpulan dan Rekomendasi

Perkembangan pemilu dari periode ke periode semakin menegaskan 
adanya keinginan besar baik dari masyarakat, partai politik dan 
pemerintah untuk tetap mempertahankan sistem pemilu multipartai 
yang memberikan kesempatan luas kepada setiap pihak yang 
memiliki hak suara dalam politik untuk mengimplementasikannya, 
baik secara individu maupun kelompok guna mewujudkan cita 
cita yang diinginkanm meskipun berbeda latar belakang, ideologi, 
kebijakan, tujuan, dan cara. 

Hal lain dalam pelaksanaan pemilu dari periode ke periode adalah 
banyaknya hal yang dikategorikan sebagai “pelanggaran” terhadap 
aturan hukum yang telah disepakati bersama. Pelanggaran yang 
berdampak signifikan adalah inkonsistensi  partai politik dalam 
melaksanakan tugas utamanya untuk mencerdaskan masyarakat, 
mengawasi pembangunan, serta menyejahterakan masyarakat. 

Partai politik hanyalah alat untuk memperoleh kekuasaan singkat dan 
progmatis dengan bersandar pada kebutuhan bersama. Pelanggaran 
lainnya yang tidak kalah berdampak signifikan adalah “pengakuan” 
keberadaan perempuan dalam politik, padahal perempuan 
merupakan kelompok yang signifikan dalam menentukan kualitas 
demokrasi di Indonesia. 
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Indonesia 2008

Bagian Tujuh
Potret Perancangan  
Dan Penerapan 
Sistem Pendidikan Nasional

— Antonius Wiwan Koban —

Salah satu tujuan negara Indonesia seperti diamanatkan dalam 
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah mencerdaskan 
kehidupan bangsa. Tujuan itu diupayakan dengan penyelenggaraan 
pendidikan bagi masyarakat. Agar tujuan itu berhasil dan tepat pada 
sasarannya, maka disusunlah suatu sistem pendidikan nasional. 

Dengan ditetapkannya Undang Undang Nomor 20/2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) maka konsekuensinya 
adalah bagaimana sistem pendidikan itu diterjemahkan dan 
diimplementasikan dalam turunan kebijakan, peraturan, dan 
programnya. Sejak tahun 2003 hingga 2008, beberapa diantaranya 
sudah dirumuskan dan ditetapkan serta diterapkan. 

Tulisan ini memotret sejauh mana sistem pendidikan nasional yang 
sudah diformulasikan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan 
Nasional diterjemahkan dan diterapkan dalam berbagai produk 
kebijakan, rencana strategis, regulasi, dan program selama tahun 
2008 pada khususnya, dan setelah penerapan UU Sisdiknas tahun 
2003 pada umumnya. Fokus perhatian tulisan ini terutama pada 
pendidikan dasar dan menengah.
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Sistem pendidikan nasional

Dalam UU Sisdiknas Nomor 20/2003, dijelaskan bahwa yang 
dimaksud dengan sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan 
komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk 
mencapai tujuan pendidikan nasional. 

Sistem pendidikan nasional lahir dari adanya kebutuhan untuk 
terciptanya suatu landasan implementasi konstitusional, yang 
dirumuskan dalam produk perundangan, sebagai pegangan yang 
pasti untuk arah dan tuntunan pembangunan bidang pendidikan. 
Adanya UU Sisdiknas diharapkan dapat menjadi suatu koridor 
yang menjaga terbentuknya sistem pendidikan nasional, sehingga 
kecenderungan ”ganti menteri, ganti kebijakan” tidak terjadi lagi.

Namun pada prosesnya, perancangan dan penerapan produk-produk 
turunan dari sistem pendidikan nasional seringkali menimbulkan 
gejolak-gejolak di masyarakat. Seiring dengan bergulirnya era 
reformasi dan demokratisasi, proses implementasi sistem pendidikan 
nasional juga termasuk yang banyak dicermati oleh masyarakat. 
Kontroversi seringkali terjadi, antara lain pada penerapan Ujian 
Nasional untuk implementasi standar nasional pendidikan, 
pemberlakuan Badan Hukum Pendidikan untuk implementasi 
pengelolaan lembaga pendidikan dan pendanaan pendidikan.

Secara garis besar, UU Sisdiknas mengatur tentang dasar, fungsi dan 
tujuan pendidikan nasional; prinsip penyelenggaraan pendidikan; 
hak dan kewajiban masyarakat, Pemerintah, dan peserta didik 
dalam pendidikan nasional; jalur, jenjang dan jenis pendidikan; wajib 
belajar; standar nasional pendidikan; kurikulum; pendidikan dan 
tenaga kependidikan; sarana dan prasarana pendidikan; pendanaan 
pendidikan; pengelolaan pendidikan; peran serta masyarakat dalam 
pendidikan; evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi pendidikan; serta 
termasuk tentang penyelenggaraan pendidikan oleh lembaga asing 
(negara lain).

Rencana strategis bidang pendidikan nasional  
(2005-2009)

Sistem pendidikan nasional tidak berdiri sendiri, namun terintegrasi 
dengan Rencana Pembangunan Nasional, baik jangka panjang 
maupun menengah. Untuk mengetahui apakah penerapan turunan-
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turunan sistem pendidikan nasional sudah tepat guna, hal itu dapat 
dikaitkan dengan apa yang menjadi tujuan prinsip dan kebijakan 
utama dalam pembangunan pendidikan nasional.

Dalam kerangka Pembangunan Nasional, yaitu Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM 2005-2009), Pemerintah 
telah menetapkan melalui Rencana Strategis (Renstra) Pendidikan 
tahun 2005-2009, adanya tiga pilar kebijakan pembangunan bidang 
pendidikan nasional, yaitu: 

(1) 	Pemerataan dan perluasan akses pendidikan; 

(2) 	Peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan; serta 

(3) 	Penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik. 

Ketiga pilar kebijakan tersebut menjadi arah dan pedoman untuk 
pelaksanaan kebijakan, rencana strategis, dan program yang lebih 
detil, spesifik, dan operasional di bidang pendidikan. 

Strategi pengembangan pendidikan dasar dan menengah 

Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah 
di Departemen Pendidikan Nasional sejak tahun 2006 menetapkan 
agenda-agenda untuk mencapai sasaran-sasaran di atas, dengan 
strategi pengembangan pendidikan dasar dan menengah dibagi atas 
4 periode: 

Tabel 7.1  	Strategi Pengembangan Pendidikan Dasar dan 
Menengah (2000-2020)

Tahun Target

2005-2010 Peningkatan kapasitas dan modernisasi: pemerataan akses, 
peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan penggunaan 
teknologi informasi dan komunikasi (ITK).

2010-2015 Penguatan pelayanan untuk meningkatkan mutu dan daya saing 
dalam pelayanan pendidikan yang semakin besar, desentralisasi 
fiskal dan otonomi daerah yang semakin dewasa.

2015-2020 Daya saing regional: pengembangan mutu dan pelayanan pendidikan 
dasar dan menengah yang memiliki daya saing pada tingkat ASEAN

2020-2025 Daya saing internasional: pengembangan mutu dan pelayanan 
pendidikan dasar dan menengah berkelas internasional

Sumber: Ditjen Manajamen Pendidikan Dasar dan Menengah (2006)
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Pencapaian Pembangunan Pendidikan Nasional  
tahun 2005-2007

Gambaran ringkas program pembangunan pendidikan nasional yang 
telah dicapai dalam kurun waktu 2005-2007, yang dilaporkan dalam 
Laporan Kinerja Pendidikan Tahun 2007 adalah sebagai berikut:

(1)	 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk pendanaan 
pendidikan. Dalam kurun waktu tahun 2005-2007, hasil yang 
telah dicapai melalui Pendanaan Massal Pendidikan, antara lain, 
program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) telah membebaskan 
sebanyak 70,3 persen murid SD/MI dan SMP/MTs dari pungutan 
biaya operasional dan semua siswa miskin bebas dari pungutan.

(2)	 Peningkatan kualitas tenaga pendidik. Peningkatan kualifikasi, 
kompetensi, dan sertifikasi pendidik dan tenaga kependidikan secara 
massal pada tahun 2007 telah berhasil ditingkatkan kualifikasi 
81.800 guru hingga S1/D4 dan 8.540 dosen hingga S2/S3, serta 
dilakukan sertifikasi untuk 147.217 guru.

(3)	 Penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). 
Penerapan TIK secara massal untuk E-pembelajaran dan E-
administrasi hingga akhir tahun 2007 telah tersambung dengan 
Jardiknas, meliputi zona sekolah (schoolnet) telah tersambung 
lebih dari 10.000 sekolah; zona perguruan tinggi (inherent) telah 
tersambung 82 PTN, 133 PTS, 36 unit pendidikan belajar jarak 
jauh Universitas Terbuka, yang secara keseluruhan melayani lebih 
kurang 60% populasi mahasiswa.

(4)	 Pembangunan prasarana dan sarana. Pembangunan prasarana 
dan sarana pendidikan secara massal pada semua jenjang pendidikan 
telah dibangun sebanyak 5.419 unit sekolah baru, 38.762 Ruang 
Kelas Baru, 4.428 perpustakaan, dan 8.581 laboratorium. 
Sementara itu dalam rehabilitasi prasarana dan sarana pendidikan 
telah direhabilitasi ruang kelas SD/MI sebanyak 217.113 ruang 
kelas, SMP 18.501 ruang kelas, dan SMA/SMK/SLB sebanyak 
2.358 ruang kelas.

(5)	 Pengadaan buku pelajaran. Di bidang perbukuan, Depdiknas 
telah melakukan reformasi secara mendasar yaitu dengan 
pembelian hak cipta buku dari penulis atau penerbit dan 
mengizinkan siapa saja untuk menggandakannya, menerbitkannya, 
atau memperdagangkannya dengan harga murah. Pada tahun 2007 
telah terbeli 49 judul buku dan telah ditentukan Harga Eceran 
Tertinggi (HET), yakni Rp 4.500 hingga Rp 14.000 per buku. Pada 
tahun 2008 direncanakan membeli hak cipta buku sejumlah 250 
judul buku. Dengan reformasi ini diharapkan buku tersedia dalam 
jumlah yang cukup dengan harga yang terjangkau dan harga buku 
diperkirakan akan turun menjadi sepertiganya.
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(6)	 Program Wajib Belajar 9 Tahun. Sebagaimana diketahui Program 
Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang kita tuntaskan pada 
tahun 2008, sampai saat ini APM SD/MI/Paket A telah mencapai 
94,90 persen dan APK SMP/MTs/Paket B telah mencapai 92,52 
persen. Sedangkan pada jenjang pendidikan menengah, APK SMA/
SMK/MA/Paket C telah mencapai 60,51 persen dan pada jenjang 
pendidikan tinggi telah mencapai APK 17,25 persen.

(7)	 Intensifikasi dan ekstensifikasi pendidikan. Pendidikan 
nonformal dan informal untuk menggapai layanan pendidikan kepada 
peserta didik yang tak terjangkau pendidikan formal (reaching the 
unreached), telah berhasil menyelenggarakan pendidikan anak usia 
dini (PAUD) nonformal sebanyak 9,5 juta anak yang menyumbang 
APK 33.56 persen dari APK PAUD nasional 48,32 persen, program 
keaksaraan fungsional telah berhasil membebaskan buta aksara 
untuk usia 15 tahun atau lebih sehingga tinggal 11 juta orang (7,2 
persen), dan membangun lebih dari 400 taman bacaan masyarakat 
(TBM) dan 127 TBM mobil untuk daerah pedesaan.

(8)	 Peningkatan mutu, daya saing, dan relevansi pendidikan. 
Dalam peningkatan mutu, daya saing, dan relevansi pendidikan, 
pada jenjang pendidikan dasar dan menengah sebanyak 41,7 persen 
guru telah memenuhi kualifikasi S1/D4 dan 5,88 persen guru telah 
bersertifikat pendidik. Sebanyak 749 sekolah telah bertaraf atau 
dirintis untuk bertaraf internasional dan 417 sekolah telah berbasis 
atau dirintis untuk berbasis unggulan lokal. Sementara itu, para 
siswa Indonesia juga telah berhasil memperoleh 51 medali emas 
dalam berbagai ajang olimpiade tingkat internasional.

Sumber: Departemen Pendidikan Nasional, 2007. Laporan Kinerja Pendidikan Nasional 
2005-2007

Reformasi kebijakan bidang pendidikan  
2005-2007 dan 2008

Sebagai landasan hukum dalam menyelenggarakan pembangunan 
pendidikan, di samping UU Sisdiknas, pada periode 2005-2007 
antara lain telah ditetapkan:

1.	 Undang-undang Nomor 14/2005 tentang Guru dan Dosen, 

2.	 Undang-undang Nomor 43/2007 tentang Perpustakaan, 

3.	 Peraturan Pemerintah Nomor 19/2005 tentang Standar 
Nasional Pendidikan, 

4.	 Peraturan Pemerintah Nomor 55/2007 tentang Pendidikan 
Agama dan Keagamaan.
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Sementara di tingkat Peraturan Menteri, selama tahun 2005-2007, 
telah diterbitkan pula beberapa Peraturan Menteri Pendidikan 
(Permendiknas) sebagai berikut:

1.	 Permendiknas Nomor 32/2005 tentang Rencana Strategis 
Departemen Pendidikan Nasional

2.	 Permendiknas Nomor 11/2005 tentang Perbukuan, yang 
kemudian  diamandemen dengan Permendiknas Nomor 2/2008 
tentang Buku

3.	 Permendiknas Nomor 18/2007 tentang Sertifikasi Guru dalam 
Jabatan melalui Penilaian Portofolio dan Permendiknas Nomor 
40/2007 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan melalui Jalur 
Pendidikan.

4.	 Permendiknas Nomor 22/2007 tentang Standar Isi untuk 
Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

Sedangkan di tahun 2008, produk kebijakan dan perundangan yang 
ditetapkan adalah:

1.	 Peraturan Pemerintah Nomor 47/2008 tentang Wajib Belajar 
(ditetapkan tanggal 4 Juli 2008)

2.	 Peraturan Pemerintah Nomor 48/2008 tentang Pendanaan 
Pendidikan (ditetapkan tanggal 8 Juli 2008)

3.	 UU tentang Badan Hukum Pendidikan (Desember 2008)

Tabel 7.2 	 Produk Hukum Turunan dari UU Sisdiknas Nomor 
20/2003 (berdasarkan substansi materi dan relasi 
substansi materi)

UU Nomor 23/2000 
Sistem Pendidikan 

Nasional

Perundangan dan  
Peraturan (2000-2007)

Perundangan dan 
Peraturan (2008)

Dalam proses 
Legislasi

Bab I. Ketentuan Umum --
Bab II. Dasar, Fungsi, 
Tujuan

--

Bab III. Prinsip 
Penyelenggaraan

Permendiknas Nomor 
32/2005 tentang Rencana 
Strategis Depdiknas Tahun 
2005-2009

PP Penyeleng-
garaaan 
Pendidikan

Bab IV. Hak dan 
Kewajiban warga 
negara, orangtua, 
masyarakat, dan 
pemerintah

PP Nomor 47 
/2008 tentang 
Wajib Belajar

Bab V. Peserta Didik
Bab VI. Jalur, Jenjang, 
Jenis Pendidikan

RPP Pendidikan 
Kedinasan
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UU Nomor 23/2000 
Sistem Pendidikan 

Nasional

Perundangan dan  
Peraturan (2000-2007)

Perundangan dan 
Peraturan (2008)

Dalam proses 
Legislasi

Bab VII. Bahasa 
Pengantar

RUU 
Kebahasaan

Bab VIII. Wajib Belajar

Pasal 34. Wajib Belajar

PP Nomor 47/2008 
tentang Wajib 
Belajar

Bab IX. Standar 
Nasional Pendidikan 

Pasal 35

Standar Nasional 
Pendidikan dan 
pembentukan badan 
standar nasional 
pendidikan

PP Nomor 19/2005 tentang 
Standar Nasional Pendidikan

Permendiknas Nomor 
22/2006 tentang Standar isi 
untuk Satuan Pendidikan 
Dasar dan Menengah

Permendiknas Nomor 
23/2006 tentang Standar 
Kompetensi Lulusan untuk 
Sekolah Pendidikan Dasar 
dan Menengah

Bab X. Kurikulum 

Pasal 36. 
Pengembangan dan 
penyusunan kurikulum

PP Nomor 55/2007 tentang 
Pendidikan Agama dan 
Pendidikan Keagamaan

Bab XI. Pendidikan dan 
Tenaga Kependidikan

UU Nomor 14/2005 tentang 
Guru dan Dosen

Permendiknas Nomor 7/2006 
tentang Honorarium Guru 
Bantu

Permendiknas Nomor 
16/2007 tentang Standar 
Kualifikasi Akademik dan 
Kompetensi Guru

Permendiknas Nomor 40 dan 
42/2007 tentang Sertifikasi 
Guru dan Dosen

RPP Guru

RPP Dosen

Bab XII. Sarana dan 
Prasarana Pendidikan

UU Nomor 43/2007 tentang 
Perpustakaan

Permendiknas Nomor 11/ 
2005 tentang Buku Teks 
Pelajaran

Permendiknas 
Nomor 2/2008 ten-
tang Buku

Bab XIII. Pendanaan 
Pendidikan

Permendiknas Nomor 
44/2006 tentang Bantuan 
untuk Lembaga Pendidikan 
yang diselenggarakan oleh 
Masyarakat dan Lembaga 
Kemasyarakatan

PP Nomor 
48/2008 tentang 
Pendanaan 
Pendidikan
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UU Nomor 23/2000 
Sistem Pendidikan 

Nasional

Perundangan dan  
Peraturan (2000-2007)

Perundangan dan 
Peraturan (2008)

Dalam proses 
Legislasi

Bab XIV. Pengelolaan 
pendidikan 

Pasal 53. Badan Hukum 
Pendidikan

Permendiknas Nomor 
19/2007 tentang Standar 
Pengelolaan Pendidikan oleh 
Satuan Pendidikan Dasar 
dan Menengah

Permendiknas Nomor 
50/2007 tentang Standar 
Pengelolaan Pendidikan oleh 
Pemerintah Daerah

UU tentang Badan 
Hukum Pendidikan 
(ditetapkan tang-
gal 17 Desember 
2008)

Bab XV. Peran serta 
masyarakat dalam 
pendidikan

Permendiknas Nomor 44 
/2006 tentang Bantuan 
untuk Lembaga Pendidikan 
yang diselenggarakan oleh 
Masyarakat dan Lembaga 
Kemasyarakatan

Bab XVI. Evaluasi, 
Akreditasi, Sertifikasi 

Pasal 58. Evaluasi hasil 
belajar

Permendiknas Nomor 1 
dan 3/2005 tentang Ujian 
Nasional Tahun Pelajaran 
2004/2005

Permendiknas Nomor 20/ 
2005 tentang Ujian Nasional 
Tahun Pelajaran 2005/2006

Permendiknas Nomor 
45/2006 tentang Ujian 
Nasional Tahun 2006/2007

Permendiknas No. 28, 29, 
30/2005 tentang Badan 
Akreditasi Perguruan Tinggi, 
Sekolah, Pendidikan Non 
Formal

Bab XVII. Pendirian 
satuan pendidikan

UU tentang Badan 
Hukum Pendidikan 
(ditetapkan tang-
gal 17 Desember 
2008)

Bab XVIII. 
Penyelenggaraan 
pendidikan oleh 
lembaga negara lain
Bab XIX. Pengawasan

Sumber: Dari berbagai sumber (diolah)
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Dinamika isu-isu strategis bidang pendidikan nasional 
hingga tahun 2008

Implementasi sistem pendidikan nasional hingga tahun 2008 
masih terus bergulir dalam tahap penerjemahan ke dalam turunan 
produk hukum dan kebijakan, serta pelaksanaan program-program 
konkretnya. Berikut ini adalah catatan dan analisis singkat tentang 
dinamika isu-isu strategis dalam penerapan sistem pendidikan 
nasional di tahun 2008.

Masih mahalnya biaya pendidikan:  
PP Pendanaan Pendidikan dan UU BHP

Produk hukum dan kebijakan, yang menjadi turunan dari UU 
Sisdiknas, yang telah ditetapkan oleh Pemerintah pada tahun 2008, 
yang mengemuka adalah Peraturan Pemerintah tentang Pendanaan 
Pendidikan dan  Undang-undang tentang Badan Hukum Pendidikan. 
Kedua produk hukum ini antara lain sejatinya adalah koridor 
hukum bagi masalah biaya pendidikan, dan tata kelola lembaga 
penyelenggara pendidikan, yang juga berkaitan dengan pembiayaan 
pendidikan.

PP tentang Pendanaan Pendidikan. Pada Juli 2008, 
Pemerintah menyetujui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 
48/2008 tentang Pendanaan Pendidikan. Dalam PP ini antara 
lain diatur tentang pungutan oleh sekolah dalam penerimaan 
siswa baru. PP ini ditujukan sebagai rujukan bagi pungutan yang 
boleh dibebankan sekolah kepada orangtua atau wali murid,  
yang selama ini tidak jelas rujukannya.

Pendidikan di Indonesia sejak dari pendidikan dasar, menengah, 
lanjutan atas dan pendidikan tinggi memang masih terbilang mahal 
dan belum terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. Biaya itu 
semakin mahal, dari tahun ke tahun. Data pada tahun 2002/2003 
saja telah menunjukkan bahwa besarnya biaya pendidikan yang 
dibutuhkan oleh satu orang siswa per tahun di sekolah negeri 
adalah sebagai berikut. Sekolah Dasar (SD) sebesar Rp 1,86 juta/
siswa; Sekolah Menengah Pertama (SMP) Rp 2,77 juta/siswa, 
Sekolah Menengah Atas (SMA) Rp 3,61 juta/siswa. Pada tahun 
2002/2003, dengan mengalikan jumlah seluruh siswa, didapat 
bahwa biaya pendidikan untuk sekolah negeri saja di Indonesia 
mencapai Rp 70,31 triliun. Hingga tahun 2008, tidak ditemukan 
data yang menunjukkan adanya penurunan biaya pendidikan. 
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Grafik 7. 1 	Rata-rata besar biaya pendidikan per satu orang siswa 
(2002-2003)

Sumber: Balitbang Depdiknas (Diolah)

Hingga tahun 2008, beban biaya pendidikan yang ditanggung oleh 
masyarakat masih lebih besar. UU Sisdiknas memang menyatakan 
bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab negara dan 
partisipasi masyarakat. Namun pada prakteknya beban masyarakat 
masih lebih besar. Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) 
Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) juga mencatat bahwa 
porsi biaya pendidikan yang ditanggung oleh orangtua siswa mencapai 
53,74 – 73,87 persen dari biaya pendidikan total (BPT). Sedangkan 
Pemerintah melalui anggaran pendidikan di APBN/APBD baru dapat 
menanggung sebesar 26,13 – 46,26 persen dari BPT.

Grafik 7. 2	Rata-rata persentase beban biaya pendidikan 
total yang ditanggung oleh orangtua siswa dan 
Pemerintah (2008)

Sumber : Balitbang Depdiknas, 2008 (Diolah)
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PP Nomor 48/2008 tentang Pendanaan Pendidikan mengatur 
bahwa pungutan biaya operasional pendidikan pada jenjang 
pendidikan dasar (SD-SMK) akan dihapus, dan untuk jenjang 
pendidikan menengah (SMA/SMK) pungutan biaya operasional 
dibatasi hingga 30 persen. Adapun biaya pendidikan untuk 
masing-masing siswa, terdiri dari tiga komponen biaya, yaitu biaya 
investasi, biaya operasional, dan biaya personal. 

UU tentang Badan Hukum Pendidikan. Pada 17 Desember 
2008, Pemerintah telah menetapkan UU tentang Badan Hukum 
Pendidikan. UU ini sebagai produk turunan dari UU Sisdiknas yang 
mengatur pengelolaan pendidikan dan pembiayaan pendidikan; 
serta sebagai turunan kebijakan dari rencana strategis pendidikan 
nasional yang ketiga, yaitu penguatan tata kelola, akuntabilitas dan 
citra publik. 

Namun, UU BHP ini dikritisi sebagai penguatan terhadap privatisasi 
dan komersialisasi sektor pendidikan, yang outputnya malah 
membuat biaya pendidikan yang ditanggung oleh masyarakat 
menjadi semakin mahal. Pihak penyelenggara lembaga pendidikan, 
terutama dari sektor swasta, menyatakan keberatan dengan UU 
BHP. Keberatan itu antara lain disampaikan oleh Asosiasi Badan 
Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (BPPTSI) yang 
beranggotakan 1.900 yayasan yang menyelenggarakan sekitar 2.400 
perguruan tinggi di Indonesia. 

Menurut BPPTSI, Pasal 67 UU BHP akan merugikan pihak 
penyelenggara perguruan tinggi swasta. Pasal itu menyebutkan 
bahwa yayasan, perkumpulan, atau badan hukum lain sejenis harus 
menyesuaikan tata kelolanya sebagaimana diatur UU BHP paling 
lambat enam tahun sejak UU diundangkan. Setelah enam tahun, 
struktur organisasi yayasan penyelenggara pendidikan harus tunduk 
pada tata kelola BHP.

UU BHP juga dikuatirkan berpotensi menciptakan komersialisasi 
pendidikan. Argumennya adalah bahwa BHP adalah privatisasi 
pendidikan yang menggunakan prinsip nirlaba. Sementara 
sebelumnya, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden 
Nomor 77 dan 76 yang merupakan tindak lanjut dari UU Penanaman 
Modal Asing. Perpres itu menyatakan bahwa penanaman modal 
asing dimungkinkan sampai dengan batas 40 persen bagi sektor 
pendidikan.
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Pergulatan standarisasi nasional: Ujian Nasional

Pada pertengahan tahun 2008 (akhir tahun ajaran 2007/2008) 
kembali diadakan Ujian Nasional untuk siswa sekolah menengah 
atas (SMA), sekolah menengah pertama (SMP), dan ujian 
sekolah berstandar nasional untuk tingkat sekolah dasar (SD). 
Penyelenggaraan Ujian Nasional dari tahun ke tahun memang masih 
menjadi kontroversi, termasuk pula pada tahun 2008 ini.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 
20/2005 mengatur bahwa UN diselenggarakan oleh Badan 
Standar Nasional Pendidikan (BNSP) untuk menilai kompetensi 
lulusan secara nasional dalam rangka pencapaian standar nasional 
pendidikan. Hasil UN digunakan sebagai salah satu pertimbangan: 
(1) penentuan kelulusan; (2) seleksi masuk jenjang pendidikan 
berikutnya; (2) pemetaan mutu pendidikan; (4) akreditasi satuan 
pendidikan; dan (5) pembinaan unit pendidikan untuk peningkatan 
mutu.

Namun pada prakteknya, yang diterapkan di sekolah-sekolah 
adalah hasil UN menjadi penentu kelulusan siswa. Yang terjadi 
juga adalah kasus-kasus siswa SMU yang dinyatakan lulus ujian 
masuk Perguruan Tinggi, namun tidak lulus UN. Praktek di 
lapangan adalah siswa terfokus pada latihan mengerjakan soal UN,  
ketimbang menguasai materi pelajaran.

Pada tahun 2008, Pemerintah menaikkan syarat rata-rata nilai 
kelulusan UN dari 5 menjadi 5,25 dan tidak ada nilai di bawah 
4,25. �������������������������������������������������������������       Dengan tidak setaranya kualitas proses belajar, banyak siswa 
terancam tidak lulus. Pada tahun ini, jumlah mata pelajaran yang 
diujikan juga ada perubahan yaitu bertambah menjadi 6 mata 
pelajaran. Hal ini dikritik semakin membebani murid, guru,wali 
murid/orangtua dalam hal waktu, tenaga, dan stress psikologis yang 
dialami anak didik.

Kritik yang paling banyak ditujukan tentang UN adalah bahwa 
UN tidak dapat dijadikan sebagai penentu kelulusan siswa. UN 
sebaiknya hanya dijadikan untuk pemetaan mutu pendidikan. 
Argumennya adalah bahwa kondisi faktual kesenjangan mutu 
pembelajaran antarsekolah dan antardaerah belum memungkinkan 
ujian berstandar nasional. 
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Di sisi lain, peningkatan kualitas pendidikan berstandar nasional 
memang diperlukan. Indonesia memiliki kepentingan untuk 
menaikkan standar pendidikan nasional agar tidak kalah dengan 
standar pendidikan di negara-negara lainnya.

Problem terkait dengan ketenagakerjaan: 
Pengangguran terdidik

Pendidikan diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. 
Konkretnya, dengan pendidikan diharapkan menjadi jembatan untuk 
masuk ke dunia kerja yang lebih menjanjikan masa depan yang lebih 
baik. Penyerapan lulusan pendidikan ke sektor ketenagakerjaan 
menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan sektor 
pendidikan.

Namun, masalah ketenagakerjaan di Indonesia pada tahun 2008 
kembali memunculkan satu problem yang cukup signifikan, yaitu 
besarnya angka pengangguran terdidik. Yang dimaksud dengan 
pengangguran terdidik adalah mereka yang mempunyai kualifikasi 
lulusan pendidikan yang cukup namun masih belum memiliki 
pekerjaan.

Secara besaran, pada tahun 2008 ini, tercatat sebanyak 4,5 juta 
orang dari 9,4 juta orang yang termasuk pengangguran adalah 
lulusan SMA, SMK, program Diploma, dan Universitas. Artinya, 
separuh dari total angka pengangguran adalah pengangguran 
terdidik. Mereka ini sebetulnya memiliki latar belakang pendidikan 
yang cukup, namun tidak terserap oleh pasar kerja.

Yang memprihatinkan pula, besaran pengangguran terdidik 
meningkat dari tahun ke tahun. Proporsi penganggur terdidik dari 
total angka pengangguran pada tahun 1994 tercatat sebesar 17 
persen, menjadi 26 persen pada tahun 2004, dan kini pada tahun 
2008 meningkat menjadi 50,3 persen.
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Grafik 7. 3 	Tingkat pengangguran terdidik (1994-2008)

Sumber: Kompas, 2008 (Diolah)

Oleh karena itu, implementasi sistem pendidikan nasional terkait 
outputnya, hingga tahun 2008 tampaknya masih menunjukkan 
lampu kuning. Banyaknya pengangguran terdidik menunjukkan 
kurang selarasnya perencanaan pembangunan pendidikan dan 
perkembangan lapangan kerja, sehingga lulusan institusi pendidikan 
tidak terserap ke lapangan kerja. 

Di sisi lain, besarnya angka pengangguran terdidik, dapat menjadi 
efek balik yang tidak kondusif bagi pembangunan pendidikan. 
Dengan melihat banyaknya lulusan pendidikan yang menganggur 
atau bekerja tidak sesuai dengan kompetensinya, masyarakat dapat 
menjadi skeptis. Pandangan bahwa pendidikan tinggi tidak menjamin 
pekerjaan dan masa depan yang lebih baik, dapat menurunkan 
penghargaan dan kepercayaan masyarakat terhadap pendidikan.
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Kesimpulan dan Rekomendasi

(1)	 Penguatan kapasitas lembaga legislatif dan eksekutif, 
terkait bidang kebijakan pendidikan. Pembangunan 
bidang pendidikan nasional telah memiliki suatu koridor yang 
memiliki kekuatan hukum yang pasti, yaitu Undang-Undang 
Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 
Operasionalisasinya juga dikuatkan dan ditegaskan dalam poin-
poin rencana strategis dalam rumusan Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang (RPJP) dan Menengah (RPJM 2005-2009) 
bidang pendidikan.

	 Proses reformasi dan demokratisasi serta kebijakan publik yang 
unggul, harus selalu menjaga dan mengawal implementasi 
sistem pendidikan nasional, sehingga tercapai tujuan yang 
dicita-citakan, yang memihak masyarakat umum. 

	 Rekomendasi. Untuk itu, diperlukan adanya penguatan 
kapasitas lembaga legislatif dan eksekutif, untuk menjamin 
dihasilkannya produk kebijakan, perencanaan strategis, dan 
program-program yang kondusif bagi implementasi sistem 
pendidikan nasional yang pro rakyat. 

(2)	 Penguatan kapasitas lembaga swadaya masyarakat. 
Sistem Pendidikan Nasional yang dirumuskan dalam Undang-
undang sebagai produk turunan dari amanat Konstitusi, 
terutama Undang-undang Dasar 1945 yang sudah diperbaiki 
lewat amandemen, sejatinya merupakan kerangka yang positif 
untuk menuju pembangunan pendidikan yang dicita-citakan. 
Namun, perancangan dan penerapan turunan kebijakan 
maupun program konkretnya, masih menjadi kontroversi; 
bahkan legalitas sistem pendidikan nasional seringkali terkesan 
sebagai “jebakan” yang kontra produktif terhadap kebijakan 
yang memihak kepada masyarakat umum. 

	 Rekomendasi. Untuk itu, dibutuhkan adanya kontrol sosial 
dari masyarakat. Peran serta lembaga-lembaga swadaya 
masyarakat untuk mengawal implementasi sistem pendidikan 
nasional tidak boleh lemah. ����������������������������  Keterbukaan informasi dalam 
proses legislasi harus dijamin dapat diakses oleh masyarakat. 

	 Public hearing dan pelibatan sumber-sumber daya penelitian 
kebijakan publik perlu didorong untuk menjamin pembuatan 
produk-produk kebijakan dan program yang demokratis di 
bidang pendidikan, agar tepat guna, dan tidak selalu terjebak 
dalam wacana kontroversi yang kontra produktif.
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(3)	 Penerapan prinsip think global, act local dalam 
standarisasi pendidikan. Kebijakan dan program pendidikan 
nasional tampaknya masih gagap menyikapi era otonomi 
daerah dan desentralisasi. Kebijakan dan program pendidikan 
masih terkesan Jakarta-sentris, terutama dalam mengharapkan 
output standarisasi nasional lewat mengukur hasil belajar lewat 
ujian nasional. 

	 Rekomendasi. Untuk itu, diperlukan reformasi paradigma 
strategi pendidikan nasional, yang menerapkan prinsip think 
global, act local. Konsep standarisasi nasional memang 
diperlukan, namun penerapannya harus memperhatikan 
muatan-muatan dan kondisi konkret di tingkat lokal. Terkait 
ujian nasional, tampaknya masih diperlukan evaluasi lebih lanjut 
untuk menyusun langkah-langkah konkret yang lebih tepat, 
terutama menyikapi kenyataan kesenjangan antar wilayah-
wilayah di seluruh Indonesia.

(4)	 Penerapan prinsip labour market based untuk relevansi 
dunia pendidikan dan ketenagakerjaan. Masalah 
penyerapan lulusan pendidikan ke lapangan kerja, masih menjadi 
problem signifikan dalam sistem pendidikan nasional. 

	 Rekomendasi. Untuk itu, dibutuhkan adanya reformasi dalam 
sistem pendidikan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. 
Konsep dan penerapan sekolah kejuruan perlu direvisi. Proporsi 
antara sekolah umum dan sekolah kejuruan perlu dicermati 
lagi. Format dan kurikulum pendidikan kejuruan, jenis-jenis dan 
kapasitas pendidikan kejuruan perlu disesuaikan berangkat dari 
proyeksi apa yang dibutuhkan oleh lapangan pekerjaan (labour 
market based). Hal ini diharapkan dapat mengurangi angka 
pengangguran terdidik. 
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Bagian Delapan
PROGRAM BANTUAN  
LANGSUNG TUNAI  
TAHUN 2008

— Endang Srihadi —

Sebagai kompensasi dari kenaikan harga bahan bakar minyak 
(BBM) pada Juni 2008, pemerintah menggelar program Bantuan 
Langsung Tunai Plus (BLT Plus). BLT plus yang dimaksud adalah, 
selain mendapatkan uang tunai Rp 100.000 per bulan, rumah 
tangga miskin juga mendapatkan bantuan komoditas pangan 
berupa minyak goreng dan gula. BLT plus ini tetap didampingi oleh 
program pengentasan kemiskinan yang sudah berjalan, yakni beras 
untuk rakyat miskin (raskin), asuransi kesehatan bagi rakyat miskin 
(askeskin), dan bantuan operasional sekolah.

BLT adalah cash transfer yang mengacu pada program public 
assistance di AS dan Eropa Barat. Di AS, misalnya, Supplemental 
Security Income (SSI), General Assistance, Medicaid, Food Stamps, 
Housing Assistance, dan Temporary Assistance for Needy Families 
(TANF) telah menjadi bagian dari sistem welfare state yang 
menyejarah. Banyak pihak yang berpendapat bahwa Bantuan 
Langsung Tunai kepada rumah tangga sasaran (RTS) bersifat charity 
dan menimbulkan budaya malas, ketergantungan, dan meminta-
minta belas kasihan pemerintah serta secara ekonomi mikro 
menumbuhkan budaya konsumtif sesaat, karena penggunaan uang 
tidak diarahkan oleh pemerintah (unconditional cash transfer). 
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Latar belakang

Meningkatnya harga minyak mentah dunia secara tajam tanpa 
diikuti dengan penyesuaian harga BBM dalam negeri mendorong 
makin tidak adilnya pemanfaatan subsidi BBM. Selisih harga yang 
tinggi menyebabkan harga ekspor minyak mentah menjadi tinggi  
dan impor minyak olahan menjadi semakin mahal, sehingga anggar-
an keuangan negara akan tercurah pada pembelian minyak import 
dan subsidi BBM. Oleh karena itu perlu ada penyesuaian harga 
BBM untuk menyeimbangkan anggaran untuk pembangunan dan 
peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pemberian subsidi. 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai 
salah satu pilar perekonomian untuk menunjang berbagai 
program dan kegiatan pembangunan masyarakat akan menjadi 
tidak berkelanjutan. Hal ini dapat mengakibatkan runtuhnya 
kepercayaan pasar yang pada gilirannya berakibat pada  
merosotnya perekonomian nasional yang berdampak langsung 
pada harga kebutuhan pokok lainnya. 

Bagi masyarakat miskin dapat mengakibatkan daya beli mereka 
semakin menurun, karena akan mengalami kesulitan untuk 
beradaptasi dengan perkembangan harga di pasar. Warga 
masyarakat miskin akan terkena dampak sosial dengan semakin 
menurun taraf kesejahteraannya atau menjadi semakin miskin. 
Sementara konsumsi BBM dalam hal ini minyak tanah yang banyak 
dimanfaatkan oleh masyarakat termiskin dengan subsidi sangat 
kecil dibandingkan dengan kelompok menengah dan atas, sehingga 
dapat dikatakan terjadi ketidakadilan pemanfaatan subsidi BBM. 
(lihat gambar 8.1).  

Gambar 8.1	 Konsumsi Rata-Rata Minyak Tanah Menurut 
Kelompok Pendapatan (Liter/Orang/Bulan)

Gambar 1
Konsumsi Rata-Rata Minyak Tanah 
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Subsidi BBM lebih banyak dinikmati oleh kelompok berpendapatan 
menengah dan atas. 20% masyarakat kelompok terkaya menikmati 
hampir 50% subsidi BBM. Sementara 20% masyarakat termiskin 
hanya menikmati 5,15% subsidi BBM (lihat gambar 8.2). 

Gambar 8.2 Distribusi Pemanfaatan Subsidi BBM Menurut 
Kelompok Pendapatan

Gambar 2
Distribusi Pemanfaatan Subsidi BBM
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Dengan demikian subsidi BBM lebih banyak dinikmati oleh kelompok 
pendapatan menengah ke atas. Sementara masyarakat miskin yang 
seharusnya menjadi tujuan diberikannya subsidi BBM justru tidak 
memperolehnya. Selain itu dengan semakin besarnya subsidi BBM 
mengakibatkan berbagai program untuk masyarakat miskin menjadi 
tidak mungkin dilaksanakan.

Dari semua hal tersebut, maka diperlukan program perlindungan 
sosial bagi masyarakat miskin dalam bentuk program kompensasi 
(compensatory program) yang sifatnya khusus (crash program) atau 
program jaring pengaman sosial (social safety net), seiring dengan 
besarnya beban subsidi BBM semakin berat dan resiko terjadinya 
defisit yang harus ditanggung oleh pemerintah. Selain itu, akibat 
selisih harga BBM dalam negeri dibanding dengan luar negeri 
berakibat memberi peluang peningkatan upaya penyelundupan bagi 
spekulan BBM ke luar negeri.
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Pemerintah memandang perlu mereview kebijakan tentang 
subsidi BBM, sehingga subsidi yang selama ini dinikmati juga oleh 
golongan masyarakat mampu dialihkan untuk golongan masyarakat 
miskin. Kebijakan baru pengalihan subsidi BBM selain Bantuan 
Langsung Tunai kepada Rumah Tangga Sasaran, juga diperuntukan 
bagi pembebasan biaya pendidikan pada tingkat tertentu, biaya 
pengobatan pada masyarakat miskin, subsidi beras, subsidi minyak 
goreng, subsidi gula dan pembangunan prasarana perdesaan.  

Pada Tahun 2008 pemerintah melanjutkan skema program PKPS 
BBM dari bulan Juni s.d Desember 2008 dalam bentuk Bantuan 
Langsung Tunai tanpa syarat kepada Rumah Tangga Sasaran 
(unconditional cash transfer)   sebesar Rp.100.000,- per bulan 
selama 7 bulan, dengan rincian diberikan Rp.300.000.-/3 bln 
(Juni-Agustus) dan Rp. 400.000.-/4 bln (September-Desember). 
Sasarannya Rumah Tangga Sasaran sejumlah 19,1 juta sesuai hasil 
pendataan yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik dan DIPA 
Departemen Sosial yang diterbitkan oleh Departemen Keuangan. 

Tujuan dari Program Bantuan Langsung Tunai bagi Rumah Tangga 
Sasaran dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM 
adalah:

1.	 Membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi 
kebutuhan dasarnya.

2.	 Mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin 
akibat kesulitan ekonomi.

3.	 Meningkatkan tanggung jawab sosial bersama.
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Dasar Hukum

Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Kepada Rumah 
Tangga Sasaran didasarkan pada Instruksi Presiden Republik 
Indonesia No. 3 Tahun 2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang  
Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Untuk Rumah Tangga 
Sasaran.

Organisasi pelaksana

Pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai bagi Rumah Tangga 
Sasaran (BLT-RTS) dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat 
pusat hingga kecamatan dan desa/kelurahan. Pelaksana Program 
Bantuan Langsung Tunai bagi RTS adalah Departemen Sosial selaku 
Kuasa Pengguna Anggaran dibantu oleh pihak-pihak terkait yang 
telah ditetapkan dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2008 
tentang Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Untuk 
Rumah Tangga Sasaran. 

Penyaluran BLT-RTS merupakan suatu bentuk kerjasama yang 
didasarkan pada fungsi dan tugas pokok masing-masing, sehingga 
masing-masing lembaga bertanggung jawab terhadap kelancaran 
bidang tugas masing-masing. Bentuk kerjasama ini dimaksudkan 
untuk mempercepat proses penyaluran dana BLT-RTS kepada 
kelompok sasaran sehingga pemanfaatannya menjadi lebih optimal. 
Untuk meningkatkan sinergi pelayanan yang maksimal, maka 
masing-masing lembaga saling berkoordinasi. 

Dalam pelaksanaan Program BLT-RTS difasilitasi penyediaan Unit 
Pelaksana Program BLT (UPP-BLT) dari tingkat pusat sampai dengan 
kecamatan. Struktur Organisasi Program Bantuan Langsung Tunai 
adalah sebagai berikut :
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Gambar 8.3	 Struktur Organisasi  
Program Bantuan Tunai Langsung

Sumber	 : 	 Petunjuk Teknis Penyaluran BLT Bagi Rumah Tangga Sasaran  
(Draft 10 Mei 2008), Depsos RI.

Gambar Struktur Organisasi diatas menunjukkan bahwa Program 
Bantuan Langsung Tunai dikendalikan oleh Departemen Sosial RI 
sebagai Tim Pengarah atau Unit Pelaksana Program BLT tingkat 
Pusat yang berkoordinasi dengan Tim Pengendali Terpadu atau 
Tim Koordinasi Pusat dan bekerjasama dengan PT. Pos Indonesia 
dan BRI sebagai penyalur BLT. Depsos bekerjasama dengan Instansi 
Sosial tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota sampai dengan tingkat 
Kecamatan yang masing-masing bertindak sebagai Unit Pelaksana 
Program bekerjasama dengan Tim Koordinasi baik di tingkat Provinsi 
maupun Kabupaten/Kota. 

RTS Penerima BLT menerima bantuan dari Kantor Pos tingkat 
Kecamatan yang sebelumnya telah diperiksa oleh Kantor Pemeriksa 
Pos dan BRI Unit/Cabang di tingkat Kabupaten/Kota.
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Sasaran Program

Target jumlah keluarga miskin yang mendapat dana kompensasi 
bantuan akibat kenaikan harga BBM masih mengacu pada angka 
kepala keluarga miskin tahun 2005. �����������������������������   Penerima bantuan adalah 19,1 
juta Rumah Tangga Sasaran (RTS) penerima BLT yang terdiri dari 
: Rumah Tangga Sangat Miskin/ Fakir Miskin  (poorest),  Rumah 
Tangga Sasaran (poor) dan Rumah Tangga Hampir Miskin (near 
poor) hasil pendataan oleh BPS. 

Tabel 8.1	 Kriteria RTS Menurut BPS

Variabel Kemiskinan Kriteria

1.	 Luas lantai per anggota rumah tangga/keluarga < 8m²
2.	 Jenis lantai rumah Tanah/papan/kualitas rendah
3.	 Jenis dinding rumah Bambu, papan kualitas rendah
4.	 Fasilitas tempat buang air besar (jamban) Tidak punya
5.	 Sumber air minum Bukan air bersih
6.	 Penerangan yang digunakan Bukan listrik
7.	 Bahan bakar yang digunakan Kayu/arang
8.	 Frekuensi makan dalam sehari Kurang dari 2 kali sehari
9.	 Kemampuan membeli daging/ayam/susu dalam seminggu Tidak
10.	Kemampuan membeli pakaian baru bagi setiap ART Tidak
11.	Kemampuan berobat ke puskesmas/poliklinik Tidak
12.	Lapangan pekerjaan kepala rumah tangga Petani gurem, nelayan, pekebun
13.	Pendidikan kepala rumah tangga Belum pernah sekolah/Tidak tamat SD
14.	Kepemilikan aset/barang berharga minimal Rp. 500.000,- Tidak ada

Realisasi Penyaluran dan Keuangan Program

Penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai bagi Rumah Tangga 
Miskin (BLT-RTS) secara fisik dilaksanakan dengan menggunakan 
data dasar (database) Rumah Tangga Sasaran (RTS) penerima 
Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahun 2005/2006 (keadaan 31 Mei 
2006) sebanyak 19.100.905 RTS. 

Jumlah RTS mengalami penurunan berdasarkan hasil pemutakhiran 
data melalui verifikasi di 1.023 kecamatan pada 97 kabupaten/kota 
di 15 provinsi wilayah uji coba Program Keluarga Harapan (PKH) 
(keadaan 31 Desember 2007). 

Hasil verifikasi tersebut diperoleh data bahwa sebanyak 82.848 
RTS dihapus dari database dikarenakan:

1)	 RTS tunggal yang meninggal
2)	 RTS penerima BLT ganda (asli 1 RTS yang memecah diri)
3)	 RTS pindah alamat dan tidak terlacak
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Data akhir yang diperoleh untuk RTS penerima BLT sebanyak 
19.018.058 RTS. Data tersebut kemudian dikirim ke PT Posindo 
untuk dicetak Kartu berikut Kupon BLT untuk pemberian bantuan 
tahun 2008 per desa/kelurahan yang dikukuhkan melalui Keputus-
an Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 30/HUK/2008 
tentang Penerima Jumlah Penerima Dana Bantuan Langsung 
Tunai Untuk Rumah Tangga Sasaran (BLT – RTS). Distribusi  
alokasi BLT-RTS per provinsi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 8.2	 Jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS)  
Program BLT-RTS 2008

Propinsi Sangat 
Miskin Miskin Hampir 

Miskin Total 

 Nangroe Aceh Darussalam 96.606 200.659 198.403 495.668
 Sumatera Utara 201.784 296.292 438.717 936.793
 Sumatera Barat 99.803 121.804 90.385 312.442
 R I A U 71.917 126.075 95.715 293.707
 J A M B I 33.182 76.800 88.194 198.176
 Sumatera Selatan 148.119 265.846 269.216 683.181
 Bengkulu 47.863 67.518 48.555 163.936
 Lampung 211.943 342.777 230.321 785.041
 Bangka Belitung 8.391 18.692 6.569 33.652
 Kepulauan Riau 14.233 27.502 31.944 73.679
 Dki Jakarta 28.265 52.642 76.608 157.515
 Jawa Barat 633.263 947.100 1.317.444 2.897.807
 Jawa Tengah 537.037 1.271.856 1.348.922 3.157.815
 D.i. Yogyakarta 90.485 56.888 125.278 272.651
 Jawa Timur 767.345 1.246.917 1.210.639 3.224.901
 Banten 110.100 213.899 376.744 700.743
 B A L I 33.130 68.556 43.804 145.490
 Nusa Tenggara  Barat 181.252 251.125 133.765 566.142
 Nusa Tenggara Timur 187.083 202.426 229.920 619.429
Kalimantan Barat 101.396 97.938 159.708 359.042
Kalimantan Tengah 71.633 62.872 62.968 197.473
Kalimantan Selatan 78.780 51.261 114.264 244.305
Kalimantan Timur 52.120 91.103 81.371 226.594
Sulawesi Utara 33.808 41.680 47.959 123.447
Sulawesi Tengah 87.679 76.022 46.677 210.378
Sulawesi Selatan 186.215 238.042 170.709 594.966
Sulawesi Tenggara 38.775 114.887 117.380 271.042
Gorontalo 45.141 24.405 31.666 101.212
Sulawesi Barat 29.687 60.647 21.568 111.902
 Maluku 37.383 98.239 46.552 182.174
 Maluku Utara 26.979 22.072 16.303 65.354
 Papua Barat 28.736 31.014 64.793 124.543
 Papua 156.887 138.138 191.832 486.857

Indonesia 4.477.020 7.009.694 7.535.343 19.018.058
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Data pada Tabel 8.����������������������������������������     2���������������������������������������      diatas menjelaskan bahwa Rumah Tangga 
Sasaran Penerima BLT tahun 2008 dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu 
Rumah Tangga Sangat Miskin, Miskin dan Hampir Miskin. Kriteria 
sasaran tersebut dapat dilihat dari jumlah pendapatan yang diterima 
oleh mereka. Rumah Tangga Miskin memilliki kriteria sebagaimana 
tertuang dalam instrumen PSE05 Badan Pusat Statistik.

Jumlah RTS terbesar ada pada RTS Hampir Miskin sebanyak 
7.535.343 RTS atau 39,62%, sehingga program dan kegiatan 
pembangunan kesejahteraan sosial dapat diarahkan secara spesifik 
kepada kelompok tersebut.

Jumlah RTS terbesar ada di wilayah Pulau Jawa, dan yang tertinggi 
ada di wilayah Jawa Timur sebanyak 3.224.901 RTS atau 17% dari 
jumlah RTS seluruhnya. Pulau Jawa sebagai wilayah terpadat di 
Indonesia sarat dengan masalah kesejahteraan sosial diantaranya 
kemiskinan. Korban Lumpur Lapindo di wilayah Jawa Timur 
menambah jumlah populasi RTS, sehingga perlu mendapat perhatian 
dari Pemerintah.

Secara nasional, realisasi bantuan per 10 Desember 2008 untuk tahap 
pertama sebesar Rp. 5.473.355.400.000 atau 95,92%, sedangkan 
untuk tahap II sebesar Rp. 7.223.970.000.000 atau 94,95%. 

Rincian realisasi bantuan per provinsi dapat dilihat pada tabel berikut 
ini.

Tabel 8.���������������������������������������������������      3 	 Realisasi Bayar Nasional Bantuan Langsung Tunai 
(BLT) 2008 Tahap I (Per 10 Desember 2008)

No. Propinsi
Alokasi 

BLT
Distribusi 

Kartu Realisasi Bayar Daya 
Serap

(RTS) (RTS) (RTS) (RUPIAH) (%)

1. Nanggroe Aceh Darussalam 495.668  464.385 484.958 145.487.400.000 97,84%
2. Sumatera Utara 936.793  890.563 884.616 265.384.800.000 94,43%
3. Sumatera Barat 312.442  288.502 305.165 91.549.500.000 97,67%
4. Riau 293.707  251.293 235.603 70.680.900.000 80,22%
5. Jambi 198.176  184.610 192.206 57.661.800.000 96,99%
6. Sumatera Selatan 685.886  632.428 629.529 188.858.700.000 91,78%
7. Bengkulu 163.936  144.310 161.350 48.405.000.000 98,42%
8. Lampung 785.041  690.271 779.846 233.953.800.000 99,34%
9. Kep. Bangka Belitung 33.652  27.594 32.708 9.812.400.000 97,19%
10. Kepulauan Riau 73.679  71.350 69.841 20.952.300.000 94,79%
11. Dki Jakarta 157.515  152.169 150.270 45.081.000.000 95,40%
12. Jawa Barat 2.897.807  2.628.296 2.852.042 855.612.600.000 98,42%
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No. Propinsi
Alokasi 

BLT
Distribusi 

Kartu Realisasi Bayar Daya 
Serap

(RTS) (RTS) (RTS) (RUPIAH) (%)

13. Jawa Tengah 3.157.816  2.975.375 3.131.727 939.518.100.000 99,17%
14. D.i. Yogyakarta 272.651  239.703 267.205 80.161.500.000 98,00%
15. Jawa Timur 3.224.901  2.964.571 3.137.737 941.321.100.000 97,30%
16. Banten 700.743  673.345 697.841 209.352.300.000 99,59%
17. Bali 145.490 137.491 140.583 42.174.900.000 96,63%
18. Nusa Tenggara Barat 566.142 546.821 555.254 166.576.200.000 98,08%
19. Nusa Tenggara Timur 619.429  591.272 608.768 182.630.400.000 98,28%
20. Kalimantan Barat 359.042  350.059 355.397 106.619.100.000 98,98%
21. Kalimantan Tengah 197.473  157.482 162.003 48.600.900.000 82,04%
22. Kalimantan Selatan 244.305  227.777 227.710 68.313.000.000 93,21%
23. Kalimantan Timur 226.594  209.362 217.658 65.297.400.000 96,06%
24. Sulawesi Utara 123.447  108.761 111.273 33.381.900.000 90,14%
25. Sulawesi Tengah 210.378  195.081 193.676 58.102.800.000 92,06%
26. Sulawesi Selatan 594.966  561.152 577.892 173.367.600.000 97,13%
27. Sulawesi Tenggara 271.042  257.742 257.933 77.379.900.000 95,16%
28. Gorontalo 101.212  89.227 89.594 26.878.200.000 88,52%
29. Sulawesi Barat 111.902  110.493 110.805 33.241.500.000 99,02%
30. Maluku 182.174  178.670 142.599 42.779.700.000 78,28%
31. Maluku Utara 65.354  65.354 64.523 19.356.900.000 98,73%
32. Irian Jaya Barat 124.543  122.766 106.150 31.845.000.000 85,23%
33. Papua 486.857  474.775 310.056 93.016.800.000 63,69%

JUMLAH 19.020.763  17.663.050 18.244.518 5.473.355.400.000 95,92%

Sumber: Diolah dari www.kompensasi.info 

Tabel 8.4	 Realisasi Bayar Nasional Bantuan Langsung Tunai 
(BLT) 2008 Tahap II (Per 10 Desember 2008)

No. Propinsi
Alokasi 

BLT
Distribusi 

Kartu Realisasi Bayar Daya 
Serap

(RTS) (RTS) (RTS) (RUPIAH) (%)

1. Nanggroe Aceh Darussalam 495.668  464.385 479.786 191.914.400.000 96,80%
2. Sumatera Utara 936.793  890.563 833.091 333.236.400.000 88,93%
3. Sumatera Barat 312.442  288.502 299.954 119.981.600.000 96,00%
4. Riau 293.707  251.293 223.232 89.292.800.000 76,00%
5. Jambi 198.176  184.610 191.076 76.430.400.000 96,42%
6. Sumatera Selatan 685.886  632.428 627.189 250.875.600.000 91,44%
7. Bengkulu 163.936  144.310 160.652 64.260.800.000 98,00%
8. Lampung 785.041  690.271 779.541 311.816.400.000 99,30%
9. Kep. Bangka Belitung 33.652  27.594 32.349 12.939.600.000 96,13%
10. Kepulauan Riau 73.679  71.350 68.947 27.578.800.000 93,58%
11. Dki Jakarta 157.515  152.169 149.066 59.626.400.000 94,64%
12. Jawa Barat 2.897.807  2.628.296 2.845.118 1.138.047.200.000 98,18%
13. Jawa Tengah 3.157.816  2.975.375 3.125.050 1.250.020.000.000 98,96%
14. D.i. Yogyakarta 272.651  239.703 266.688 106.675.200.000 97,81%
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No. Propinsi
Alokasi 

BLT
Distribusi 

Kartu Realisasi Bayar Daya 
Serap

(RTS) (RTS) (RTS) (RUPIAH) (%)

15. Jawa Timur 3.224.901  2.964.571 3.126.518 1.250.607.200.000 96,95%
16. Banten 700.743  673.345 695.912 278.364.800.000 99,31%
17. Bali 145.490 137.491 140.880 56.352.000.000 96,83%
18. Nusa Tenggara Barat 566.142 546.821 553.780 221.512.000.000 97,82%
19. Nusa Tenggara Timur 619.429  591.272 582.768 233.107.200.000 94,08%
20. Kalimantan Barat 359.042  350.059 354.115 141.646.000.000 98,63%
21. Kalimantan Tengah 197.473  157.482 161.236 64.494.400.000 81,65%
22. Kalimantan Selatan 244.305  227.777 226.435 90.574.000.000 92,69%
23. Kalimantan Timur 226.594  209.362 214.146 85.658.400.000 94,51%
24. Sulawesi Utara 123.447  108.761 109.607 43.842.800.000 88,79%
25. Sulawesi Tengah 210.378  195.081 192.144 76.857.600.000 91,33%
26. Sulawesi Selatan 594.966  561.152 575.322 230.128.800.000 96,70%
27. Sulawesi Tenggara 271.042  257.742 256.300 102.520.000.000 94,56%
28. Gorontalo 101.212  89.227 89.380 35.752.000.000 88,31%
29. Sulawesi Barat 111.902  110.493 109.216 43.686.400.000 97,60%
30. Maluku 182.174  178.670 119.333 47.733.200.000 65,50%
31. Maluku Utara 65.354  65.354 63.311 25.324.400.000 96,87%
32. Irian Jaya Barat 124.543  122.766 103.423 41.369.200.000 83,04%
33. Papua 486.857  474.775 304.360 121.744.000.000 62,52%

JUMLAH 19.020.763  17.663.050 18.059.925  7.223.970.000.000 94,95%

Sumber: Diolah dari www.kompensasi.info 

Penggunaan dana BLT

Penggunaan uang BLT oleh RTS sebagian besar digunakan untuk 
pembelian minyak tanah. Hal ini sesuai dengan analisis awal 
bahwa kebutuhan lain diluar BBM sudah tercover oleh bantuan-
bantuan sosial lain. BLT juga digunakan untuk modal usaha. Hal ini 
menjawab adanya pendapat bahwa BLT hanya bersifat konsumtif 
dan menjadikan RTS ketergantungan terhadap BLT. Jika BLT 
digunakan untuk modal usaha, dan dilengkapi dengan pembinaan 
program regular seperti KUBE, maka diharapkan akan mengurangi 
jumlah kemiskinan. BLT juga digunakan untuk membeli sembako, 
biaya kesehatan, biaya sekolah, biaya listrik, dan biaya air bersih. 
Kesemuanya itu menunjukkan bahwa uang BLT tidak dipergunakan 
untuk hal-hal yang tidak bermanfaat seperti membeli perhiasan dan 
barang konsumtif lainnya seperti disinyalir oleh beberapa kalangan.
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Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi disimpulkan bahwa 
sebagian besar responden RTS memanfaatkan bantuan untuk 
keperluan membeli minyak tanah, yakni sebesar 72,1%.

Gambar 8.4 Penggunaan Uang BLT

Sumber	 : 	 Laporan Pelaksanaan BLT untuk Rumah Tangga Sasaran Tahun 2008, 
Depsos RI.

Selain untuk membeli minyak tanah, ternyata sebanyak 53,4% RTS 
menyatakan bahwa bantuan dipergunakan pula untuk keperluan 
biaya sekolah anak-anak mereka. Khususnya untuk pencairan dana 
bantuan tahap I, waktunya bersamaan dengan masuknya anak-anak 
sekolah pada tahun ajaran baru.

Penggunaan dana BLT oleh RTS secara lengkap per provinsi dapat 
dilihat pada tabel berikut ini.
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Tabel 8.5	 Prosentase Jenis Penggunaan Uang BLT

Provinsi
 Jenis Penggunaan Uang BLT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
N. A. D. 88,0% 53,7% 26,9% 24,1% 4,6% 12,0% 3,7% 6,5% 0,9% 92,6%
Sumatera Utara 34,6% 36,5% 9,6% 11,5% 1,0% 4,8% 1,9% 2,9% 2,9% 83,7%
Sumatera Barat 83,2% 41,6% 13,9% 20,8% 0,0% 35,6% 36,6% 21,8% 0,0% 39,6%
Jambi 77,1% 44,8% 6,3% 0,0% 0,0% 1,0% 0,0% 1,0% 10,4% 0,0%
Riau 92,4% 49,5% 69,5% 44,8% 0,0% 4,8% 2,9% 27,6% 0,0% 42,9%
Sum. Selatan 85,2% 60,2% 32,4% 6,5% 13,9% 7,4% 14,8% 6,5% 5,6% 42,6%
Bengkulu 83,3% 83,3% 45,8% 12,5% 0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 33,3% 45,8%
Lampung 38,7% 38,7% 0,0% 11,3% 0,0% 14,2% 0,0% 5,7% 57,5% 0,0%
Bangka Belitung 81,4% 21,6% 4,9% 62,7% 1,0% 1,0% 0,0% 0,0% 35,3% 45,1%
Kepulauan Riau 71,4% 48,1% 46,8% 42,9% 32,5% 16,9% 15,6% 39,0% 33,8% 9,1%
Dki Jakarta 67,3% 68,1% 60,2% 58,4% 42,5% 28,3% 7,1% 13,3% 35,4% 10,6%
Jawa Barat 79,4% 45,1% 62,7% 70,6% 7,8% 14,7% 5,9% 12,7% 35,3% 0,0%
Jawa Tengah 60,6% 42,3% 21,2% 26,9% 14,4% 14,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Di Yogyakarta 52,0% 46,1% 23,5% 48,0% 5,9% 22,5% 11,8% 32,4% 54,9% 0,0%
Jawa Timur 82,1% 49,1% 30,2% 67,9% 39,6% 7,5% 0,9% 19,8% 80,2% 0,9%
Banten   77,4% 43,4% 23,6% 50,0% 20,8% 9,4% 8,5% 18,9% 66,0% 0,0%
Bali 50,9% 54,7% 31,1% 29,2% 14,2% 3,8% 0,9% 50,0% 47,2% 6,6%
Ntb 81,4% 49,0% 20,6% 51,0% 13,7% 7,8% 4,9% 15,7% 90,2% 0,0%
Ntt 28,1% 50,0% 10,9% 12,5% 3,1% 10,9% 0,0% 1,6% 0,0% 50,0%
Kal. Barat 94,9% 57,0% 45,6% 58,2% 20,3% 19,0% 12,7% 27,8% 3,8% 51,9%
Ka. Timur 88,2% 83,6% 63,6% 50,0% 30,0% 24,5% 8,2% 14,5% 75,5% 7,3%
Kal. Selatan 79,6% 54,1% 8,2% 2,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Kal. Tengah 64,4% 45,6% 26,7% 14,4% 0,0% 3,3% 0,0% 16,7% 73,3% 0,0%
Sulawesi Utara 62,0% 40,7% 41,7% 36,1% 10,2% 9,3% 9,3% 24,1% 56,5% 0,0%
Sul. Tengah 86,9% 58,3% 57,1% 33,3% 0,0% 3,6% 0,0% 20,2% 0,0% 25,0%
Sul. Selatan 84,3% 52,0% 22,5% 32,4% 6,9% 13,7% 3,9% 3,9% 42,2% 6,9%
Sul. Tenggara 73,6% 72,7% 24,5% 0,0% 0,0% 5,5% 2,7% 2,7% 40,0% 0,0%
Sulawesi Barat 99,1% 66,0% 39,6% 28,3% 4,7% 10,4% 13,2% 16,0% 19,8% 6,6%
Gorontalo 31,0% 25,4% 11,3% 7,0% 0,0% 19,7% 12,7% 22,5% 14,1% 32,4%
Maluku 85,4% 82,3% 35,4% 9,4% 1,0% 2,1% 1,0% 5,2% 63,5% 2,1%
Maluku Utara 71,8% 64,1% 20,4% 49,5% 9,7% 8,7% 1,9% 51,5% 8,7% 12,6%
Papua Barat 89,6% 86,5% 68,8% 25,0% 50,0% 10,4% 3,1% 47,9% 2,1% 20,8%
Papua 40,8% 53,4% 37,9% 21,4% 6,8% 14,6% 8,7% 11,7% 11,7% 11,7%

Keterangan Jenis Penggunaan Uang BLT =
1	  Beli minyak tanah 
2	  Biaya sekolah anak 
3	  Biaya kesehatan 
4	  Pembayaran listrik 
5	  Membeli air bersih 
6	  Tambahan modal usaha 
7	  Membeli peralatan usaha 
8	  Membeli peralatan rumah tangga 
9	  Membeli sembako 
10	  Lainnya 
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Penutup dan Rekomendasi

Kebijakan penanggulangan kemiskinan telah dicanangkan sejak 2001 
dengan sasaran utama yaitu meningkatkan pendapatan kelompok 
miskin dan menurunkan pengeluaran kaum miskin. Strategi yang 
digunakan umumnya masih bergantung pada pemberian subsidi 
baik berbentuk barang maupun uang pada rakyat miskin. Hal ini 
juga tampak dalam kebijakan yang diusung Pemerintahan Susilo 
Bambang Yudhoyono yang memiliki target untuk mengurangi angka 
kemiskinan menjadi delapan persen pada tahun 2009. 

Kedepan, kebijakan penanggulangan kemiskinan seharusnya tidak 
lagi dibungkus oleh alasan-alasan ekonomi semata dan selalu 
mengandalkan strategi subsidi kepada rakyat miskin. Alasan 
pokoknya bukan karena kita harus mengikuti paradigma neoliberal 
dan mekanisme pasar yang anti subsidi. Tetapi, apapun paradigma 
yang menjadi arah pembangunan Indonesia akan berhadapan 
dengan masalah kesenjangan sebagai akibat pembangunan dalam 
bentuk besarnya jumlah rakyat miskin adalah problem nyata, bukan 
sekedar angka-angka atau wacana. 

Karena itu, penanggulangan kemiskinan tidak selalu efektif 
diselesaikan dengan cara subsidi. Secara politis, subsidi memang 
lebih menguntungkan untuk diusung.  Tetapi, kemiskinan harus 
diperangi dengan cara yang cerdas dan bijaksana. Cerdas karena 
pemecahan mengena langsung kepada inti permasalahan, bukan 
ke pinggiran masalah. Bijaksana karena pemecahan masalah tidak 
menciptakan masalah baru. Untuk itu, sejumlah proposisi layak 
dipertimbangkan:

1.	 Pemerintah harus selalu menghitung dan mempertimbangkan 
secara sistematis jumlah rakyat miskin yang akan menjadi 
sasaran dalam program penanggulangan kemiskinan. Menyimak 
begitu besarnya jumlah penduduk yang memiliki taraf hidup 
sedikit saja di atas garis kemiskinan, maka menjadi keharusan 
bagi pemerintah untuk memprioritaskan mereka sebagai sasaran 
program, dan tidak hanya mengalokasikan bantuan untuk rakyat 
yang hidup di bawah garis kemiskinan. 

2.	 Menurut pendekatan pemenuhan kebutuhan, hal pokok 
yang perlu diperhatikan dalam perencanaan program sosial 
untuk rakyat miskin bahwa perencana program harus mampu 
mengidentifikasikan siapa dan kebutuhan kelompok sasaran 
program. Modal utamanya adalah tersedianya data yang akurat 
dan terkini mengenai kelompok sasaran program. Pengalaman 
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menunjukan bahwa kegagalan dalam menentukan sasaran 
program di tingkat lokal pada akhirnya akan berimplikasi pada 
terciptanya kondisi tidak tepat sasaran program. 

3.	 Pelibatan dan partisipasi aktif pemerintah daerah juga menjadi 
poin krusial dalam implementasi Program BLT Tahun 2008. 
Di awal persiapan pelaksanaan, telah muncul sinyalemen 
ketidaksiapan dari sejumlah daerah dalam pelaksanaan program 
ini. Hal ini berangkat dari keterbatasan waktu persiapan dan 
resiko terjadinya “pergesekan” di tingkat lokal karena potensi 
ketidaktepatan sasaran program yang cukup besar seperti yang 
pernah terjadi pada pelaksanaan program BLT sebelumnya. 
Ke depannya, partisipasi aktif pemerintah daerah harus 
menjadi perhatian utama untuk menujukan bahwa kebijakan 
penanggulangan kemiskinan bukan hanya menjadi tanggung 
jawab pemerintah pusat.

4.	 Kenyataan selama ini menunjukan bahwa format sosialiasi 
dan diseminasi materi program penanggulangan kemiskinan 
cenderung bersifat formal dan mengikuti jalur struktural 
birokrasi semata. Praktek serupa cenderung terulang dalam 
pelaksanaan Program BLT tahun 2008. Waktu persiapan 
yang mepet dan luasnya wilayah jangkauan program menjadi 
penghambat sosialisasi. Ke depannya, penyediaan informasi 
publik yang efektif dan akurat tentang tujuan sebenarnya dari 
setiap program penanggulangan kemiskinan yang mampu 
menjangkau di luar kalangan pejabat dan aparat pemerintah 
hingga mencapai tingkat lokal, harus menjadi tujuan utama 
dalam proses sosialisasi. Kegiatan semacam ini penting  
jika ingin menyiapkan masyarakat lokal secara memadai  
sehingga dapat memperoleh pemahaman yang tinggi dan 
konsensus setempat tentang sebenarnya apa yang ingin  
dicapai melalui program ini.

5.	 Mengukur dampak atau keberhasilan suatu program 
penanggulangan kemiskinan tidak pernah menjadi pekerjaan 
mudah. Rasionalitas berpikir yang selama ini dipahami bahwa 
upaya penanggulangan kemiskinan secara normatif tidak bisa 
diukur dampaknya bagi rakyat miskin dalam jangka pendek.  
Poin inilah yang menjadi polemik Program BLT yang bertujuan 
untuk mencegah penurunan taraf kesejahteraan rakyat 
miskin akibat kenaikan harga BBM. Ke depannya, dalam 
pandangan berbeda, lebih elegan bila perencana program 
sejenis juga mengutamakan pengukuran dampak/keberhasilan 
program dalam tataran mikro. Model pengukuran yang harus 
dimajukan adalah melihat efektifitas bantuan bagi peningkatan 
kesejahteraan rakyat miskin dalam kacamata rakyat miskin 
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itu sendiri. Pengukuran pada level lokal ini diperlukan untuk 
beberapa hal: (1) menghindari bias-bias yang terkandung pada 
konsep dan indikator “keberhasilan normatif ’ yang dirumuskan 
oleh policy maker, dan (2) untuk melihat perubahan-perubahan 
konkret yang terjadi dan dirasakan oleh mereka yang tergolong 
miskin.

6.	 Implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan harus 
mampu mengarah pada penciptaan fungsi partisipasi sebagai 
alat pemberdayaan rakyat miskin dengan tidak dilihat sebatas 
pada tahap distribusi materi program, tetapi terpenting 
dalam perumusan program di tingkat lokal. Keterbatasan dan 
hambatan dalam mekanisme pendataan dan penjangkauan 
sasaran program sejatinya dapat diminimalisir bila menggunakan 
mekanisme partisipasi yang berlaku di tingkat lokal. Persoalan 
sosialisasi diharapkan juga bisa diantisipasi melalui pelibatan 
komponen masyarakat lokal sehingga diharapkan substansi 
program dipahami secara maksimal oleh rakyat miskin.

7.	 Harus  dibuat langkah-langkah strategis untuk memperkuat 
kapasitas aparat birokrasi sebagai pelaksana utama kebijakan 
penanggulangan kemiskinan. Hal ini berdasarkan kondisi bahwa 
permasalahan utama dalam implementasi Program BLT tahun 
2008 adalah terjadinya kerawanan penyimpangan birokrasi dan 
bias petugas dalam implementasi kebijakan (structural bias). 
Dalam kerangka penguatan program sejenis ke depannya, perlu 
dimaksimalkan pengawasan oleh komponen-komponen publik 
(LSM, akademisi dan pengamat) dalam mengawal kinerja aparat 
birokrasi yang menjadi pelaksana program.
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Aly Yusuf lahir di Bandung, 4 Januari 1977. Aly adalah Peneliti bidang 
Demokrasi, Reformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Otonomi Daerah 
di The Indonesian Institute. Fokus kajiannya adalah tata pemerintahan 
khususnya berkaitan dengan pemilihan kepala daerah, pemekaran daerah, 
dan desentralisasi. Aly menyelesaikan pendidikan Sarjana di Institut Pertanian 
Bogor pada tahun 2000 dan S2 Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik 
Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 2004. Aly bekerja 
sebagai konsultan dan tenaga ahli sejak tahun 2000 hingga sekarang untuk 
pemerintah daerah, legislatif, masyarakat, dan media dalam penerapan prinsip  
good governance principle pada program-program di USAID dan UNDP. 

Antonius Wiwan Koban lahir di Jakarta, 10 April 1974. Wiwan adalah 
Peneliti di bidang Kebijakan Sosial, Issue-issue Gender dan Pembangunan 
di The Indonesian Institute. Fokus kajiannya terutama masalah kesetaraan 
gender, anak, pendidikan, kesehatan, humaniora dan multikulturalisme. 
Wiwan menyelesaikan pendidikan Sarjana Psikologi di Fakultas Psikologi 
Unika Atma Jaya, Jakarta pada tahun 2002 dengan peminatan psikologi 
sosial. Wiwan bekerja sebagai tim pengajar mata kuliah metode penelitian 
di Fakultas Psikologi Unika Atma Jaya (2003-2005). Wiwan pernah bekerja 
sebagai content analyst di Divisi Qualitative Research pada PT Insight Asia 
Independent Market Research (1999-2002). Wiwan juga pernah bekerja 
sebagai peneliti dalam penelitian mengenai pekerja anak, kesetaraan gender 
dalam pendidikan, serta trafficking anak dan perempuan di Pusat Kajian dan 
Pengembangan Masyarakat Unika Atma Jaya, Jakarta (1999-2005). 

Benni Inayatullah lahir di Payakumbuh, 25 Desember 1980. Benni adalah 
peneliti di bidang Demokrasi, Reformasi Tata Kelola Pemerintahan dan 
Otonomi Daerah di The Indonesian Institute. Anak kedua dari keluarga petani 
ini, saat ini terus berusaha mempertajam kemampuan analisisnya dalam 
bidang politik dan sosial. Fokus kajiannya adalah Partai Politik, Desentralisasi, 
Reformasi Birokrasi dan Perubahan Sosial. Benni menyelesaikan pendidikan 
Sarjana Ilmu Politik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan Hubungan 
Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2003.  
Benni pernah bekerja di The Amien Rais Center (2003-2004) dan setelah itu 
menjadi Staff Program di Maarif Institute (2004-2005). Artikel-artikel tulisan 
Benni mengenai bidang politik dan sosial dimuat di beberapa media nasional 
dan lokal.

Tentang Penulis
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Endang Srihadi lahir di Bogor 28 Maret 1976. �����������������������  Endang adalah peneliti 
kebijakan sosial dan issue-issue gender di The Indonesian Institute, center 
for Public Policy Research. Fokus kajiannya adalah kebijakan pembangunan 
sosial yang berkaitan dengan upaya penanggulangan kemiskinan  
dan pemberdayaan masyarakat. ����������������������������������������    Endang mendapatkan gelar Sarjana Sosial 
dari Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI pada tahun 2002. 
Sebelumnya aktif sebagai peneliti di Laboratorium Ilmu Kesejahteraan Sosial 
FISIP UI (2000-2004). Pernah terlibat dalam sejumlah proyek penelitian 
sosial untuk tema seperti kebijakan sosial, pemberdayaan masyarakat, 
masalah narkoba, pekerja anak dan upaya penanggulangan kemiskinan.  
Di tahun 2006 lalu, menjadi anggota tim peneliti “Quality Care Assessment 
of Children’s Home” yang diselenggarakan oleh Departemen Sosial RI,  
UNICEF and Save The Children.� 

Hanta Yuda AR lahir di Pangkalpinang, 15 September 1980. Hanta adalah 
peneliti di bidang politik, demokrasi, reformasi tata kelola pemerintahan 
dan otonomi daerah pada The Indonesian Institute. �����������������������  Fokus kajiannya adalah 
partai politik, pemilu, sistem pemerintahan presidensial, lembaga legislatif, 
dan otonomi daerah. Hanta menyelesaikan pendidikan Sarjana Ilmu 
Politik di Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Gadjah Mada (UGM). Sebelumnya, Hanta sempat menjadi asisten 
dosen di Fisipol UGM. Semasa kuliah di UGM, Hanta aktif di pergerakan 
mahasiswa dan menjadi Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UGM. 
Hanta juga pernah terlibat dalam sejumlah penelitian politik untuk tema  
seperti partai politik, pemerintahan presidensial, dan pilkada.

Nawa Poerwana Thalo lahir di Jakarta, 8 Juni 1976. Nawa adalah 
Peneliti di bidang Kebijakan Ekonomi dan Bisnis di The Indonesian Institute. 
Fokus kajiannya adalah bidang Ekonomi Keuangan dan Moneter. Nawa 
menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 
Institute Bisnis dan Informatika Indonesia (STIE IBII) pada tahun 2000.  
Nawa pernah bekerja di Center for Financial Policy Studies (CFPS) sebagai 
Research Analyst sejak tahun 2001 sampai tahun 2004. Nawa pernah terlibat 
dalam berbagai penelitian ekonomi yang didanai oleh lembaga-lembaga 
pemerintah, donor, maupun perusahaan asing dan BUMN. Nawa juga 
pernah memperoleh award dari Friedrich Naumann Stiftung dan Economic 
Freedom Network Asia untuk melakukan penelitian tentang kebebasan 
ekonomi di Indonesia.
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The Indonesian Institute (TII) adalah lembaga penelitian kebijakan publik 
(Center for Public Policy Research) yang resmi didirikan sejak 21 Oktober 2004 
oleh sekelompok aktivis dan intelektual muda yang dinamis.

TII merupakan lembaga yang independen, nonpartisan, dan nirlaba yang 
sumber dana utamanya berasal dari hibah dan sumbangan dari yayasan-yayasan, 
perusahaan-perusahaan, dan perorangan. TII bertujuan untuk menjadi pusat 
penelitian utama di Indonesia untuk masalah-masalah kebijakan publik dan 
berkomitmen untuk memberikan sumbangan kepada debat-debat kebijakan 
publik dan memperbaiki kualitas pembuatan dan hasil-hasil kebijakan publik 
dalam situasi demokrasi baru di Indonesia.

Misi TII adalah untuk melaksanakan penelitian yang dapat diandalkan, 
independen, dan nonpartisan, serta menyalurkan hasil-hasil penelitian 
kepada para pembuat kebijakan, kalangan bisnis, dan masyarakat sipil 
dalam rangka memperbaiki kualitas kebijakan publik di Indonesia. TII juga 
mempunyai misi untuk mendidik masyarakat dalam masalah-masalah kebijakan 
yang mempengaruhi hajat hidup mereka. Dengan kata lain, TII memiliki 
posisi mendukung proses demokratisasi dan reformasi kebijakan publik,  
serta mengambil bagian penting dan aktif dalam proses itu.

Ruang lingkup penelitian dan kajian kebijakan publik yang dilakukan oleh TII 
meliputi bidang ekonomi, sosial, dan politik. Kegiatan utama yang dilakukan 
dalam rangka mencapai visi dan misi TII antara lain adalah penelitian, survei, 
pelatihan, diskusi publik, policy brief dan analisis mingguan (Weekly Analysis), 
penerbitan kajian bulanan (Update Indonesia) dan kajian tahunan (Indonesia 
Report). 

Alamat kontak: 
Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 194 

Jakarta Pusat 10250 
Tel. 021 3905558 Fax. 021 31907814 
www.theindonesianinstitute.com
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Anies Baswedan. Direktur Eksekutif & Riset 

Lahir di Yogyakarta pada tanggal 7 Mei 1969. Anies Baswedan menjabat 
sebagai Direktur Riset di The Indonesian Institute (TII) sejak tahun 2005.  
Anies Baswedan sejak tahun 2007 menjabat Rektor Universitas Paramadina, 
Jakarta. Sejak 1 April 2008, Anies Baswedan menjabat sebagai Direktur 
Eksekutif & Riset TII. Anies pernah menjabat sebagai National Advisor bidang 
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Partnership for Governance Reform 
di Jakarta. Sebelumnya, Anies bekerja sebagai Manajer Riset di IPC, sebuah 
asosiasi industri elektronika di Chicago, USA. Di tahun 2005 ia menjadi Gerald 
Maryanov Fellow di Departemen Ilmu Politik di Northern Illinois University 
di mana dia menyelesaikan disertasinya tentang Otonomi Daerah dan Pola 
Demokrasi di Indonesia. Semasa kuliah di Universitas Gadjah Mada (UGM), 
dia aktif di gerakan mahasiswa dan menjadi Ketua Umum Senat Mahasiswa 
UGM. Sewaktu menjadi mahasiswa UGM, dia mendapatkan beasiswa 
JAL untuk mengikuti kuliah musim panas bidang Asian Studies di Sophia 
University di Tokyo, Jepang. Setelah lulus kuliah di UGM pada tahun 1995,  
Anies bekerja di Pusat Antar Universitas Studi Ekonomi di UGM. Anies 
mendapatkan beasiswa Fulbright untuk pendidikan Master Bidang International 
Security and Economic Policy di University of Maryland, College Park.  
Sewaktu kuliah, dia dianugerahi William P. Cole III Fellow di Maryland School of 
Public Policy, ICF Scholarship, dan ASEAN Student Award. Ia juga aktif di dunia 
akademik di Amerika dimana artikel-artikelnya dipresentasikan di berbagai 
konferensi. Selain itu, Anies juga banyak menulis artikel mengenai desentralisasi, 
demokrasi, dan politik Islam di Indonesia. Artikel jurnalnya yang berjudul 
“Political Islam: Present and Future Trajectory” terbit di Asian Survey, jurnal yang 
diterbitkan oleh University of California di Berkeley.

Direktur
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Direktur

Adinda Tenriangke Muchtar. Direktur Program

Lahir di Jakarta pada 31 Mei 1978. Adinda Tenriangke Muchtar adalah Direktur 
Program di The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII). 
Adinda juga adalah Sumitro Fellow tahun 2007. Adinda mendapatkan gelar 
Sarjana Sosial dari Departemen Hubungan Internasional FISIP UI pada tahun 
2001 dan menyelesaikan S-2 (Master of International Studies) di Departemen 
Government and International Relations, University of Sydney pada tahun 2003 
dengan beasiswa dari Australian Development Scholarships (ADS) AusAID. 
Sebelumnya ia bekerja di National Democratic Institute for International 
Affairs (NDI) Indonesia sebagai Program Assistant (2002) sebelum menjadi 
Program Officer untuk Program Penguatan Legislatif pada tahun 2004. Ia 
juga pernah terlibat dalam Program Civic Society Organizations (CSO) di NDI 
sebagai Program Assistant selama program promosi dan pemantauan Pemilu 
2004. Adinda adalah anggota Social and Community Involvement dari Asia 
Europe Foundation University Alumni Network (ASEFUAN), organisasi yang 
dibentuk sejak tahun 2002. Saat ini Adinda juga adalah Analis dan Peneliti 
bidang politik (Demokrasi, Reformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Otonomi 
Daerah) di TII. Fokus kajiannya adalah tata pemerintahan (good governance),  
khususnya yang berkaitan dengan lembaga legislatif dan otonomi daerah;  
konflik lokal dan terorisme; serta kajian internasional yang mengaitkan  
kebijakan dan isu nasional dan internasional.
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Board of Advisors

1.	 Rizal Sukma Ph.D., Hubungan Internasional, London School of 
Economics & Political Science (LSE), Britania Raya.

2.	 Jeffrie Geovanie., Isu-isu Politik dan Sosial, Board of Advisor 
Center for Strategic and International Studies (CSIS), Wakil Ketua 
Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PP Muhammadiyah.

3.	 Jaleswari Pramodhawardhani M.A., Kajian Perempuan, 
Universitas Indonesia, Jakarta.

4.	 Hamid Basyaib S.H., Fakultas Hukum, Universitas Islam 
Indonesia, Yogyakarta.

5.	 Ninasapti Triaswati Ph.D.,  Ekonomi, University of Illinois at 
Urbana Champaign, AS.

6.	 M. Ichsan Loulembah, Sarjana Sosiologi, FISIP, Universitas 
Tadulako, Palu.

7.	 Debra H. Yatim, Professional Fellow di bidang Journalisme, 
Stanford University, California, AS.

8.	 Abd. Rohim Ghazali M.Si.,  Ilmu Politik Universitas Indonesia, 
Jakarta.

9.	 Friderica Widyasari Dewi, MBA., California State University of 
Fresno, California, AS.

10.	 Saiful Mujani Ph.D., Ilmu Politik, Ohio State University, 
Columbus, Ohio, AS.

11.	 Jeannette Sudjunadi B.A., Ekonomi Universitas Parahyangan, 
Bandung.

12.	 Rizal Mallarangeng Ph.D., Ilmu Politik, Ohio State University, 
Columbus, Ohio, AS.

13.	 Sugeng Suparwoto B.A., Teknologi Pendidikan, IKIP, Jakarta.

14.	 Irman G. Lanti, Ph.D., Ilmu Politik British Columbia Universitas 
Vancouver, Canada.

15.	 Effendi Ghazali Ph.D., Komunikasi Politik Universitas Redboud 
Nijmegen Netherlands.

16.	 Indra J. Pilliang B.A., Sejarah, Universitas Indonesia, Jakarta.

17.	 Clara Juwono M.A., Asian Studies, Universitas California 
Berkeley.
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Publikasi Bulanan The Indonesian Institute 
dalam Dua Bahasa, Indonesia dan Inggris

Tentang isu-isu terkini dilengkapi analisis dan rekomendasi

Update Indonesia merupakan salah satu publikasi The Indonesian 
Institute yang diterbitkan secara bulanan. Tujuan penerbitan ini adalah 
untuk memberikan potret situasi ekonomi, politik, keamanan, dan sosial 
masyarakat serta kebijakan pemerintah Indonesia.

Publikasi ini diterbitkan setiap awal bulan dengan tujuan agar dapat 
memberikan pemaparan yang lengkap dan terbaru tentang Indonesia 
di awal setiap bulannya. Update Indonesia diharapkan dapat menjadi 
landasan dalam memprediksi kecenderungan jangka pendek dan jangka 
menengah Indonesia.

Penerbitan Update Indonesia secara bulanan ini juga diharapkan 
akan dapat membantu para pembuat kebijakan di pemerintahan dan 
lingkungan bisnis serta kalangan akademisi dan think tank internasional 
dalam mendapatkan informasi aktual dan analisis kontekstual tentang 
perkembangan ekonomi, politik, keamanan, dan sosial di Indonesia.

Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi:

The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research
Telepon	 :	 021 3913994
Faksimili	 :	 021 3907245
Website	 :	 www.theindonesianinstitute.com
e-mail	 :	 update@theindonesianinstitute.com
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RISET BIDANG BISNIS & EKONOMI

Analisis bisnis

Dunia usaha membutuhkan analisis yang komprehensif dalam rangka 
meminimalisir risiko potensial, sehingga pada saat yang sama dapat meningkatkan 
nilai bisnisnya. Analisis bisnis merupakan solusi dalam perencanaan stratejik 
korporat untuk membuat keputusan yang dapat diandalkan. Divisi Riset Kebijakan 
Bisnis TII hadir untuk membantu para pemimpin perusahaan dengan memberikan 
berbagai rekomendasi praktis dalam proses pengambilan keputusan.

Riset di bidang bisnis yang dapat TII tawarkan antara lain: (1)  Analisis 
Keuangan Perusahaan, yang meliputi analisis keuangan dan kajian risiko 
keuangan. (2) Konsultansi Perencanaan Korporat meliputi riset ekonomi 
dan industri, evaluasi kinerja, valuasi bisnis dan valuasi merk. (3) Analisis 
Pemasaran Strategis yang meliputi pemasaran strategis dan disain program 
Corporate Social Responsibility (CSR). 

Riset bidang ekonomi

Ekonomi cenderung menjadi barometer kesuksesan Pemerintah sebagai 
pembuat kebijakan. Keterbatasan sumber daya membuat pemerintah kerapkali 
menghadapi hambatan dalam menjalankan kebijakan ekonomi yang optimal 
bagi seluruh lapisan masyarakat. Semakin meningkatnya daya kritis masyarakat 
memaksa Pemerintah untuk melakukan kajian yang cermat pada setiap proses 
penentuan kebijakan. Bahkan, kajian tidak terhenti ketika kebijakan diberlakukan. 
Kajian terus dilaksanakan hingga evaluasi pelaksanaan kebijakan. 

Divisi Riset Kebijakan Ekonomi TII hadir bagi pihak-pihak yang menaruh 
perhatian terhadap kondisi ekonomi publik. Hasil kajian TII ditujukan untuk 
membantu para pengambil kebijakan, regulator, dan lembaga donor dalam 
setiap proses pengambilan keputusan. Bentuk riset yang TII tawarkan adalah (1) 
Analisis Kebijakan Ekonomi, (2) Kajian Prospek Sektoral dan Regional, 
(3) Evaluasi Program.

Program Riset dan Pelatihan 
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RISET BIDANG SOSIAL

Analisis sosial

Pembangunan bidang sosial membutuhkan fondasi kebijakan yang berangkat dari 
kajian yang akurat dan independen. Analisis sosial merupakan kebutuhan bagi 
Pemerintah, Kalangan Bisnis dan Profesional, Kalangan Akademisi, Lembaga 
Swadaya Masyarakat, Lembaga Donor, dan Masyarakat Sipil untuk memperbaiki 
pembangunan bidang-bidang sosial. Divisi Riset Kebijakan Sosial TII hadir untuk 
memberikan rekomendasi guna menghasilkan kebijakan, langkah, dan program 
yang strategis, efisien dan efektif dalam mengentaskan masalah-masalah 
pendidikan, kesehatan, kependudukan, lingkungan, perempuan dan anak.

Bentuk-bentuk riset bidang sosial yang ditawarkan oleh TII adalah (1) Analisis 
Kebijakan Sosial, (2) Explorative Research, (3) Mapping & Positioning 
Research, (4) Need Assessment Research, (5) Program Evaluation 
Research, dan (5) Survei Indikator.

SURVEI & PELATIHAN BIDANG POLITIK

Survei Pra Pemilu dan Pilkada

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan dan ditawarkan oleh TII adalah survei 
pra-Pemilu maupun pra-Pilkada. Ada beberapa alasan yang mendasari 
pentingnya pelaksanaan survei pra-pemilu maupun pra-pilkada, yaitu (1) Baik 
Pemilu maupun Pilkada adalah proses demokrasi yang dapat diukur, dikalkulasi, 
dan diprediksi dalam proses maupun hasilnya, (2) Survei merupakan salah satu 
pendekatan penting dan lazim dilakukan untuk mengukur, mengkalkulasi, dan 
memprediksi bagaimana proses dan hasil Pemilu maupun Pilkada yang akan 
berlangsung, terutama menyangkut peluang kandidat, (3) Sudah masanya 
meraih kemenangan dalam Pemilu maupun Pilkada berdasarkan data empirik, 
ilmiah, terukur, dan dapat diuji.

Ina08 09 SisipanAkhir.indd   143 3/19/09   7:18:09 PM



Indonesia 2008144

Sebagai salah satu aspek penting strategi pemenangan kandidat Pemilu maupun 
Pilkada, survei bermanfaat untuk melakukan pemetaan kekuatan politik. Dalam 
hal ini, tim sukses perlu mengadakan survei  untuk: (�����������������������������   1) memetakan posisi kandidat 
di mata masyarakat; (2) memetakan keinginan pemilih; (3) mendefinisikan mesin 
politik yang paling efektif digunakan sebagai vote getter; serta ( 4) mengetahui 
media yang paling efektif untuk kampanye. 

Pelatihan DPRD

Peran dan fungsi DPRD sangat penting dalam mengawal lembaga eksekutif 
daerah, serta untuk mendorong dikeluarkannya kebijakan-kebijakan publik 
yang partisipatif, demokratis, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. 
Anggota DPRD provinsi/kabupaten dituntut memiliki kapasitas yang kuat dalam 
memahami isu-isu demokratisasi, otonomi daerah, kemampuan teknik legislasi, 
budgeting, politik lokal dan pemasaran politik. Dengan demikian pemberdayaan 
anggota DPRD menjadi penting untuk dilakukan. 

Agar DPRD mampu merespon setiap persoalan yang timbul baik sebagai 
implikasi kebijakan daerah yang ditetapkan oleh pusat maupun yang muncul 
dari aspirasi masyarakat setempat. Atas dasar itulah, The Indonesian Institute 
mengundang Pimpinan dan anggota DPRD, untuk mengadakan pelatihan 
penguatan kapasitas DPRD.
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Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 194 
Jakarta Pusat 10250 Indonesia

Tel. 021 390 5558    Fax. 021 3190 7814
www.theindonesianinstitute.com

Indonesia 2008 memberikan perhatian pada masalah politik, khususnya sistem  
multi-partai, institusionalisasi partai politik, perkembangan politik Islam, dan keterwakilan 
perempuan dalam politik. Untuk bidang ekonomi, kajian difokuskan pada kondisi dan prospek 
sektor finansial dan makro ekonomi Indonesia paska krisis global. Sedangkan di sektor 
sosial,  Indonesia 2008 mengkaji masalah pendidikan dan program bantuan langsung tunai 
yang dijalankan oleh Pemerintah. 
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